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RINGKASAN

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dan
berada antara 0°44'00" dan 1°08'35" Lintang Selatan serta antara 100°05'05" dan 100°34'09" Bujur Timur.
Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 Km? atau setara 1,65 % dari luas
Propinsi Sumatera Barat dengan keliling 165,35 km?2. Luas daerah efektif termasuk sungai adalah 205.007
km?, sedangklan luas daerah bukit termasuk sungai adalah 486.209 km2. Kota Padang terdiri dari 11
Kecamatan dan 103 Kelurahan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25
Km?. Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 52,52 % berupa hutan yang dilindungi oleh
pemerintah, berupa bangunan dan pekarangan seluas 9,01 % atau 62,63 km?, sedangkan yang digunakan
untuk lahan sawah seluas 7,52 % atau 52,25 km?.

Wilayah daratan Kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi yaitu antara 0 — 1.853 m diatas permukaan
laut, dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Wilayah yang memiliki topografi datar
adalah 15.715,44 Ha sedangkan yang bertopografi berbukit /bergelombang + 5.068,85 Ha. Kota Padang
memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil dengan sungai terpanjang yaitu Batang
Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,88 mm per bulan
dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2004. Suhu udara cukup tinggi yaitu antara 23° -
32° C pada siang hari dan pada malam hari antara 22° — 28° C. Kelembabannya berkisar antara 78 — 81
persen. Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 buah pulau yang terbesar adalah Pulau
Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 38,6 km2, Panjang garis pantai adalah 68,126 km (diluar
pulau-pulau kecil).

Perencanaan konvensional yang berorientasi pada tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi mengalami
pergeseran yang mengacu kepada paradigma baru pembangunan berkelanjutan. Esensi pembangunan
berkelanjutan pada dasarnya menginternalisasi aspek lingkungan kedalam perencanaan kegiatan
pembangunan. Pembangunan daerah pada dasarn);a merupakan perwujudan pembangunan nasional di
daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bertujuan untuk menciptakan landasan yang
kokoh bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata
material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan

pembangunan nasional di daerah.



Arah kebijakan pembangunan SDA dan LH Kota Padang yaitu: mewujudkan koordinasi pembangunan dan
pengawasan pembangunan yang efeklif untuk menciptakan kelestarian fingkungan hidup. Strategi yang
ditetapkan yaitu secara internal melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur
dalam bidang pengelolaan lingkungan dan melakukan aliansi strategis dengan unit kerja terkait. Strategi
eksternal melalui pembuatan produk hukum daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang terkait
dengan dampak lingkungan, membuat kerangka pembinaan kegiatan berwawasan lingkungan dan
penelitian serta kajian dampak lingkungan, serta menjamin kemitraan dengan pihak LSM dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan Kota Padang sesuai dinamika masyarakat, otomatis telah menjadikan
semakin besarnya tekanan terhadap lingkungan dan dikuatirkan akan melewati daya dukungnya. Hal ini
tentu akan memunculkan berbagai permasalahan / isu lingkungan di daerah ini. Isu-isu utama yang
menghendaki perhatian oleh pengambil kebijakan di daerah ini, yaitu isu lahan kritis dan alih fungsi lahan,
banjir dan longsor, pencemaran, gempa dan tsunami, kerusakan ekosistem pesisir pantai serta masalah
sosekbudkesmas seperti penyakit masyarakat (pekal). Isu-isu tersebut terkait dalam status keberadaan
sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia di wilayah Kota Padang

Berbagai isu lingkungan yang pernah diungkapkan melalui Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun
2004 masih menjadi isu yang mengemuka untuk Kota Padang saat ini. Kondisi seperti ini kurang
mengembirakan bila dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam menyingkapi permasalahan
lingkungan di daerah ini. Tekanan yang menyebabkan kondisi lingkungan itu terjadi di Kota Padang pada
tahun 2005 ini adalah karena perubahan politik dalam negeri, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan
masih rendahnya SDM sebagian masyérakat. Fenomena ini meyebabkan sebagian masyarakat kita sulit
untuk mencari hidup dan kehidupan yang layak, sehingga mereka mencari jalan pintas dengan cara
melakukan kegiatan tanpa menghiraukan kelestarian fungsi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Diantara isu lingkungan yang masih menjadi sorotan pada tahun 20015,lada|ah sebagai berikut :

A. Gempa dan Tsunami -

Gempa yang terjadi di Kota Padang dengan pusat gempa.-70 km Barat Daya Kota Padang (Selat
Mentawai), berpotensi besar untuk datangnya gelombang tsunami di sepanjang pantai Barat Pulau
Sumalera. Banyak pakar geofisika yang telah memprediksi bahwa di sepanjang Sesar atau patahan
Mentawai, ibarat buah yang hampir masak yang hampir jatuh ke tanah. Begitulah peluang gelombang
tsunami yang akan menimpa daerah pesisir pantai Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Bila kekuatan
gempa lebih dari 6 skala Richter, itu sudah merupakan syarat terjadinya tsunami apalagi dengan kedalaman
30 Km dibawah permukaan laut. Melihat dari angka kedalaman masih tergolong dangkal, kenapa tidak

terjadi tsunami, secara teori masih ada satu syarat lagi yang tidak terpenuhi. Biasanya sebelum datang



gelombang tsunami , terjadi patahan nak dan turun. Temyata yang terjadi pada saat itu yang terjadi
patahan mendatar (strike slip)dan berkemungkinan di sesar mentawai atau sesar batee yang merupakan
patahan yang menghubungkan antara patahan Mentawai dengan patahan di darat yakni di sepanjang Bukit

Barisan.

Upaya untuk mengantisipasi dampak akibat gempa dan gelombang tsunami yang telah dilakukan adalah
dengan memberlakukan sistem deteksi dini (early warning system) seperti latihan evakuasi bila terjadi
tsunami, menetapkan jalur evakuasi tsunami, posko pemantauan tsunami serta kerjasama lintas sektoral
dengan semua stakeholder termasuk lembaga internasional. Disamping itu melakukan penyadaran kepada
masyarakat untuk selalu lﬁendekatkan diri kepada Allah dengan tidak melupakan kewaspadaan dan rasa

kebersamaan bila terajadi musibah akibat gempa dan tsunami.

B. Banjir dan Tanah Longsor

Permasalahan banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kota Padang terutama pada saat curah hujan
tinggi. Bila dilihat dari permasalahan banjir Kota Padang, sampai saat ini masih belum teratasi sebagaimana
mestinya, meskipun proyek pengendalian banjir Kota Padang telah selesai dilaksanakan. Disamping faktor
curah hujan permasalahan banjir tak lepas dari berbagai faktor lain seperti pembukaan lahan pada DAS di
hulu sungai yang menyebabkan semakin tidak berfungsinya daerah tangkapan air (catchment area) pada
beberapa sungai di Kola Padang. Disamping itu musibah banjir di Kota Padang, juga dipicu oleh masih
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga saluran drainase yang telah
dibangun oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dengan masih ditemukan pada beberapa daerah yang

masyarakatnya memanfaatkan sungai dan saluran drainase kota sebagai tempat pembuangan sampah.

Upaya dalam pengendalian banjir luapan yang akan dilakukan dengan pengawasan fisik sungai dan
pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu pengendalian banjir genangan dapat dilakukan dengan
pengelolaan drainase. Seiring dengan itu usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu juga
dilakukan dengan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sungai dan drainase. Disamping itu yang
perlu diantisipasi adalah terjadinya pengurugan daerah resapan air untuk kawasan perumahan dan

pemukiman terutama di daerah sempadan sungai atay sempadan pantai.

C. Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan

Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan
yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kota Padang.
Hal tersebut di atas jelas akan menjadikan tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan. Pada

kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk



kegiatan pertanian, perladangan berpindah, pembangunan perumahan /pemukiman, jasa, dan keperluan
kegiatan lain. Beberapa Kecamatan yang semula mempunyai kawasan lindumg yang cukup signifikan
sebagai daerah tangkapan air {caichment area) Kola Padang yang seharusnya dipelihara/dilestarikan,
terlihat sudah mulai berubah fungsi.

Upaya dalam mereklamasi lahan kritis perlu dilakukan dengan pemufihan dan pemeliharaan jenis tanaman
yang cepat tumbuh. Hal ini dilakukan bersama sama dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu
unfuk mengatasi kerusakan hutan alam dan hutan buatan, dapat diupayakan melalui penggunaan atau
penanaman tanaman yang produkﬁf dan dapat mendukung perekonomian masyarakat petani. Disamping
itu untuk mengatasi semakin meluasnya alih fungsi lahan maka Pemerintah Kota Padang memperketat
pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dengan memperhatikan dan mempedomani peruntukan (ahan
sesuai Rencana Tata Ruang Witayah (RTRW) Kota Padang.

D. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Masalah pencemaran di Kota Padang tahun 2004/2005 masih didominasi oleh pencemaran air akibat
akfivitas industri, !imbah rumah sakit, lingkungan pemukiman, pasar, dan berbagai kegiatan lain. Hasil
pengamatan mengungkapkan bahwa beberapa sungai di daerah ini telah tercemar cukup berat akibat
masuknya limbah padat dan limbah cair dari berbagai kegiatan di atas. Berdasarkan hasil monitoring,
tingkat pencemaran pada Sungai Batang Arau di Kota Padang dikategorikan sebagai sungai yang tercemar
berat. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kandungan iogam berat dan B-3 telah berada pada

kadar di atas ambang batas sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan.

Bentuk pencemaran lain yang menjadi masalah utama adalah pencemaran udara. Seiring dengan
meningkatnya aktivitas perekonomian, kegiatan industri, dan aktivitas pasar di Kota Padang. Sumber utama
dari sektor industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran 'u_dara adalah berasal dari kegiatan
operasional pabrik semen PT. Semen Padang. Pencemaran udara ini‘ masih akan menjadi masalah utama
bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri ini. Disamping itu, pencemaran udara juga
terlihat meningkat pada pusat-pusal pelayanan dalam kota Padang. Hasil monitoring memperlihatkan”
bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan tanpa diimbangi peningkatan dan penambahan ruas jalan,

ternyata memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas udara di Kota Padang.

Disamping itu pencemaran akibat dari buangan sampah juga menjadi ‘mas-él_ah utama yang perlu di
perhatikan. Sumber utama dari pencemaran akibat sampah ini adalah masih kurangnya tingkat kesadaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Faktor lainnya adalah karena masih terbatasnya
sarana dan prasarana yang tersedia untuk menanggulangi masalah sampah tersebut. Upaya untuk

mencegah dan mengendalikan pencemaran dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep



pembangunan yang berwawasan fingkungan, seperti pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL dan melakukan
pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran. Sedangkan bagi kegiatan dan usaha yang melanggar

ketentuan dapat dilakukan dengan pendekatan hukum.
E. Ekosistem Pesisir Pantai

Daerah pantai dan muara sungai masih belum terpelihara dari kebersihan bangkai sampan/kapal, sampah
di sepanjang pantai Padang, khususnya pada tempat rekreasi, akibat pedagang makanan, banyaknya
pengunjung. Hal ini cenderung akan terus meningkat dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk bila
tidak cepat ditanggulangi. Sumber pencemaran lain juga berasal dari sungai, khususnya Batang Arau yang
membawa limbah yang berasal dari kegiatan penduduk dan kegiatan ekonomi di sepanjang DAS Batang
Arau.

Sebaran hutan mangrove di Kota Padang sangat terbatas pada wilayah tertentu yaitu di sekitar Kecamatan
Bungus Teluk Kabung dan pulau-pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Kota Padang + 120 Ha
dengan tingkat kerusakan 70 %. Keberadaannya sedikit mengalami kerusakan dan berkurangnya tegakan
pohon-pohannya. Hal ini akan dapat menyebabkan berkurangnya fungsi hutan mangrove ini sebagai tempat
hidupnya biota laut, tempat memijah ikan-ikan kecil, sebagai pelindung pantai dari gelombang pasang dan
badai termasuk tsunami. Luas terumbu karang di Kota Padang adalah sekitar 1.1.24,73 Ha. Dari seluruh
terumbu karang yang ada karang hidupnya sebesar 51,89 % atau seluas 583.65 Ha. Rata-rata kondisi
karang hidup ini termasuk kriteria rusak berat.

Selama ini upaya pengeiolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan daerah pantai (abrasi dan erosi
pantai) telah dilakukan seperti pembangunan krib (pemecah ombak) di sepanjang pantai mulai dari daerah
Muara sampai ke utara daerah Koto Tangah (batas kota). Upaya-upaya lain untuk penertiban dan penataan
bangunan liar di sepanjang daerah pantai ini tampak masih memerlukan peningkatan, kecuali di daerah
muara dan pantai Padang sampai daerah Purus telah dilakukan pengelolaan dan penataannya oleh Pemko
Padang pada tahun 2004, sehingga daerah ini tampak lebih bersih dari limbah padat berupa sampah dan

rumah liar.

Agar penataan daerah pesisir kota Padang dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan (menganut kaidah
sustainable development dan konservasi), maka diperlukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan {aut,
usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak. Pengaturan tata ruang hendaknya
dapat mengakomodir antara kebutuhan ruang berbagai bidang terkait seperti pariwisata, perikanan,

pertambangan, kawasan lindung (mangrove, pantai dan terumbu karang), pelabuhan dar industri.

F. Masalah-masalah Sosial



e Perekonomian

Terjadinya penurunan persentase pada perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan,
sektor jasa, pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, sementara sektor-sektor ekonomi
lainnya cenderung menunjukkan peningkatan, disatu sisi dapat dilihat sebagai akibat semakin mulai
beragamnya alternatif mata pencaharian yang coba digeluti oleh masyarakat kota Padang. Namun
disi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa alternatif sektor ekonomi yang digeluti cenderung mulai
beralih pada sektor ekonomi yang semakin riil yang mengandalkan sarana prasarana pendukung
yang semakin jelas, tahan lama dan bisa dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga

akhirnya tidak hanya mengandalkan modal dan jasa (tenaga dan setvice) belaka.
o Tingginya Pertambahan penduduk.

Melihat data yang ada, berarti ada kecenderungan pertambahan penduduk semakin tinggi menuiju ke
daerah pinggiran kota seperti di daerah kecamatan Koto Tangah dan daerah Kuranji. Hal ini
menyebabkan bertambah tingginya tekanan terhadap kawasan hutan. Hal ini perlu disikapi dengan

cara menetapkan kawasan penyangga (“Buffer Zons") agar kawasan hutan lindung tidak rusak.
o Terbatasnya Fasilitas Kesehatan

Dari sebahagian besar jenis penyakit yang ada, ada kecenderungan terjadi penurunan jumlah
penderita. Namun pada sisi lain jenis penyakit lainnya justru mengalami peningkatan.. Hal ini
mengindikasikan perlunya peningkatan kesehatan lingkungan di masyarakat, usaha yang dilakukan
balk berupa peningkatan kebersihan lingkungan dan usaha sosialisasi tentang arii penting

kebersihan lingkungan dan kesehatan.
e  Kerawanan Sosial dan Penyakit Masyarkat (Pekat)

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak-anak 1er|antar dan mulai menggejalanya
fenomena anak jalanan, disatu sisi ikut berdampak pada terjadinya masalah gangguan keamanan

dan pelanggaran ketertiban umum.

Memperhatikan hasil analisis kondisi lingkungan Kota Padang sesuai dengan isu yang dikemukakan diatas,
diketahui bahwa dengan semakin berkembang Kota Padang, telah memberi konsekuensi terhadap
perubahan pemanfaatan ruang dan memberi implikasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan di daerah
ini. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan pembangunan Kota Padang kedepan, informasi kualitas
lingkungan dan daya dukung fahan kota selayaknya menjadi pertimbangan dalam penyusunan

perencanaan kota.
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PENDAHULUAN

1.1. Isu Utama Lingkungan Tahun 2005

Dasar dari kebijakan pembangunan nasional yang telah diterapkan selama ini adalah pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pola pembangunan tersebut mengandung makna
mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumber alam yang tersedia seperti sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan cara memelihara keberanjutan kualitas dan
potensi sumberdaya alam itu sepanjang masa. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus
diwaspadai, tidak hanya oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi setiap kita —sebagai stake
holder- juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

Pembangunan segala aspek di era globalisasi dan otonomi daerah berkembang sangat pesat dan cepat,
namun hal itu tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, tapi juga
dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tersebut. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek pelestarian
lingkungan hidup. Keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup perlu diakomodasikan ke dalam
suatu kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan baik dalam skala lokal, nasional, regional
maupun global. Dalam hal ini daerah pun tidak dapat terlepas orientasi kebijakan tersebut., karena
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara nasional tidak dapat berlangsung secara
baik , bila tidak ada kebijakan yang jelas dan terarah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum kebijakan pembangunan yang dilaksanakan terutama di daerah belum sepenuhnya
mengakomodasi aspek pelestarian lingkungan. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral,
sehingga tidak ada korelasi dan keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan pembangunan yang lain
sehingga menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan
pembangunan tersebut dapat meluas menjadi isu lingkungan yang bersifat kompleks dan global. Setiap
kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak semata hanya dilihat dari pertimbangan nilai ekonomi
yang bisa dihasilkan, tetapi juga harus mengedepankan pertimbangan nilai sosial budaya yang ditopang
oleh kondisi lingkungan yang sehat, ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama pembangunan

berkelanjutan.
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Berkembangnya budaya modem cenderung menyebabkan timbulnya berbagai kesalahan cara pandang
dalam hubungan antara manusia dengan alamnya. Hal ini menyebabkan tefjadinya kesalahan dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang membahayakan keberlanjutannya serta
rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu kearifan
lokal sebagai sumber inspirasi bagi pengelolaan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup semakin
tersingkirkan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan di masa lalu
cenderung lebih mengutamakan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan kaidah,
norma dan etika pengelolaan sumberdaya alam berkeadilan dan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup. Hal ini disebabkan eksploitasi sumberdaya alam itu dilakukan tidak efisien dan efektif
serta berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, sehingga terjadinya pengurasan sumberdaya alam

melebihi daya dukungnya.

Lemahnya kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup merupakan masalah krusial yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menikmati
nya menjadi sangat terbatas dan justru menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini
disebabkan oleh sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memiliki
perspektif lingkungan hidup. Hasil evaluasi menunjukan bahwa berbagai permasalahan lingkungan di suatu
daerah dar waktu ke waktu cenderung makin bertambah dan beragam. Kenyataan ini mengindikasikan
bahwa penanganan masalah lingkungan hidup masih belum dilihat sepenuh hati oleh pengambil keputusan
dalam bentuk program pembangunan. Hal ini semakin terlihat dari alokasi anggaran yang dialokasikan
untuk pemulihan lingkungan masih jauh lebih sedikit dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor

lain.

Kota Padang secara keseluruhan memiliki luas 694,96 km?, terdiri dan perpaduan wilayah dataran, daerah
perbukitan dan daerah aliran sungai yang berjumiah 21 buah dan 5 diantaranya merupakan sungai besar.
Jadi dari luas kota secara keseluruhan tersebut kira kira hanya 180 kim? saja yang efektif dimanfatkan.
Sementara sisanya merupakan kawasan yang menjadi pendukung keberadaan sumberdaya alam. Sebagai
Ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga merupakan daerah sentra perdagangan, pendidtkan .
industri dan pariwisata. Hal ini akan menyebabkan setiap tahunnya Kota Padang mengalami penlngkatan
kegiatan industri, ekonomi dan jumiah penduduk. Sementara ancaman terhadap kelestarian sumberdaya
alam dan lingkungan sangat ditentukan oleh laju pertambahan penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi
seperti urbanisasi, dan struktur usia penduduk Kota Padang yang kebanyakaﬁ' berusia muda sehingga
terkonsentrasi pada usia kerja, hal ini akan menuntut ketersediaan lapangan kerja, tersedianya lahan, serta
sarana dan prasarana kota yang memadai.

Seiring dengan perkembangan Kota Padang sesuai dengan dinamika masyarakatnya tersebut otomatis

telah memunculkan permasalahan fingkungan di daerah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan
-2
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lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan kiranya menjadi salah satu
kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Informasi tentang lingkungan hidup di daerah
perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta
sarana keterlibatan publik untuk ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
yang diperhatikan daya dukungnya.

Hal ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi sefiap warga
mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan.
Adanya peningkatan sumberdaya manusia, pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan
dan manusia serta sebab akibatnya merupakan hal yang penting dalam memelihara keutuhan fungsi
sumberdaya alam dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagi Kota Padang, berbagai kendala dalam pengendalian lingkungan di daerah ini masih saja terjadi.
Berbagai isu lingkungan yang pemah diungkapkan melalui laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Tahun 2004 masih menjadi isu yang mengeruka untuk Kota Padang pada saat ini. Kondisi seperii
ini sesungguhnya kurang menggembirakan bila dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam
menyikapi permasalahan lingkungan di daerah ini. Diantara isu lingkungan yang masih menjadi sorotan
pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

A. Gempa Bumidan Tsunami

Kota Padang merupakan daerah rawan dan beresiko tertinggi terhadap ancaman gempa dan tsunami, jika
dilihat dari letak geografis dan keadaan alam Sumatera Barat yang sebagian besar kotanya berada di
pesisir pantai serta memiliki dua patahan yang berada dui daratan dan di lautanyang sewaktu-waktu dapat
memicu terjadinya gempa bumi dan tsunami. Banyak pakar geofisika yang telah memprediksi bahwa di
sepanjang Sesar atau patahan Mentawai, ibarat buah yang hampir masak yang hampir jatuh ke tanah.
Begitulah peluang gelombang tsunami yang akan menimpa daerah pesisir pantai Sumatera Barat,

khususnya Kota Padang. -

Padang pemah dilanda tsunami pada tahun 1797 dan 1833. Para ilmuwan menyebutkan bahwa
pengulangan gempa yang berpotensi tsunami terjadi dalam kurun waktu 200 + 30 tahun, maka sekarang
kita berada pada masa pengulangan tersebut. Tsunami pasti selalu didahului oleh gempa karena tsunami
terjadi pergeseran lempeng secara vertikal setelah berbenturan. Benturan inilah menyebabkan gempa dan
perubahan posisi lempeng yang menyebabkan perubahan permukaan air laut dan menifbulkan gelombang
laut yang disebut tsunami. Tidak s2mua gempa menyebabkan tsunami. Hanya gempa di laut dangkal-
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dengan kekuatan 6,5 skala Richter lah yang berpotensi menimbulkan tsunami. Sumatera Barat dilalui oleh
lempeng Eurasia dan Indo Australia yang semakin menqekat safu sama lainnya, yang jika bertumbukan

pasti akan sangat terasa kekuatan gempanya.

Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diprediksi kapan akan terjadi, tapi hanya dapat diketahui
lokasi dan skalanya. Bahkan teknologinya pun belum ditemukan. Namun hanya sistem peringatan dini
dalam bentuk peringatan lunak dan peringatan keras. Peringatan lunak berupa jika kita tinggal di daerah
rawan gempa dan tsunami apa yang akan kita lakukan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Sedangkan
untuk peringatan keras seperti jika ada peringatan tsunami dari BMG apa yang akan dilakukan dalam waktu

5 menit yang akan datang.

B. Banjir dan Tanah Longsor

Sebagai kota yang merupakan dataran rendah, permasalahan banjir patut untuk diwaspadai. Kota Padang
dialiri oleh 21 buah sungai dimana diantaranya terdapat 5 (lima) muara sungai besar. Sungai-sungai
tersebut adalah Sungai Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Belimbing dan Sungai Aia Penjalinan.
Bencana banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kota Padang, terutama pada saat curah hujan tinggi.
Permasalahan banijir ini temyata masih belum mampu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun

telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendalian banijir.

Penyebab dari permasalahan banjir di Kota Padang ini tak lepas dan berbagai faktor, di samping faktor
curah hujan dan fluktuasi gelombang laut adalah seperti pembukaan lahan pada hulu sungai yang
menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Hal tersebut mengakibatkan
pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhimya
menjadi pemicu terjadinya banjir di daerah ini. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada
sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan tefjadinya banjir, karena hal ini alén
memperiambat dan menyumbat aliran air. Peristiwa banjir yang terjadi di Kota Padang pada 2004/2005 ini
cenderung meningkat dan semakin meluas. Hal ini tentu bakal menimbulkan berbagai macam kerugian di'
Kota Padang. Permasalahan ini harus menjadi perhatian oleh” pemerintah dan instansi terkait sebagai'

pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat Kota Padang.

C. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

.

Pencemaran air di Kota Padang selama tahun 2005/2005 masih didominasi oleh pencemaran akibat
kegiatan industri, lingkungan pemukiman, pasar dan berbagai kegiatan lain yang menghasilkan limbah.
Masih terdapatnya sejumiah industri, pabrik pada beberapa ruas sungai dan di tepi pantai dapat
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mengakibatkan pencemaran, hal ini terjadi karena aktifitas untuk menjaga lingkungan dari dunia industri di
Kota Padang juga masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa sungai di daerah ini telah dijadikan
sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
Keadaan ini terungkap dari beberapa kali pemeriksaan mendadak (sidak) yang di lakukan oleh pihak
pengambil kebijakan lingkungan bersama instansi teknis terkait. Faktor lainnya adalah pantai dan sungai
juga masih dijadikan tempat pembuangan berbagai limbah domestik yang berasal dari masyarakat yang
belum mengerti akan arti penting dari kebersihan lingkungan. Semua kegiatan-kegiatan ini cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga masalah pencemaran lingkungan masih menjadi isu
lingkungan selama tahun 2005.

Dari hasil pengamatan di lapangan, dan berdasarkan hasil monitoring, tingkat pencemaran pada Sungai
Batang Arau di Kota Padang, dikategorikan sebagai sungai yang tercemar berat. Hasil analisis laboratorium
menunjukkan, bahwa dari beberapa parameter seperti nilai Coliform, dan coli tinja, BOD, COD, POy,
Amoniak, minyak/lemak, kandungan bahan padatan tersuspensi (TSS), serta beberapa jenis logam berat
terutama oleh Zn dan Cu. Nilai parameter di atas tampak telah berada di atas nilai baku mutu kualitas air,
seperti tertuang dalam PP no 82 tahun 2001 dan SK Gubemur Sumatera Barat No. 660-31-33 tahun 1996.

Bentuk pencemaran lain yang menjadi masalah utama di Kota Padang adalah pencemaran udara akibat
kegiatan industri dan meningkatnya jumlah kendaraan. Sumber utama dari sektor industri yang
menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah berasal dari kegiatan operasional pabrik semen PT.
Semen Padang. Tingkat pencemaran udara diperkirakan masih belum terkendali dengan meningkatnya
kapasitas pabrik semen PT. Semen Padang sampai ke Unit Indarung V. Pencemaran udara ini masih akan
menjadi masalah utama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri. Disamping itu
meningkatnya jumiah kendaraan seiring dengan tingginya berbagai aktivitas di Kota Padang juga akan
berakibat meningkatnya tingkat pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan tersebut. Dampak
pencemaran udara akan menyebar luas sesuai dengan perilaku iklim dan arah angin. Dan penyebaran

pencemaran ini tidak mengenal batas administratif.

Permasalahan pencemaran akibat dari pembuangan sampah di Kota Padang juga menjadi masalah utama
yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya peralatan dan armada yang ada serta
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan. Masih
banyak masyarakat yang membuang sampah ke pantai, sungai, bandar, dan parit. Hal ini tentu
menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan tersumbatnya aliran air. Disamping itu dampak

pencemaran sampah tersebut akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan pencemaran pada

lingkungan.



Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, volume sampah yang ditimbulkan
akibat berbagai macam kegiatan, baik industri, pasar, dan sampah rumah tangga, rata rata mencapai 2000
m¥hari, sedangkan yang dapat terangkut saat ini sekitar 1500 m3hari, berarti hanya sekitar 75% per hari.
Hingga saat ini jumlah penduduk yang telah terdayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya
mencapai 77,80 % dari total penduduk dengan caerah pelayanan seluas 4.420 ha. Sarana untuk dijadikan
wadah pembuangan sampah umumnya seperti kantong plastik, karung, tong sampah, dan bak pasangan
disediakan oleh masyarakat sendiri, kemudian baru diangkut dan dikumpulkan di TPS yang tersebar di tiap
kecamatan. Setelah itu baru di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan truk
sampah yang saat ini berjumlah 30 truk yang beroperasi, dengan volume rata rata 8 m3 dengan rotasi 4 kali
per hari. TPA tersebut terletak di daerah Air Dingin + 17 km dari pusat kota, dengan luas areal mencapai
30,3 ha dan hingga saat ini baru terpakai sekitar 15 ha atau 50% dari keseluruhannya.

Pencemaran akibat sampah masih menjadi masalah utama yang harus diperhatikan dan diwaspadai.
Pemerintah Kota Padang dengan kebijakannya bersama masyarakat diharapkan dapat melakukan
peningkatan baik dar segi penanganan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kesadaran
masyarakat akan arti penting kebersihan dan kesehatan dan kelestarian lingkungan.

D. Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan

Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara
bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga
mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, hal ini akan menambah lahan kitis di Kota Padang.
Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan segala kebijakannya,

akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kota Padang.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan fahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas
mempengaruhi pergeseran penggunaan fahan di Kota Padang. Sesﬁatu yang dikhawatirkan dimasa yang
akan datang adalah teﬁadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan
pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti Pembukaan lahan berpindah,
kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, pedag’angan_ ataupun jasa masih banyak yang i
belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi
areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan
sistim ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperiuan pertanian dan kawasan terbangun.

Berdasarkan data yang didapat, luas kawasan hutan Kota Padang sebesar 36.500,24 ha dan
kawasan tidak hutan sebesar 32.995,76 ha. Dari luas tersebut berdasarkan data yang terhimpun
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akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kota Padang.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas
mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kota Padang. Sesdatu yang dikhawatirkan dimasa yang
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sistim ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.
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3,090 ha atau sekitar 5,46% dari luas kawasan hutan tersebut berada dalam kondisi kritis,
sementara luar kawasan hutan 5,400 ha atau sekitar 16,36% dalam kondisi kritis. Diperkirakan
dalam tahun 2004/2005, juga terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang cukup signifikan.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam
penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan
perumahan, jasa dan keperiuan kegiatan lainnya, seperti halnya pada kawasan-kawasan di
Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk
Kabung. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang
cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (cafchment area) Kota Padang yang seharusnya
dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan

lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan
yang tidak memp(?rhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kota Padang.
Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan.
Keadaan ini sudah sepantasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang. Oleh
sebab itu, pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

Faktor penyebab timbulnya permasalahan perekonomian tersebut adalah dimasa mendatang dengan
meningkatnya kepadatan penduduk yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan hidup, kecilnya
kesempatan kerja dan berusaha. Seiring dengan makin tingginya faktor kebutuhan kehidupan penduduk
Kota Padang tersebut maka akan beragam pula altematif mata pencaharian yang coba digeluti oleh
masyarakat Kota Padang untuk pemenuhan kebutuhannya. Hal ini akan berakibat kepada terganggunya
keberadaan Sumber daya alam dan Lingkungan yang akan menjadi objek pemanfaatan yang tidak lagi
memandang aspek koservasi lingkungan. Kawasan seperti kawasan lindung, kawasan konservasi dan

sempadan air tak [uput dijadikan sebagai tempat tinggal dan berusaha.

D. Masalah Sosial
s  Tingginya Pertambahan Penduduk

Pesatnya perkembangan Kota Padang di berbagai sektor, seiring dengan semakin tingginya angka
pertambahan penduduk Kota. Otomatis juga akan berimbas kepada perkembangan kawasan pemukimar
yang cenderung semakin mengarah ke daerah pinggiran kota. Hal ini terlihat dengan semakin tingginya
17
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tingkat hunian penduduk ke areal-areal pemukiman khususnya di berbagai perumahan yang dikembangkan
pada daerah pinggiran kota tersebut. Akibatnya akan timbul berbagai masalah seperti pembukaan lahan
baru, pencemaran dan masalah sampah, yang nantinya menurunkan kualitas sumberdaya lingkungan.

e  Terbatasnya Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan data yang ada kondisi kesehatan masyarakat cenderung membaik dan mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dengan terjadinya penurunan jumiah penderita
beberapa penyakit yang ada dimana pada tahun 2004 tercatat sebanyak 362.302 orang, sementara pada
tahun 2004 menurun menjadi 207.377 pendenita atau terjadi penurunan sebanyak 25,37%. Hal ini tak lepas
dari peran serta pemerintah melalui instansi terkait yang semakin meningkatkan jumlah sarana dan
prasarana kesehatan di Kota Padang. Hal ini terfihat dari semakin meratanya jumlah tenaga dokter umum,
dokter gigi, dan tenaga bidan di berbagai Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tersebar di Kota
Padang. Pemmasalahan yang timbul di bidang kesehatan ini adalah masih terbatasnya program pengiriman
dokter-dokter spesialis selain dokter gigi ke berbagai puskesmas yang ada di berbagai daerah di Kota
Padang ini membuat jenis-jenis penyakit tertenfu akhimya belum mampu ditangai secara baik. Hal ini
mengakibatkan penduduk yang menderita jenis penyakit yang relatif membutuhkan penanganan
senus/khusus harus berobat ke rumah sakit-rumah sakit atau ke dokter-dokter spesialis yang

kecenderungannya terkonsentrasi di pusat kota.

e  Permasalahan Sosial

Di Kota Padang juga terlihat kecenderungan semakin meningkatnya permasalahan sosial dalam bentuk
peningkatan jumlah anak-anak terlantar dan mulai menggejalanya fenomena anak jalanan. Hal ini tentu
akan berakibat pada terjadinya masalah keamanan dan ketertiban. umum. Berdasarkan data Poltabes
Padang, secara umum ada kecenderungan pada tahun 2C05 teﬁad‘r‘ penurunan jumiah kasus gangguan
keamanan dan ketertiban, namun hal tersebut di atas tetap memeriukan perhatian khusus dar pemerintah

untuk dapat terciptanya keamanan dan ketertiban yang akan menunjang kelancaran roda pembangunan

1.2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap dalam kondisi yang bagus dibutuftkan kesadaran yang tinggi
dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan di daerah Kota Padang. Tetapi saat ini
hal tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Pertambahan jumlah penduduk dan terus meningkatnya
arie nrhanicaci ke lhikota Prooinsi ini mengakibatkan tinaainya tinakat cersainaan hidup. ha! ini merupakan



hidup dan tekanan ekonomi, telah memicu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa
memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Peluang ini semakin dimanfaatkan oleh masyarakat di
kawasan pinggir daerah Kota Padang yang jauh dari jangkauan pengawasan. Upaya pengrusakan kawasan
flindung teriihat semakin bertambah, seiring dengan lemahnya penegakan hukum terhadap oknum
masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

Kompleknya permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang menuntut solusi secara multi dimensi dan
komprehensif. Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya upaya pemecahan masalah adalah peran serta
seluruh lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini masih menghadapi persoalan yang cukup
rumit dan sensitif, sehingga keterlibatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai dan tahap
perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan relatif rendah, sehingga upaya-upaya
penanganan yang dilakukan tidak tepat waktu dan sasaran. Hal ini disebabkan oleh :

a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya
alam, penataan ruang dan kaidah pemanfaatan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan.

b. Belum memadainya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara

kependudukan dan lingkungan hidup.

c. Masih lemahnya penerapan hukum lingkungan yang terihat dari penyelesaian kasus-kasus
lingkungan yang bedarut-larut, sehingga masyarakat apatis terhadap terjadinya pelanggaran

hukum lingkungan.

Pemerintah telah cukup banyak melakukan upaya dan kegiatan yang dapat mendorong timbulnya motivasi
masyarakat untuk menjaga lingkungan, namun aktifitas tersebut dirasakan belum memadai, disebabkan
adanya keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah serta belum terpadunya mekanisme pengawasan
dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam
masalah lingkungan pada umumnya ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengaduan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) terhadap pelanggaran hukum lingkungan serta keterfibatan / peran serta aktif
unsur pers/media massa dalam memberikan informasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat

berbagai kegiatan pembangunan.

Koordinasi kelembagaan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang cukup menonjol. Hal ini
mempengaruhi upaya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan serta
evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tumpang tindih dalam
penggunaan sumberdaya alam. Disisi lain terfihat masih rendahnya kesadaran masyara‘kat akan pentingnya
arti pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi berikutnya. Hal ini disebabkan karena
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manfaat menjaga lingkungan belum terasa oleh masyarakat dan masyarakat lebih disibukkan oleh kegiatan
yang bermotifkan ekonomi, apalagi dalam kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari
krisis ekonomi. Banyaknya program pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan
yang harus dilaksanakan tidak dapat direalisasikan karena sangat terbatasnya alokasi anggaran untuk
sektor ini. Sementara itu persoalan lingkungan hidup yang harus ditangani semakin beragam dan kompleks.

1.3. Aktifitas Menjaga Lingkungan

Aktifitas menjaga lingkungan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh semua pihak secara
konsekwen sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997, tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kegiatan menjaga lingkungan yang dilakukan di Kota Padang
selalu diimbangi oleh kegiatan yang dapat merusak dan mencemar lingkungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung yang intensitasnya lebih kuat dari menjaga lingkungan. Akibat tidak seimbangnya
upaya menjaga lingkungan dengan tindakan pengrusakan lingkungan berdampak pada semakin
meningkatnya degradasi lingkungan yang memeriukan pemulihan secepatnya.

Upaya untuk menjaga kualitas lingkungan agar senantiasa terpelihara dengan baik, sesungguhnya bukan
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang selaku pengambil kebijakan di daerah ini,
seyogyanya aktifitas menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat termasuk
dunia usaha dan industri. Berdasarkan hasil pencatatan selama tahun 2004/2005, terungkap bahwa aktifitas
menjaga lingkungan dari kalangan masyarakat Kota Padang masih belum terlaksana seperti yang
diharapkan. Keadaan ini terungkap dengan masih terjadinya kasus-kasus banjir di beberapa kawasan pada
saat curah hujan tinggi, terjadinya longsor di Bukit Lantiak, Mata Air dan Gaung. Disamping itu masih
banyak terjadinya penggundulan hutan pada hulu daerah tangkapan ain‘\(catchment area) Batang Arau dan
Batang Kuranji untuk lokasi peladangan masyarakat dan eksploitési kayu oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab.

Aktifitas menjaga Iingkunéan dunia usaha dan industri di Kota l;adang juga masih belum seperti yang
diharapkan. Beberapa sungai di daerah ini — Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Kandis- telah
dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih
dahulv atau kapasitas IPALnya belum memadai. Hal ini terungkap dart bebérapa kali pemeriksaan
mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang bersama instansi teknis terkait. Disamping
itu adanya laporan masyarakat dan LSM tentang pencemaran Batang Arau dan Batang Kandis akibat
limbah cair industri karet. Permacalahan sosial yang muncul juga banyak diantaranya peningkatan

intensitas penyakit masyarakat (pekat) seperti adanya tempat prostitusi liar yang berkedok salon kecantikan




dan panti pijat tradisional di Pusat Pertokoan Atom Centre (Kompleks Matahari Lama), Padang Theather
dan kawasan pecinaan (Pondok). Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus diwaspadai, tidak
hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan di Kota Padang, akan tetapi setiap warga mempunyai
tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan untuk diwariskan

kepada anak cucu kita.



Program dan Kegiatan

1. Program pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur:
o Pendidikan dan pelatihan aparatur.
o Peningkatan kerjasama antar instansi dan dinas, dengan LSM dan masyarakat.
2. Program penegakan hukum lingkungan:
o Penyusunan peraturan daerah terkait dengan pengendalian dampak lingkungan.
o Evaluasi kepemilikan dan pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL.
e Penyuluhan dan ébsialisasi Lingkungan Hidup. i
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Bapedalda
e Pengadaan Mobiler
e Pengadaan alat-alat Labor (portabel)
4. Program pengembangan informasi lingkunngan
¢ Penyusunan buku SLHD
¢ Peringatan hari lingkungan
5. Program pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
e Pengawasan dan pengendalian kegiatan / usaha yang berdampak lingkungan
6. Program Bangun Praja
e  Penyusunan Profil Bangun Praja
7. Program pemulihan dan pelestarian lingkungan
¢ Pengkajian kerusakan sumber-sumber daya alam dan lingkungan
Program penelitian dan kajian lingkungan (pantai, sungai, DAS, kawasan rawan bencana
dan pencemaran udara). '
Program pengembangan informasi lingkungan.
Program pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
Program Bangun Praja. ’
Program rehabilitasi lingkungan.

Program sosialisasi lingkungan hidup.



Visi dan Misi Bapedalda Kota Padang

Visi Bapedalda Kota Padang adalah mewujudkan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) vanq
serasi dan seimbang serta pelestarian lingkungan hidup yang dapat mepingkatkan kesejahteraan
masyarakat. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah meningkatkan kualitas lingkungan

hidup masyarakat Kota Padang dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup baik
karena faktor alam maupun karena perbuatan manusia melalui pengaturan dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang tersedia tanpa mengganggu kelestarian lingkungan yang ada sehingga
terwujud suatu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) pada setiap aspek

dan sub sektor pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi Bapedalda Kota Padang sebagai
berikut :
a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam secara terus menerus.
b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam melalui Komisi AMDAL
dan peran serta masyarakat.
c. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal berwawasan lingkungan melalui
pendidikan dan latihan.
d. Mengkondisikan masyarakat yang partisipatif dan tanggap terhadap permasalahan
lingkungan hidup.
e. Penerapan hukum [ sanksi terhadap pelanggaran, sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingandalam
pengendalian dampak lingkungan.
g. Menetapkan dan menerapkan Baku Mutu Lingkungan (BML) sesuai dengan peruntukan

lingkungan hidup.

2.2 Kebijakan Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan usaha untuk menata aktifitas perkotaan berdasarkan kesesuaian
lokasi dan lahan sehingga pembangunan fisik yang dilakukan dapat mendukung pengembangan
kegiatan ekonomi dan sosial kota. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik

kota dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang menjadi alat yang



penting untuk mengarahkan pembangunan pada sentra-sentra pengembangan dan
mengendalikan pembangunan pada kawasan-kawasan yang sensitif terhadap dampak negatif
lingkungan.

Menata ruang dan meningkatkan sarana dan prasarana melalui pendekatan pembangunan
berbasiskan kawasan ke arah keseimbangan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam
konteks pembangunan wilayah. Kegagalan dalam menata ruang akan membuat situasi yang tidak
menguntungkan bagi semua pihiak sebab investasi pemerintah dalam tata ruang tidak memberika
hasil yang menguntungkan. Banyaknya permasalahan di perkotaan pada awalnya disebabkan oleh
tidak matangnya rencana penataan ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu adanya
ketidak disiplinan untuk menjalankan bentuk tata ruang yang telah disepakati. Beberapa bagian
ruang dan kawasan perlu dipacu dan diarahkan perkembangannya melalui kebijakan penataan
ruang sehingga peruntukan lahan dapat diarahkan dan perubzhannya dapat dikendalikan.
Kebijakan lain adalah penataan ulang terutama bagian ruang yang mengalami percepatan
perkembangan namun tidak didukung oleh ruang, barang dan pelayanan publik.

Kota Padang merupakan pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat, dengan fungsi sebagai
pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan. Perkembangan Kota
Padang yang relatif pesat, dilihat dari kegiatan ekonomi dan fungsi pelayanan primer dan sekunder
sangat berpengaruh terhadap kegiatan kota secara keseluruhan. Hal ini terihat dalam bentuk
kebutuhan akan wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas ekonomi dan

fungsi pelayanan sebagai penunjang kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013, arahan pengembangap
pusat-pusat pelayanan yaitu: pusat pelayanan utama di kawasan pusat kota, sub pusat pelayanan
utama di kawasan Lubuk Buaya, Air Pacah, Bandar Buat, Tabing, Teluk Bayur, dan Bungus serta
Pusat Pelayanan kegiatan di kawasan Anak Air, Limau Mans, Pa§ar Baru, Pasar Raya, Gunung ’

Padang, dan Sungai Pisang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004 - 2008
(berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2004) ditetapkan 4 (empat) sentra perkembangan kota dan 18
(delapan belas) kawasan prioritas pengembangan. Untuk mengembangkan kawasan prioritas

tersebut masih periu dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis



Tata Ruang Kota sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Sentra perkembangan dan
kawasan prioritas Kota Padang yaitu: /
Sentra Perkembangan Pusat Kota: kawasan Pasar Raya, kawasan eks Terminal Lintas
Andalas, kawasan eks Bandara Tabing, kawasan wisata terpadu Gunung Padang, dan
kawasan sepanjang pantai.
Sentra perkembangan Utara: kawasan Air Pacah, kawasan perbatasan sekitar Bandara
Internasional Minangkabau, kawasan Pasar Induk Anak Air, kawasan Padang Industrial
Park, kawasan Pasar Lubuk Buaya, kawasan perkantoran Pemko Padang.
Sentra perkembangan Timur: kawasan Bandar Buat, kawasan Kampus Universitas Andalas
- Limau Manis, kawasan Pasar Baru, kawasan Padang By Pass.
Sentra perkembangan Selatan: kawasan Teluk Bayur, kawasan Industri Maritim Bungus,

kawasan wisata Sungai Pisang.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini yaitu:

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam perencanaan pengendalian tata
ruang

Tersusunnya rencana pengembangan kawasan-kawasan prioritas dan kawasan sensitif

terhadap dampak pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu;
Peningkatan kemampuan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata ruang.
Tersusunnya rencana pengembangan kawasan-kawasan prioritas dan kawasan sensitif

terhadap dampak pembangunan.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan:
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam perencanaan tata ruang, perijinan
dan pengawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang.

Menjadikan tata ruang sebagai alat kendali pembangunan kota yang efektif.

Strategi:
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Strategi internal yang dilakukan yaitu: konsolidasi kelembagaan perizinan, pembinaan,
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur yang terkait dengan
penyelenggaraan tata ruang.

Strategi ekstemal yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja

terkait dengan penataan ruang.
Program dan Kegiatan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur:
Restrukturisasi organisasi tata kerja terkait dengan penataan ruang.
Pendidikan dan pelatihan aparatur terkait dengan penataan ruang.

Program pemajuan produk hukum daerah dengan tata ruang daerah:

Pembuatan peraturan daerah yang terkait dengan perijinan, pemanfaatan dan
pengawasan pembangunan.
Pembuatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang.

Program penyl;sunan, evaluasi dan revisi rencana tata ruang pada setiap klaster sentra
pengembangan, kawasan prioritas dan kawasn yang sensitif terhadap dampak
pembangunan.

Penyempurnaan informasi dengan digitasi.

Program pelimpahan sebagian kewenangan dalam perijinan dan pengawasan
pembanguhan kepada instansi kecamatan dan kelurahan.

Program pembinaan dan pengawasan tata ruang:

Sosialisasi tata ruang
Pengawasan pembangunan

2.3 Kebijakan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya

»

Bidang Ekonomi
Sektor Perindustrian

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada sektor industri di Kota Padang terus dilanjutkan sejalan
dengan usaha pengembangan agro industri dan agribisnis, dengan penekanan bahan baku yang

relatif banyak tersedia di Kota Padang. Akan tetapi pertumbuhan unit usaha lamban, daya saing



produk rendah, pengendalian produksi lemah, kualitas belum konsisten, kuantitas belum optimal,

teknologi masih sederhana, permodalan dan manajemen rendah serta akses informasi terbatas.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor industri adalah:
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam sektor perindustrian.
Peningkatan pemanfaatan input lokal dan industri padat karya.

Peningkatan penataan lingkungan industri dan pemanfaatan kawasan industri.

Sasaran pembangunan sektor ini selama lima tahun ke depan adalah:

Pengusaha industri yang mempunyai manajemen dalam pengelolaan industri.

Aparatur dalam pengawasan dan pembimbingan sebagai tenaga pembina telah memiliki
pengetahuan dan keterampilan.

Pengelola mempunyai motivasi untuk perbaikan mutu industrinya setelah mefakukan studi
banding dengan mitra usaha.

Industri telah memiliki standar hasil produksi.

Tersedia buku panduan ringkas tenang manajemen pengelolaan usaha baik di bidang
produksi maupun akutansi.

Membina usaha yang bersifat leading sektor sebagai penggerak industri di setiap kawasan
industri.

Menjalankan penerapan dokumen AMDAL, UKL/UPL.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk itu arah kebijakan pembangunan sektor industri Kota Padang untuk lima tahun mendatang
adalah:

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam perindustrian.

Meningkatkan koordinasi antar unit kerja secara terkait.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas périndustrian

Meningkatkan akses terhadap informasi teknologi maupun peluang usaha.

Meningkatkan skala usaha yang relatif kecil dan kurang memiiiki aliansi dengan

menggunakan pola kemitraan.
Meningkatkan daya saing produk, harga, mutu, waktu penyerahan barang'pada kondisi siap

bersaing.
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Meningkatkan informasi pasar tujuan ekspor dan dalam negeri secara akurat dan lengkap.

Penataan lokasi dan tata ruang serta pengembangan industri padat karya.

Strategi yang ingin dicapai dalam sektor pembangunan ini baik secara internal mapun ekstemal
adalah sebgai berikut:
e Secara infemal yaitu melaksanakan konsolidai organisasi, pembinaan pendidikan,
pelatihan, pengembangan aparatur
o Sedangkan secara ekstemal yaitu peningkatan ualitas dan permaalahan serta industrl

yang bersifat padat karya dan mengutamakan pemakaian bahan baku dari daerah lokal.
Program dan Kegiatan:

Program pengembangan industri kecil (penggerak perekonomian daerah):
Pengembangan teknologi industri kerajinan rotan.
Pelatihan dan diklat industri kerajinan, KOSTUM, AMT, penerapan GMP, dan
pembinaan P2WKSS.
Pengembangan teknologi industri makanan ringan berbasiskan bahan baku hasil laut.
Workshop pengembangan pengolahan rotan.
Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam sektor industri:
Pemberian pelatihan dalam pengelolaan manajemen industri.
Pemberian pendidikan kepada aparatur dalam pengawasan dan pembimbingan sebagai
tenaga pembina.
Melakukan studi banding dan mitra usaha dengan kawasan-kawasan sentra industri
maju. |
Peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi:
Melakukan pembinaan dengan peningkatan pemberian standar hasil produksi secara
berkala. A i
Membuat buku panduan ringkas tentang manajemen pe.ngelolaan usaha, baik di bidang
produksi dan akutansi, sebagai konsekuensi untuk pembayaran pajak.
Membuat leaflet produk industri yang bersangkutan untuk promosi ekspor.
Peningkatan penataan lingkungan industri dan pemanfaatan kawasan industri:
Membina industri yang bersifat industri leading sebagai penggerak industri lain di setiap

kawasan industri.



Menjalankan penerapan dokumen AMDAL dan UKL/UPL.

Mengoptimalkan pemanfatan kawasan industri Padang, Singapura dan Malaysia.

Mengutamakan industri yang bersifat labor intensif dan penggunaan input lokal.
Penyaluran bantuan modal untuk pengusaha lemah (modal dan teknologi):
Pendataan dan pemetaan pengusaha industri di Kota Padang

Pembinaan pengusaha kecil dalam bidang manajemen dan akutansi.
Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor Petanian Tanaman Pangan dan Hortikultura masih menjadi sektor kehidupan yang penting
bagi sebagian penduduk Kota Padang. Sekfor ini masih perlu ditingkatkan produktivitas dan sifat
pengelolaannya menjadi lebih komersil seperti idealnya suatu pertanian perkotaan (urban farming).
Selain tanaman padi, sawah juga ditanami petani dengan palawija berupa jagung, ubi kayu, ubi
jalar, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau dan lain-lainya. Sebagian lahan pertanian di Kota
Padang merupakan lahan pertanian dengan irigasi teknis. Perkembangan kota menyebabkan
terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang ada. Selama tahun 1998-2002 telah terjadi kor;versi
lahan sawah sekitar 15 hektar. Hal ini berdampak dengan menurunnya produksi padi sawah
sekitar 150 ton pertahun. Selain itu produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan
hortikultura masih belum tinggi dan sering berfluktuasi. Untuk itu perlu diambil langkah-tangkah
antisipatif seperti menetapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertanian perkotaan yang
tidak butuh lahan yang luas. Di samping itu perlu dilakukan diversifikasi usaha pertaniah dan

meningkatkan keterampilan petani .
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dan
hortikultura yaitu;
Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura dalam
rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam melakukan pembinaan terhadap

pengembangan usaha oleh petani.

Selanjutnya sasaran pembangunan selama lima tahun yang akan datang adalah:
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berbasis ‘agribisnis dengan

nilai tambah yang tinggi.




Meningkatnya kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan
dan hortikultura. )

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi tanaman pangan
dan hortikultura.

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kepada petani melalui peningkatan kinerja
kelembagaan dan aparat pemerintah dalam bidang pertanian.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan pada bidang pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura ditetapkan arah kebijakan berupa:

Meningkatkan produktivitas produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan
cara intensifikasi dan diversifikasi jenis tanaman yang diiringi dengan ketersediaan
sarana produksi yang cukup, lancar, dan dengan harga yang terkendali.

Pengembangan produksi hortikultura dengan komoditas unggulan.

Pemberdayaan petani melaiui penerapan ilmu penerapan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta pengembangan kewirausahaan pemberian pelayanan prima kepada petani.

Optimalisasi dan revitalisasi serta sinkronisasi pemberdayaan dan pembinaan
program/kegiatan yang sistematis, utuh serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan

kinerja untuk mewujudkan perekonomian masyarakat.

Strategi yang diterapkan dalam adalah:

Melaksanakan program penyuluhan dan pembinaan kepada petani secara terpadu meliputi
semua aspek produksi.

Menganekaragaman tanaman pangan melalui penelitian dalam rangka pemilikan jénis
tanaman yang paling menguntungkan untuk dipasarkan secara ekonomi.

Optimalisasi pemberdayaan sarana prasarana pertanian dan aparatur.

Menyusun program/kegiatan yang saling terkait dengan program lain dalam rangka
mewujudkan pembinaan yang sistematis, utuh dan kontiniu.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penvakit pengganggu tanaman.
Program dan Kegiatan

Program Penyuluhan dan pembinaan petani:



Penyelenggaraan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Subdin, TU dan
fungsional.

Pembinaan produksi tanaman pangan dan horikultura.

Pembinaan pendataan staistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pengkajian/pembahasan potensi petanian tanaman pangan dan hortikultura.

Peningkatan SDM petani/kelompok petani melalui aspek produksi.

Pembinaan dan pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Pengawasan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dan pemberantasn penyakit
hewan menular.

Pengembangan teknologi pertanian melalui teknologi tepat guna (TTG).

Pembinaan institusi pembenihan Dem-plot, Dem-form, Dem-area, kaji terap teknologi,
paket teknologi pengolahan hasil, kerjasama dengan Badan Litbang.

Program penyediaan bantuan modal:

Kredit usaha tani (KUT) atau kredit ketahanan pangan (KKP) kepada petani tanaman
pangan.

Pengembangan sarana dan prasarana rumah potong hewan (RPH).

Penguatan modal bagi petani melalui peningkatan saprodi pertanian.

Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pertanian.

Program pengembangan sumber daya aparatur dan kelembagaan daeran:
Pembangunan kantor dinas.
Peningkatan sumber daya aparatur.

Pengadaan mobiler dan kendaraan operasional ke lapangan.

Sektor Kelautan dan Perikanan

Kota Padang merupakan kota pesisir yang terletak di pantai barat Sumatera dan berhubungan
langsung dengan Samudra Hindia. Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang lebih kurang
84 km. Luas laut yang menjadi kewenangan ‘adalah seluas 613,20 km2 dan termasuk 19 buah
pulau-pulau kecil. Potensi kelautan dan perikanan kota padang adalah cukup besar dan kegiatan
ekonomi di sektor ini dapat menjadi komoditi andalan, terutama dalam memacu peningkatan
pendapatan nelayan dan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mencapai hal di atas diperiukan
langkah strategis dan pengelolaan yang profesional serta berkesinambunigan dengan tetap

mengindahkan kaedah dan prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan lestar.



Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan membutuhkan keterlibatan yang besar dari dunia
usaha dan masyarakat dengan menumbuhkan koordinasi yang baik antar tingkat kewenangan
pembangunan (pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan dunia usaha),
dimana pemerintah daerah berperan dalam mendorong pengembangan melalui penyediaan
sarana dan prasarana pendukung, pembinaan usaha, bantuaan permodalan serta pengembangan

kemitraan dan investasi.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan kelautan dan perikanan Kota Padang adalah :

e Menciptakan sistem eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang maju dan
mandin.

e Mengembangkan produktifitas perikanan tangkap dengan modemisasi alat tangkap
yang dapat ‘meningkatkan ksejahteraan nelayan dan mendorong peningkatan produksi
hasil tangkapan dan budi daya perkanan.

e Menyusun dan menentapkan rencana penggunaan tata ruang kawasan pesisir lautan
Kota Padang yang dapat diimpletasikan dan mengakomodasikan seluruh potensi
andalan sehingga tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan

rencana, daya dukung lingkungan dan potensi yang sedia ada.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kota Padang adalah :

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (masyarakat kawasan pesisir) dalam

pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan serta jasa lingkungan.

o Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor perikanan.

e Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapaﬁ melalui berbagai bentuk skema
pembangunan. )

e Membentuk kelembagaan ekonomi, yang mer;jadi akses permodalan dan teknologi
untuk peningatan produksi dan kesejahteraan nelayan.

e Menyediakan informasi peluang pengembangan potensi komoditas pasar perikanan

meliputi berbagai peluang pengembangan jenis komoditas.

Arah Kebijakan dan Strategi



Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bijaksana dan
lestari, maka kota Padang memberikan arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
sebagai berikut :

Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik terutama meningkatkan
produktivitas kerja aparat dalam menjaring peminat investor berinvestasi di sektor
kelautan dan perikanan.

Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan bertahap di sektor perikanan melalui
pemberdayaan nelayan, kemitraan bahari dan kemudahan berinvestasi.

. Strategi yang ingin dicapai dalam sektor pembangunan kelautan dan perikanan kota Padang
secra internal dan ekstemal adalah sebgai berikut :

Secara intemal yaitu memperkuat kemampuan kelembagaan Pemerintah Kota Padang
dalam mengelola dan membina sektor kelautan dan perikanan serta melakukan
pembinaan kepada aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan aparatur.

Sedangkan secara eksternal adalah melalui koordinasi antar instansi dan tingkat

kewenangan serta menjalin kemitraan dengan pihak investor.
Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan kemampuan aparatur dalam membina sektor kelautan dan
perikanan :
Peningkatan pelatihan teknis pada aparatur pelaksana di lapangan.
Peningkatan strata pendidikan para aparatur penyelengara dengan mengacu pada
kebutuhan.

2. Program peningkatan kemempuan nelayan :
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pelatihan, penyuluhan dan
studi bandihg.
Pembinaan dan pengembangan industri kelauatan / maritim dan perikanan terutama
pembinaan tentang teknik konstruksi perkapalan bagi pengusaha kecil di bidang industri
maritim, industri konstruksi dan rekayasa alat penangkapan ikan, industri mesin dan
teknik-teknik perbengkelan mesin-mesin kapal pada nelayan lokal.

3. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi nelayan : \

a. Pembinaan sistem minabisnis dan minaindustri.



b. Pembentukan dan pembinaan koperasi, pembukaan akses perbankan dalam rangka
penguatan permodalan, pendampingan nelayan secara berkesinambungan dalam
berusaha, penggalakan sistem berusaha kemitraan antara swasta dan nelayan.

4. Program penelitian dan pengembangan potensi fisik alam, sosial ekonomi, sosial
budaya dan kelembagaan :

Meningkatkan kajian dan penelitian fisik sumberdaya kelautan dan perikanan.

Merumuskan konsep pengembangan dan penataan kelembagaan.

5. Program penataan ruang yang mengarah pada identifikasi seluruh potensi yang ada,
merencanakan zonasi dan penyusunan program pengembangan.
6. Program pengembangan investasi :

a. Mendorong dan menciptakan iklim investasi di sektor perikanan tangkap.

b. Mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dengan industri pembuatan
perahu milik masyarakat lokal.

7. Program pengembangan kelembagaan :

peningkatan koordinasi antar instansi, daerah dan lembaga pada tingkat kewenangan

profinsi dan nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir

dan lautan.

Pelibatan dan partisipasi masyarakat dan LSM setempat dalam proses perencanaan

dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pengaturan rantai pemasaran produk perikanan di dalam dan di luar negeri untuk

menjaga stabilitas harga dan pendapatan nelayan / pengusaha.

Menjalin kemitraan dengan investor dalam pengerpbangan perikanan tangkap dan

industri perikanan. | '

Peningkatan kerjasama antara nelayan, polisi Airud dan Angkatan Laut Rl dalam

pemeliharaan keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan.

8. Program pemajuan produk hukum kelautan dan perikanan dengan zona tangkapan,
zona pemanfaatan, kewenangan dan aturan pelaksanaan.

9. Program pelestarian sumberdaya kelautan dan pesisir :
a. Rehabilitasi dan konvervasi mangrove dan terumbu karang terutama di kawasan

Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah dan pulau-pulau kecil.



b.

Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan pesisir

dan lautan.

10. Program pengembangan perikanan laut dalam :

a.

Pengembangan armada perikanan tangkap yang berbasis pada industri perikanan
dengan pengembangan armada penangkapan yang moderm dan canggih di perairan
laut dalam dan ZEEL

Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dalam dengan mengacu pada sistem
dan peraturan perundangan.

Mengembangkan kerjasama nelayan dengan industri perikanan skala besar dengan

sistem kemitraan.

11. Program pengembangan pulau-pulau kecil :

a.
b.

Melakukan kajian potensi sumberdaya pada pulau-pulau kecil.
Penetapan kawasan lindung pada setiap pulau bagi tujuan perlindungan biota Laut

(penyu dan fauna daratan pulau).
Penetapan kepastian kepemilikan pulau sehingga ada kepastian bagi investor dalam

pemanfaatan dan pengembangan pulau bagi tujuan wisata.

12. Pengembangan dan pembinaan air laut tawar :

a.
b.
c.
d.

Peningkatan produksi perikanan air tawar.
Penetapan kawasan perikanan budidaya perikanan air tawar .
Melakukan perlindungan pada ikan-ikan air tawar langka.

Restocking jenis sumberdaya perikanan air tawar.

5. Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Lahan yang ada di Kota Padang masih cukup luas untuk membudidayakan pertanian kehutanan

dan perkebunan. Jenis tanaman yang dibudidayakan seperti karet, kelapa, kulit manis, kopi,
kakao, dan tebu. Topografi Kota Padang yang berbukit dan berhutan menjadi lahan budidaya yang

sesuai untuk pertanian budidaya kehutanan. Pengembangan pertanian dan kehutanan selain

untuk fungsi ekonomi juga sekaligus berfungsi ekologis untuk menjaga erosi dan kesuburan fahan.

Untuk wilayah Kota Padang, secara prinsip tingkat produktifitas hasil perkebunan masih

berpeluang untuk ditingkatkan sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Pemhangunan sektor

Kehutanan dan perkebunan diarahkan kearah ke usaha pengelolaan hutan dan perkebunan agar -
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lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan generasi penerus.
Pembangunan sektor Kehutanan di Kota Padang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam,

pemanfaatan lahan-lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di daerah pinggiran kota.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan

adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam sektor kehutanan dan
perkebunan dalam pelayanan publik.

2. Peningkatan pengelolaan bidang sektor kehutanan dan perkebunan.

3. Peningkatan pelestarian hutan berfungsi lindung di setiap kawasan.

Sedangkan sasaran pembangunan sektor ini selama Ima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mengeloia dan mengawasi
fungsi hutan dan perkebunan.

2. Meningkatkan produktifitas kehutanan dan perkebunan.

3. Meningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan untuk
mengupayakan keberadaan hutan dan perkebunan sebagai sub sistem lingkungan
hidup.

4. Terjaganya kelestarian fungsi hutan sebagi penyelamatan tanah dan air serta

lingkungan hidup dari bahaya banjir serta terjaminnya penyediaan sumber air.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan Kota Padang dalam sektor kehutanan dan perkebunan segara
umum Yyaitu memberdayakan SDA untuk inengemfbangkan hutan dan perkebunan
kemasyarakatan dan reboisasi sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi darah serta
peningkatan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka peningkatan pembangunan yan‘g

berkelanjutan.

Strategi internal yaitu memberikan konsolidasi organisasi ; pembinaan pendidikan, pelatihan
pengembangan aparatur. Sedangkan secara ekstemal yakni peningkatan kualitas dan
pemasaran, serta produksi. Strategi dalam pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan

ini adalah sebagai berikut :
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Meningkatkanya kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam sektor kehutanan dan

perkebunan.

Meningkatnya koordinasi antar unit kerja secara terkait.

Pengembangan reboisasi dengan pola hutan kemasyarakatan.

Sosialisasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap fungsi dan keberadaan

hutan dalam usaha mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan-lahan krisis.

Progam dan Kegiatan

1.

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur dalam sektor kehutanan dan

perkebunan :

a. Pemberian pelatihan dan penyuluhan.

b. Pemberian pendidikan kepada aparatur dalam pengawasan dan pembimbingan
sebagai Tenaga Pembina.

Program rehabilitasi lahan kritis dan Penghijauan Kawasan Hutan dan Perkebunan

a. Studi Penelitian Penghijauan.

b. Pengadaan dan Penambahan Bibit Pohon untuk Penghijauan.

¢. Rehabilitasi Daerah Penyangga Pantai dan Daerah Penyangga Hutan.

Program rehabilitas hutan lindung dan perkebunan :

Rehabilitasi Hutan Lindung.

Pengawasan dan Pemeliharaan Hutan Lindung.

Perkebunan bibit unggul.

Program Pemberdayaan Hutan Kemasyarakatan.

a. Pengembangan Usaha Perhutanan Kemasyarakatan

b. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.

c. Optimalisasi Fungsi dan Pemanfaatan Hutan dan Perkebunan Masyarakat

Program Penyuluhan Perkebunan dan Pengawasan Kawasan Hutan.

Penyuluhan dan perkebunan masyarakat di kawasan hutan {Koto Tangah, Pauh, Lubuk
Kilangan dan Bungus).

Sosialisasi penanaman bibit penghijauan dan perkebunan.

Pemantauan dan pemeliharaan papan larangan.

Penertiban terhadap penebangan liar dan untuk tata ruang perkebunan.

Penyelesaian kasus pelangaran pemanfaatan hutan liar.




Pembentukan tim pengawasan, pengendalian dan pengamanan hutan.
6. Program pembinaan dan pelestarian kawasan THR Bung Hatta.

a. Penanaman bibit penghijauan. |

b. Pengembangan dan pemeliharaan kawasan THR Bung Hatta.

c. Penyuluhan pelestarian kawasan pada masyarakat.

Sektor Perdagangan

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang mempunyai keuntungan komparatif
dibandingkan dengan daerah-daerah kota / kabupaten lainnya, dimana terdapat dalam pembagian
sarana dan prasarana kota, dan diharapkan sektor ini dapat menjadi penggerak ekonomi. Sasaran
pembangunan sekfor ini diarahkan untuk mendukung perekonomian kota yang maju dengan
sistem distribusi yang handal dan mantap, dengan kebijakan yang ditempuh adalah menjurus
kepada ferciptanya sistem perdagangan dan perekonomian yang efisien dan efektif mampu
memanfaatkan dan memperluas pasar, mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan umum. Untuk itu dibutuhkan fasilitas, stimulasi dan regulasi di sektor perdagangan

yang mampu mengerakkan dunia usaha berkembang.

Sektor ekonomi yang bergerak dalam bidang perdagangan terutama dalam penyedian barang dan
mendistribusikannya pada masyarakat melalui mekanisme pasar. Oleh sebab itu pembangunan
perdagangan kota Padang selama lima tahun ke depan periode 2004-2008 direncanakan untuk
menjamin tersedianya barang kebutuhan masyarakat dan sektor industri serta mendistribusikan

barang dari daerah lain dan hasil produksi daerah sendiri untuk pasar lokal, interiokal, nasional

maupun internasional.
Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan pemt_)inaan usaha setiap kawasan. Dengan
menjalankan fungsi perencanaan, pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan bidang peningkatan produktivitas, sumberdaya manusia dan pembinaan usaha dan
kawasan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor industri adalah :

1. Meningkatkan fungsi kota Padang sebagai kota perdagangan utama di propinsi

Sumatera Barat.
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2. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas aparatur dalam rangka memfasilitasi

dan memberi stimulasi perkembangan perdagangan.

3. Mewujudkan pengembangan kawasan sentral-sentral perdagangan.

Sedangkan sasaran pembangunan sektor ini selama lima tahun ke depan adalah :

1.

Meningkatkan kegiatan dan volume perdagangan di kota Padang sebagai kota
perdagangan utama di Proinsi Sumatera Barat.
Terjalinnya kemitraan dalam pengembangan sarana pasar.

Berkembangnya pasar-pasar harian, grosir dan pasar khusus di Kota Padang.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan bidang perdagangan di kota Padang untuk lima tahun ke

depan adalah :

1.

4.
5.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan
perdagangan.

Mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya kegiatan usaha
perdagangan.

mewujudkan kawasan-kawasan sentral perdagangan spesifik di Kota Padang yang
mampu mendorong berkembangnya perkembangan kegiatan perdagangan.
Perkembangan perdagangan dan perluasan akses pasar dan informasi.

Penciptaan persaingan sehat dan perlindungan konsumen.

Strategi pembangunan bidang perdagangan di kota Padang untuk lima tahun kedepan

adalah :

1.

Meningkatkan kapasitas kelembagan dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan
perdagangan melalui kosolidasi organisasi, pembinaan pendidikan, pelatihan dan
pengembangan aparatur.

Pemajuan produk hukum berkaitan dengan investasi dan pelaksanaan kegiatan usaha.

Meningkatkan dan membangun sentral-sentral perdagangan berdasarkan spesifikasi

perdagangan tertentu. \
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4. Menggalang kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menyediakan dan menambah
fasilitas pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan, baik sarana maupun prasarana

untuk pendistribusian barang dan lain-lainnya.

5. Mendorong masyarakat dan pedagang untuk secara sadar memelihara fasilitas
perdagangan yang telah disediakan.

6. Melakukan penataan pusat-pusat perbelanjaan kebutuhan harian.

7. Membuat standar yang diperlukan untuk menata pusat-pusat perbelanjaan dan
perdagangan, baik sarana maupun prasarana untuk perindustian barang dan lain-
Iainnyai.

8. Menciptakan dan memelihara iklim usaha yang menunjang pengembangan UKMK.

9. Meningkatkan akses pasar dan memperluas pangsa pasar.

Program dan Kegiatan

1. Program peningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam sektor perdagangan.

a. Pemberian pelatihan dalam pengelolaan perdagangan.

b. Pemberian pendidikan kepada aparatur dalam pengawasan pembimbingan sebagai
tenaga pembina.

c. Diklat fasilator HAKI, GKM, AMT, teknis konveksi, pengolaan kayu dan rotan.

d. Pelatihan bendaharawan, stuktur analisis biaya, operator komputer, teknik negosiasi
daéang 'dan usaha jasa (surveyor, jasa penilai dan makelar) serta pelatihan
pedagang dalam negeri.

2. Pemajuan produk hukum yang berkaitan dengan perdagangan.

a. Membuat produk hukum tentang investasi ..d,a:i) kemitraan pedagang kecil dan
pedagang besar, serta perfindungan konsumen d;m BPSK.

b. Membuat produk hukum tentang restribusi pasar.

3. Program fasilitasi pengembangan kegiatan perdazjangan;

a. Peningkatan kerjasama dengan pihak investor swasta dalam pembangunan sarana
dan prasarana pusat perdagangan.

b. Mendorong dan menfasilitasi pendirian {rading house uhtuk komuditi unggulan
Sumatera Barat.

c. Peningkatan pelayanan perizinan dalam kota Padang.Penyediaan fayanan informasi

perdagangan (trade informasi centen.
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d. Penyelengaraan kontak dagang, kontak bisnis, temu usaha melalui pameran di luar
propinsi dan luar negeri. ,

4. Program pengembangan dan perluasan pasar.

a. Pengembangan pasar traditional, modern dan pasar khusus berupa : peningkatan
sarana dan prasarana pasar traditional, revitalisasi pasar-pasar pembantu,
pengembangan pasar khusus berupa pasar temak dan pasar higienis khusus ikan
dan mendorong investasi pengembangan pasar modern (pusat perbelanjaan).

b. Pengaturan ruang pasar, pengaturan perparkiran dan peningkatan sarana dan

prasarana pendukung pasar.
c. Penyuluhan strategi pemasaran, usaha waralaba (franchise) dan multilevel
marketing.
5. Program penelitian dan perencanaan pengembangan pasar.
a. Penelitian pedagangan, konsumen dan lingkungan bisnis.
b. Perencanaan pengembangan pasar yang belum ditangani.
c. Pendirian trading house produk kerajinan.
6. Program pemberdayaan dan perlindungan konsumen.
a. Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran (garam yang beryodium,
produk elektronik dan fain-lain).
b. Penyuluhan pengunaan barang berbahaya.
¢. Uji petik limbah industri.
d. Penyebaran informasi dan media cetak dan elektronik.
7. Program peningkatan fasilitas pendukung.
a. Penyusuanan profil komoditi dan perusahaan, data industri dan perdagangan.
b. Peningkatan sarana dan prasarana.

c. Penataan jasa pergudangan, pengelolaan pasar dan monitoring.

Sektor Perkoperasian dan UKM

Usaha perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan basis ekonomi kerakyatan yang
perlu terus dikembangkan. Dalam krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka prioritas
pengembangan usaha perlu difokuskan pada sektor ini. Untuk mengembangkan usaha

perkoperasian dan UKM perlu peran pemerintah yang besar untuk memfasiltasi berupa penjlefiian



sarana dan prasarana pendukung serta menstimulasi perkembangan berbentuk berbagai bantuan

permodalan. Lembaga yang berwenang dalam bidang usaha perkoperasian dan Usaha Kecil dan

Menengah mempunyai tugas pokok membina usaha perkoperasian dan Usaha Kecil dan

Menengah. Fungsi yang dilakukan yaitu berupa ; perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan

dan pengendalian kegiatan di bidang peningkatan produktifitas kegiatan perkoperasian dan Usaha

Kecil dan Menengah, peningkatan sumber daya manusia serta pembinaan usaha dan kawasan.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan pembinaan usaha setiap kawasan. Dengan

menjalankan fungsi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan bidang peningkatan produktivitas dan sumberdaya manusia dan pembinaan usaha

dan kawasan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor ini adalah :

1.
2.
3.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan koperasi dan UKM.
Meningkatkan pembinaan usaha koperasi dan UKM.
Meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM koperasi dan UKM.

Sedangkan sasaran pembangunan sektor ini selama lima tahun kedepan adalah :

1.

Memberi kemudahan-kemudahan kepada UKMK dalam memperoleh modal baik untuk
usaha baru maupun untuk perluasan usaha yang ada.

Meningkatkan kemampuan manajemen organisasi UKMK dalam memperoleh modal,
baik untuk usaha baru maupun untuk perluasan usaha yang ada.

Meningkatkan akses UKMK akan teknologi maju serta kemampuannya
mengembangkan TTG. _
Meningkatkan sumberdaya manusia pengelola ko;ierasi dan UKM untuk menguatkan
aspek kelembagaan dan usaha.

Memperkuat struktur perekonomian daerah melglui pemerataan kesempatan berusaha
dan memelihara stabilitas ekonomi.

Meningkatkan akuntabilitas koperasi dan UKM.

Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM sehingga mampu berkembang menjadi

yang tangguh, mandiri dan berakar di dalam masyarakat.



8. Meningkatkan akses koperasi dan UKM kepada sumber permodalan serta

memperkokoh struktur permodalan koperasi dan UKM dan pengendalian kredit koperasi
dan UKM.

9. Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap berbagai sumberdaya produksi /

sarana dan prasarana usaha.

10. Meluasnya dan kuatnya jaringan kerjasama koperasi dan UKM dalam memelihara

meningkatnya akses kepada sumber-sumber modal dan memperiuas segmen pasar.

11. Meningkatnya citra koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi / basis pengembangan

ekonomi rakyat yang tangguh, potensial dan mandiri.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan sektor koperasi dan UKM kota Padang untuk lima tahun

kedepan adalah :

1.

Menyusun petunjuk pelaksanaan bagi pelaku pembangunan melalui pemetaan masalah

untuk menentukan tugas, fungsi dan peranannya.

2. Menbuat stimulasi dalam koordinasi sehingga semua pekerjaan dapat terbagi habis
diantara pelaku pembangunan.

3. Mengutamakan proses berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan sehingga diketahui
ketimpangan dalam pelaksanaan berdasarkan pembagian tugas dan pekerjaan.

4. Meningkatlan kapasitas dan kapabilitas aparatur.

5. Meningkatkan koordinasi antara unit kerja secara terait.

6. Meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik.

7. Meningkatkan akses terhadap informasi teknologi maupun peluang usaha.

8. Meningkatkan skala usaha relatif kecil dan kurang memiliki aliansi bisnis dengan pihak
lain atau kemitraan.

9. Meningkatkan daya saing produk, harga, mutu, waktu penyerahan barang belum pada
kondisi siap bersaing. )

Strategi :

1.

Secara internal yaitu melakukan konsolidasi organisasi ; pembinaan pendidikan

pelatihan, pengembangan aparatur. Adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan

3

kegiatan instansi yang terkait.



2. Secara eksternal yaitu peningkatan kualitas dan pemasaran, serta bantuan modal bagi

koperasi dan UKM, sehingga kemitraan dengan DUDI (dunia usaha dan industri) serta

masyarakat berdasarkan kesepakatan tentang pola kerjasama.

Program dan Kegiatan

1.

~ @ a o

Program pengembangan investasi dan permodalan.

Pengembangan investasi daerah.

o

Pemberdayaan masyarakat melalui penyertaan dan peminjaman modal.
Pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal.
Koordinasi dalam penyaluran kredit BUMN.

Pembinaan ekonomi sektor informal.

g. Pemberdayaan manajemen usaha kecil dan menengah.

_h.  Memperluas akses UKMK ke sumber permodalan.

Program peningkatan kemampuan manajemen UKMK.
Pembinaan manajemen UKMK.

Pelatihan keterampilan UKMK.

Penyuluhan dan pelatihan di bidang usaha ekonomi.

. Pelatihan akuntansi UKMK.

Menciptakan kemitraan antara usaha kecil, menengah, besar dan BUMN.

Pemberdayaan koperasi dan perekonomian rakyat.

Pembentukan jaringan informasi.

Program pengembangan dan pengendalian pe‘rmpgfglan.(

a Pengendatian usaha permodalan UKMK.

b. Koordinasi pengembangan dan péngenda!ian permodalan kemitraan.

¢. Pemantapan otonomisasi simpan pinjam.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian antar pengeiola KSP / USP
dalam rangka otonomisasi.

Program pemberdayaan dekopindo :

a. Pemberdayaan dekopindo melalui rapat koordinasi, sosialisasi jaringan usaha dan
perlindungan (advokasi) koperasi dan pemberdayaan BKWK.

Program pemberdayaan kelompok wanita.

T Y <



a. Pelatihan manajemen dan usaha kelompok perempuan.
b. Pembinaan kelompok wanita pesisir pantai.
c. Peningkatan usaha kelompok perempuan dalam pemberdayaan daerah kawasan
pantai dan kawasan pinggir kota.
6. Program penyediaan fasilitas pendukung.
a. Promosi dan misi dagang.
b. Penyedian layanan informasi perdagangan melalui penerbitan buletin UKM dan
internet.
7. Program pemberdayaan koperasi :simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi dan
UKM.
a. Pemantapan otonomisasi simpan pinjam.
b. Penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi.
c. Pemberdayaan UKM dan pembentukan pusat KSP.

Sektor Kepariwisataan

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan
daerah, pendapatan penduduk dan menyerap tenaga kerja. Sektor ini memiliki efek berganda
(multiplier effect) yang besar sehingga bisa mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan
Jasa. Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan pengembangan beragam tema wisata untuk
beragam segmen wisatawan. Pengembangan produk wisata diharapkan mampu menahan
wisatawan dalam waktu cukup lama. Dalam pengembangan pariwisata diperlukan penyediaan
objek dan atraksi wisata yang menarik beserta sarana jasa pendukungnya serta adanya promosi

yang efektif kepada target pasar wisatawan.

Dalam pengembangan pemerintahan dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengembangkan
prasarana pendukung objek, membina perkembangan jasa dan akfifitas pendukung wisata,
meransang investor untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan produk dan usaha
pariwisata, serta membina terwujudnya suasana kota yang mendukung pengembangan pariwisata

sebagai suatu industri yang menuntut keramahtamahan pelayanan (hospitality industry).
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :



1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah dalam

pengelolaan kegiatan kepariwisataan daerah.

2. Menjadikan Padang sebagai pintu gerbang kepariwisataan daerah barat.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu

1.

4,
5.

Meningkatkan kemampuan pengelolaan produk dan usaha kepariwisataan pada objek
wisata.

Meningkatnya kemampuan pembinaan kegiatan pariwisata melalui peningkatan
kemampuan pengaturan kegiatan jasa pariwisata serta peningkatan promosi.
Berkembangnya kawasan wisata pesisir terpadu sebagai andalan untuk menarik
wisatawan ke Kota Padang.

Meningkatnya investasi swasta di sektor pariwisata.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Kota Padang.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan :

8.

9.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan produk dan usaha
kepariwisataa.
Mengembangkan produk unggulan dan usaha pariwisata Kota Padang sebagai pintu

gerbang kepariwisataan wilayah Sumatera Barat dan wilayah Barat.

10. Meningkatkan kemampuan pembinaan usaha kepariwisataan.

Strategi :

1.

Strategi internal pengembangan pariwisata yaitu: konsolidasi organisasi; pembinaan,
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparat(jr; serta aliansi strategis dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. '

Strategi external pe ngembangan pariwisata yaitu: pembuatan produk hukum daerah
tetang pengelolaan kegiatan kepariwisataan daérah; evaluasi, revisi dan penyusunaﬁ
rencana pengembangan kepariwisataan daerah; pengembangan produk dan usaha
kepariwisataan serta pembuatan kerangka pembinaan produk dan usaha

kepariwisataan.

Program dan Kegiatan



1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan aparatur pemerintahan di bidang kepariwisataan.
2. Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan kepariwisataan daerah :
a. Pemajuan perda tentang usaha kepariwisataan.
b. Pemajuan peraturan daerah tentang pengelolaan objek dan kawasan wisata.
3. Evaluasi, revisi dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata daerah :
a. Perencanaan kawasan wisata terpadu unggulan kota Padang.
b. Revisi rencana induk pariwisata kota Padang.
4. Program pengembangan produk kepariwisataan daerah :
a. Peningkatan dan pembagunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata
pada objek dan kawasan wisata unggulan.
b. Kerjasama pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pihak wisata.
c. Pengembangan event-event wisata khusus yang dapat menjadi kalender wisata
kota.
d. Penyelengaraan event-event kesenian dan kebudayaan.
5. Program promosi pariwisata berupa pengadaan leaflet, pembuatan situs dan keikut
sertaan dalam event-event kesenian dan kebudayaan di dalam dan di luar negeri.
6. Program optimalisasi pendapatan daerah dari kegiatan jasa kepariwisataan melalui
peningkatan retribusi dari sektor kepariwisataan.
7. Program pembinaan kepariwisataan :
a. Penyuluhan tentang sadar wisata kepada masyarakat.
b. Pembinaan jasa pendukung wisata seperti pembinaan pramuwisata dan pembinaan
pengelolaan akomodasi wisata.

8. Program penertiban objek wisata dan jasa pendukung wisata.

Sektor Tenaga Kerja

Pembangunan sektor ketenaga kerjaan di Kota Padang sangat terkait dengan perkembangan dan
permasalahan ketenaga kerjaan di Provinsi Sumatera Barat dan perekonomian secara national.
Dalam kaitan ini perkembangan perekonomian daerah Provinsi Sumatera Barat dan national
mempunyai hubungan signifikan terhadap kota Padang. Masalah ketenagakerjaan dapat dilihat

dari dua sudut, pertama segi penawaran tenaga kerja dan kedua permirtaan tenaga kerja.



Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penganguran

dalam arti terdapatnya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dibutuhkan berbagai fasilitas dan stimulasi di sisi

permintaan maupun penawaran atau dari sisi intemal dan eksternal. Dari sisi internal atau

penawaran, usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung berupa

pembinaan pelatihan, membuat jaringan informasi dan bursa ketenagakerjaan serta melakukan

pembinaan pada asosiasi yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Tujuan dan sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dalm pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah agar

permasalahan ketenagakerjaan dapat diatasi dan mengurangi pengangguran :

1. Mengurangi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia aparatur dan

kelembagaan.

3. Menyelesaikan perselisihan dan perlindungan kerja.

Sasaran adalah peningkatan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan berusaha, serta

terdapat kehidupan yang layak, aman dan tertib di kota :

1. Faktor internal yaitu :

a.

d.
2. Faktor eksternal yaitu:
a.
b.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan organisasi dan
asosiasi ketenagakerjaan.

Meningkatkan koordinasi organisasi, pembinaan, penyulyhan, pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan apratur.

Melakukan konsolidasi organisasi dan aliansi dalam pelaksanaan program /
kegiatan yang melibatkan unit-unit kerja terkait

Meningkatkan pelayanan publik

Peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
Menciptakan iklim yang kondusif pagi pencari kerja dan tenaga kerja yang telah
bekerja.

Peningkatan kemitraan secara kelembagaan dengan dunia usaha, pekerja dan

pengusaha.




d. Memperiuas dan membentuk sistem jaringan informasi ketenagakerjaan.

Arah Kebijakan dan Strategi

1.

10.

".
12,

13.

14.

Mewujudkan visi bidang ketenagakerjaan agar di Kota Padang terdapat kehidupan yang
layak aman, tertib dalam suasana yang kondusif.

Penyediaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dan warga kota.
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada dan mempersiapkan calon pencari
kerja yang handal dan diterima pasar.

Mewujudkan petunjuk pelaksanaan bagi penguatan peran serta pekerja, pengusaha dan
pemerintahan c/q Dinas Tenaga Kerja melalui pemetaan masalah ketenagakerjaan.
Memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat tenfang masalah
ketenagakerjaan.

Memberikan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan yang profesional.
Memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pencari kerja untuk memperoleh informasi
dan mendapatan pekerjaan.

Membangung sistem jaringan informasi kerja dalam usaha penyerapan tenaga kerja
bagi pencai kerja.

Mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industri (PHI) dan pemutusan
PHK.

Melakukan pengawasan dan pengendalian berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan
dan ketentuan berlaku.

Melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja sektor informal (PLK).

Mendorong dan berkembangnya organisasi ketenagakerjaan maupun aosiasi
ketenagakerjaan yang mandiri dan profesional menuju kehidupan yang layak.
Mendorong dilaksanakannya ketentuan perundangan dan kebijakan upah minimum kota
(UMK)

Menyusun perencanaan tenaga kerja; mengkoordinasikan dan mengendalikan masalah

ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja.

Program dan Kegiatan

1

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

a. Peningkatan dan pembinaan keterampilan dan profesionalitas aparatur.



b. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.
2. Monitoring dan evaluasi perencanaan, serta pelaksanaan program ketenagakerjaan.
Program peningkatan dan pembinaan kualitas tenaga kerja : |
a. Peningkatan keterampilan tenaga kerja usaha produktif melalui pendidikan
danpelatihan khusus.
b. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi kualitas tenaga erja.
c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.
4. Pembinaan, penyelelesaian perselisihan dan perlidungan serta keselamatan kerja.
Pembinaan dan penataan PLK.
Pengesahan peraturan perusahaan dan kesempatan kerja bersama (KKB).

a
b
c. Penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Industrial (PHIl dan PHK).
d. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK).
e. Pengkajian, pemberian izin dan pemantauan terhadap penyimpangan waktu kerja.
+ 5. Sosialisasi peraturan, bantuan dan pembinaan bagi asosiasi, dan UKM di bidang
ketenagakerjaan.
a. Sosialisasi dan bantuan modal bagi UKM.
b. Sosialisasi dan bantuan APJATI (Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia)
dan PJTKI (Pengusaha Jasa Tenaga Kefja Indonesia)
c. Mendorong sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat dan Asosiasi Pengerak
Jasa Tenaga Kerja.
6. Pembangunan pusat jaringan dan informasi ketenagakerjaan.
Pembuatan data dasar ketenagakerjaan.

Pembuatan pusat informasi dan bursa keténagakerjaan;-.

Sektor Perhubungan

.

Dalam era globalisasi perdagangan yang akan meningkatkan arus orang dan barang dalam skala
global, Kota Padang perlu menyiapkan diri dengan menyediakan pelayanan perhubungan yang
baik. Sistem pergerakan dan terminal orang dan barang menjadi masalah yang harus cepat
ditanggulangi oleh karena berdampak terhadap perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa

regional di Kota Padang.
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Bidang perhubungan berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan termasuk
pengelolaan perpakiran, pelabuhan, terminal dan halte. Kota Padang sebagi simpul perdagangan
dan jasa Sumatera Barat dan kota utama Pulau Sumatera bagian Barat membutuhkan dukungan
sarana terminal angkutan darat, pelabuhan laut dan angkutan udara yang lancar dan kapasitas
yang mencukupi untuk menghubungkan arus barang dan orang dari dan keluar daerah serta

dukungan transportasi yang lancar, mudah dijangkau, murah dan aman di dalam kota.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapiai yaitu :

Meningkatkan kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan lalu lintas dan
angkutan.

Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan.

Meningkatkan dan mengembangan kapasitas pelayanan pelabuhan laut.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tertatanya sistem lalu lintas dan angkutan (kota dan regional) di Kota Padang.
Berkurangnya masalah falu lintas di Kota Padang.

Meningkatnya kapasitas pelabuhan Bungus dan pelabuhan Muara Padang sebagai

pendukung kegiatan perikanan dan pariwisata.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan lalu lintas
dan angkutan.

2. Mewujudkan lalu linta syang aman, nyaman, lancar dan tertib di kota Padang.

3. Meningkatkan pelayanan angkutan regional darat dan angkutan faut di Kota Padang
sebagai kota utama di pantai Barat Pulau Sumatera.

Strategi :

1. Strategi secara internal yaitu dengan melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan,
pengembangan aparatur serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pengelolaan transportasi.



b. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.
2. Monitoring dan evaluasi perencanaan, serta pelaksanaan program ketenagakerjaan.
3. Program peningkatan dan pembinaan kualitas tenaga kerja : 7
a. Peningkatan keterampilan tenaga kerja usaha produktif melalui pendidikan
danpelatihan khusus.
b. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi kualitas tenaga erja.
¢. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.
4. Pembinaan, penyelelesaian perselisihan dan perlidungan serta keselamatan kerja.
a. Pembinaan dan penataan PLK.
b. Pengesahan peraturan perusahaan dan kesempatan kefja bersama (KKB).
c. Penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Industrial (PHII dan PHK).
d. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK).
e. Pengkajian, pemberian izin dan pemantauan terhadap penyimpangan waktu kefja.
+ 5. Sosialisasi peraturan, bantuan dan pembinaan bagi asosiasi, dan UKM di bidang
ketenagakerjaan.
a. Sosialisasi dan bantuan modal bagi UKM.
b. Sosialisasi dan bantuan APJATI (Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia)
dan PJTKI (Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia)
c. Mendorong sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat dan Asosiasi Pengerak
Jasa Tenaga Kerja.
6. Pembangunan pusat jaringan dan informasi ketenagakerjaan.
Pembuatan data dasar ketenagakerjaan.

Pembuatan pusat informasi dan bursa keténagakerjaan;

Sektor Perhubungan

>

Dalam era globalisasi perdagangan yang akan meningkatkan arus orang dan barang dalam skala
global, Kota Padang perlu menyiapkan diri dengan menyediakan pelayanan perhubungan yang
baik. Sistem pergerakan dan terminal orang dan barang menjadi masalah yang harus cepat
ditanggulangi oleh karena berdampak terhadap perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa

regional di Kota Padang.



Bidang perhubungan berkaitan dengan pengelolaan lalu fintas dan angkutan termasuk
pengelolaan perpakiran, pelabuhan, terminal dan halte. Kota Padang sebagi simpul perdagangan
dan jasa Sumatera Barat dan kota utama Pulau Sumatera bagian Barat membutuhkan dukungan
sarana terminal angkutan darat, pelabuhan laut dan angkutan udara yang lancar dan kapasitas
yang mencukupi untuk menghubungkan arus barang dan orang dari dan keluar daerah serta

dukungan transportasi yang lancar, mudah dijangkau, murah dan aman di dalam kota.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang ingin dicapai yaitu :
Meningkatkan kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan lalu lintas dan
angkutan.

Meningkatkan kinerja pelayanan lalu fintas dan angkutan.

Meningkatkan dan mengembangan kapasitas pelayanan pelabuhan laut.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tertatanya sistem lalu lintas dan angkutan (kota dan regional) di Kota Padang.
Berkurangnya masalah lalu lintas di Kota Padang.

Meningkatnya kapasitas pelabuhan Bungus dan pelabuhan Muara Padang sebagai

pendukung kegiatan perikanan dan pariwisata.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan lalu fintas

dan angkutan.

2. Mewujudkan lalu linta syang aman, nyaman, lancar dan tertib di kota Padang.

3. Meningkatkan pelayanan angkutan regional darat dan angkutan laut di Kota Padang
sebagai kota utama di pantai Barat Pulau Sumatera.

Strategi : .

1. Strategi secara internal yaitu dengan melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan,
pengembangan aparatur serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pengelolaan transportasi.



2. Strategi secara eksternal yaitu dengan menjalin koordinasi antara instansi pada
berbagai tingkat kewenangan seperti dengan Pemerintah Propinsi, Pemda Kabupaten

tetangga dan PT. Pelindo.
Program dan Kegiatan

1. Program peningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur.
2. Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan.
a. Pemajuan peraturan daerah tentang penertiban lalu lintas.
b. Pemajuan peraturan daerah tentang trayek dan sirkulasi lalu lintas.
3. Program penelitian dan perencanaan sistem lalu lintas, terminal dan perpakiran.
a. Evaluasi dan perencanaan sisitem sirkulasi angkutan dan sistem termina.
b. Evaluasi dan pengembangan sisitem perpakiran di pusat kota.
c. Kajian dampak lalu lintas terhadap pembangunan tempat-tempat yang menimbulkan
tarikan lalu lintas yang tinggi.
d. Perencanaan simpul-simpul terminal pelayanan angkutan.
e. Penyusunan sistem pelayanan di terminal.

Program penataan sistem lalu lintas

I

a. Penataan sistem lalu fintas kawasan pusat kota.
b. Peningkatan cakupan layanan angkutan kota.
Program peningkatkan fasilitas dan kapasitas pelabuhan Teluk Bayur, Bungué dan

o

Muara.
6. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana lalu lintas.

a. Pembagunan sarana lalu lintas.

b. Pemeliharaan sarana lalu lintas.

~

Program pembinaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas.

a. Sosialisasi dan penerangan masyarakat pemakai angkutan.

b. Sosialisasi dan penerangan kepada penyedia dan operator angkutan.
8. Program pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

9. Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



Sektor Pemukiman

Pemukiman yang sehat dan layak huni dengan sarana dan prasarana yang memadai merupakan
dasar untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan
penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman yang dapal menyelesaikan
masalah fisik lingkungan melalui peningkatan dan perbaikan pemukiman yang ada serta

mendorong berkembangnya pemukiman baru melalui pembangunan prasarana lingkungan.

Pemukiman yang layak huni adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam hal ini
pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menstimulasi penyediaan sarana dan
prasarana perumahan pemukiman yang layak terutama untuk kelompok masyarakat
berpenghasilan menengah kebawah. Pemerintah periu memprogramkan peningkatan dan
perbaikan lingkungan pemukiman yang kurang layak huni serta bantuan sebagai stimulasi bagi

masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kawasan pemukiman yang dapat mendukung

fungsi sosial dan fungsi ekonomi kota.

Sasaran yang ingin di capai yaitu :

a. Meningkatkan kemampuan pengelolzaan pemukiman dan kawasan berdasarkan
spesifikasinya.

b. Mewujudkan pemukiman dan kawasan kota yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang memadai.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan pemukiman dan
kawasan secara efisien dan efekif.

2. Mewujudkan lingkungan pemukiman ;lang sehat, tertib dan teratur.

3. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan,

rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan pemukiman.

Secara umum strategi pengembangan kota Padang pada bidang pemukiman adalah

meningkatkan kemampuan pelayanan pemerintahan kota Padang pada masyarakat secara




efisien dan efektif, dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan,

rehabilitasi dan pembangunan.

1.

2.

Strategi internal yang dilakukan adalah pembinaan, pendidikan, pelatihan dan
pengembangan aparatur dalam bidang pemukiman.
Strategi ekstemal yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instasi

yang terkait serta kelompok masyarakat dan swasta .

Program dan Kegiatan

1.
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Peningkatan kapasitaé kelembagaan dan aparatur.

a. Pendidikan dan pelatihan aparatur.

b. Pengaturan kewenangan penanganan sarana dan prasarana pemukiman.

Pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan sarana prasarana pemukiman

dan kawasan.

Program penelitian dan kajian pengembangan.

a. Pendataan dan evaluasi kondisi sarana dan prasarana kawasan pemukiman.

b. Studi pengembangan dan pembangunan perumahan dan pemukiman Kota Padang

c. Evaluasi, revisi dan penyusunan rencana pengembangan komponen prasarana
pemukiman.

Program pengembangan perumahan dan pemukiman.

a. Perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh.

b. Relokasi perumahan penduduk di beberapa area pinggir pantai dan kawasan rawan
bencana.

c. Bantuan pengembangan perumahan baru bagi penduduk berpenghasilan
menengah ke bawah. | j

Revitilisasi dan pelestarian kawasan pemukiman lama (kawasan Padang lama dan

kawasan pemukiman traditional).

Program pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan-prasarana pasar.

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitas dan pemeliharaan saluran drainase.

Program penelitian dan pembangunan dan pengembangan

Program Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam menangani prasarana

lingkungan pemukiman.



Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi

limu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah faktor penting yang menentukan perubahan dan

peningkatan daya saing kota dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan iptek di kota

Padang perlu diarahkan untuk pemanfaatan iptek yang dapat meningkatkan produktivitas dan

pengembangan usaha masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pemahaman, pengelolaan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pendukung perkembangan

pembangunan Kota Padang.

Sasaran :

1.

6.

Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan dokumen perencanaan yang tersedia
untuk merumuskan kebijakan dan program pembarngunan daerah.

Memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan dan mengembangkan
usaha ekonomi secara maksimal.

Menyediakan informasi dengan tingkat akurasi, validitas dan keaktualan yang semakin
baik.

Mempermudah akses untuk mendapatkan informasi.

Meningkatkan fungsi pengelolaan data untuk keperluan internal {pemerintah kota
Padang) dan eksternal yang memmerlukannya.

Mempublikasikan hasil-hasil pembangunan berdasarkan indikator standar.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan :

1.

Meningkatkan produktivitas usaha berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
didukung oleh informasi yang akurat, L}p fo date dan valid.

Mendorong peningkatan kegiatan penelitian dengan basis ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna.

Memfasilitasi kegiatan penelitian aplikatif inovatif di sektor pertanian, industri, perdangan

dan oengembangan usaha.



4. Mengembangkan kerjasama peneliian aplikatif dengan perguruan tinggi, LSM dan
swasta.

9. Mengupayakan penerapan hasil-hasil penelitian aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan
demi peningkatan produktivitas usaha dalam berbagai bidang sosial ekonomi.

6. Mengupayakan tersedianya dan terselenggaranya data dan informasi hasil-hasil
pembangunan melalui sistem bank dafa yang terstruktur

7. Membentuk badan penelitian daerah kota Padang.

Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan arah kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan, maka diperlukan
program pembangunan yaitu :
Program pengembangan, pengkoordinasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian.
Program penyedian data dan informasi.
Program penyempumaan sistem informasi manajemen daerah (Simda).

1
2
3
4. Program penyebaran dan penerapan teknologi tepat guna.
5. Program pendataan dan penelitian iptek.

6

B. Bidang Politik
Sektor Penyelenggara Daerah

Pemerintah kota Padang kembali mengajukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja
pemerintahan daerah ini, akhirnya pada bulan Juli 2004 ditetapkan Perda SOTK baru sebagai
penganti SOTK lama, yaitu Perda No 10, 11, 12, 13 dan 14. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2003,
ternyata Kota Padang kembali menetapkan jumlah dinas sebanyak 14 buah dengan Asisten
Sekretariat Daerah tetap sebanyak 3 buah yang mempunyai TUPOKSI yang sama dengan

sebelumnya.

Penataan struktur organisasi telah dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan,
membawa konsekwensi terhadap fasilitas yang tersedia. Ada beberapa unit kerja yang
dikembangkan struktumya, dan ada pula yang dihapuskan sesuai analisa yang telah dilakukan.
Hal ini menyebabkan perlunya penataan fasilitas pendukung, seperti ruang kantor, mobiler

maupun peralatan dan sarana lainnya.



Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan organisasi
pemerintahan.

2. Meningkatkan pemahaman uraian tugas dan fungsi aparatur pemerintah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

3. Mengelola administrasi publik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja
lainnya.

4. Meningkatkan pelayanan secara prima, efisien dan efekif.

5. Melakukan peningkatan imonitoring dan evaluasi perangkat otonomi daerah sampai ke
kecamatan dan kelurahan.

6. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam penyelengaraan pemerintaan daerah pada
kecamatan dan kelurahan.

7. Memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan di luar APBD yang bersumber dari

propinsi, pemerintah pusat mauptn hibah / pinjaman luar negeri (LOAN).

Dengan memperhatikan indikator terukur kepada tingkat capaian hasil, maka strategi dapat

dikelompokkan kedalam strategi yang bersifat internal dan strategi yang bersifat eksternal.

Program dan Kegiatan

1.

Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur.

a. Peningkatan kualitas aparatur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Peningkatan fungsi dan keprofesionalan birokrasi.

¢. Meningkatkan disiplin, pengabdian, ketelatenan, kualitas kerja serta pembinaan
secara objektif dan tegas.

d. Penegakan good governance dengan peningkatan motivasi.

e. Peningkatan sisitem pengawasan internal dan eksternal.

Penyusunan sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah.

Penetapan standar anggaran belanja dan standar biaya tahunan untuk APBD.

Program peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur.

a. Pengadaan dan penataan kantor di fngkungan Pemda Kota Padang.
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b. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kerja.

¢. Pengadaan inventarisasi kantor.

d. Pengadaan dan penertiban mobilitas Pemda.

e. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Pemda.

Inventarisasi aset Pemda.
g. Inventarisasi dan penilaian aset pasar dalam rangka menjadikan BUMD.
5. Program peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur.
6. Evaluasi penataan dan struktur organisasi.
/. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme PNSD.
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
b. Pengelolaan dan penataan Dokumentasi kepegawaian.
¢. Pembekalan pejabat struktural.
d. Evaluasi dan monitoring pembinaan PNSD.
8. Program pendidikan dan pelatihan aparatur.
9. Melanjutkan kajian, pendataan dan peningkatan sistem manajemen pembangunan.
10. Program pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan.
a. Penyusunan Protap.
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Perda dan peraturan teknis bidang
pelaksanaan.
¢. Koordinasi usulan kegiatan.
11. Peningkatan dan pemanatapan laporan akuntabilitas kinerja.
12. Pengadaan pedoman, petunjuk, prosedur kerja dan ketatalaksanaan.
13. Evaluasi dan monitoring pendayagunaan aparatur. '
14. Program memperkuat basis penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
a. Penyusunan pedoman teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
b. Peningkatan pemberdayaan smuber daya abaratur'kecamatan dan kelurahan.
c. Sosialisasi pemahaman dan tindak lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance) kepada stakeholder pelaksanaan pembangunan yang

sinergis dan bertanggungjawab.

Sektor Komunikasi, Informasi dan Media Massa



Pengembangan kota ke depan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional, tetapi harus
memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang, yang terus menyajikan informasi yang
cepat, murah dan mudah. Oleh sebab itu dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis perangkat elektronik (e-govermenf) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan gerbang
pariwisata, maka Kota Padang dapat juga disebut pusat informasi dan komunikasi Sumatera Barat.
Sistem informasi national (SISFONAS) mengisaratkan agar selambat-lambatnya pada tahun 2015
telah dibangun sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik menuju good goverment.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan :
1. Membentuk badan teknologi komunikasi dan informatika pemerintahan Kota Padang.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan teknologi

komunikasi dan informasi.

Sasaran :
1. Menyediakan personil yang mampu mengoperasikan teknologi telematika.
2. Berkembangnya teknologi e-goverment untuk pelayanan publik Kota Padang.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :
1. Pembentukan Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
(BPTKOMINFO).

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan teknologi

telematika.
3. Mewuijudkan keterpaduan data spesial dan numeris Kota Padang.

Strategi :
Pembentukan organisasi; pembinaan, pendidikan, pelatihan, pengembangan aparatur aliansi

strategis unit kerja terkait.

Program dan Kegiatan



1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur.

a. Pembentukan BPFTKOMINFO

b. Pendidikan dan pelatihan aparatur.

c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk beroperasinya PT. KOMINFO.
2. Program koordinasi basis data

a. Pendataan informasi spasial dan numerik.

Bidang Agama

Penduduk Kota Padang memiliki sifat yang heterogen, baik dilihat dari aspek daerah asal, turunan
maupun agamanya. Sebagian besar penduduk Padang berasal dari berbagai daerah di Sumatera
Barat yang beragama Islam, sehingga nilai-nilai adat istiadat Minangkabau yang berdasarkan nilai-
nilai agama Islam diamalkan secara baik oleh pemeluknya. Agama Islam memiliki memiliki
kedudukan strategis karena memberi landasan pemikiran dan tuntunan bagi manusia dalam
kehidupannya dan sekaligus sebagai landasan spritual, moral dan etika bermasyarakat. Dengan
demikian agama Islam merupakan sistem nilai yang diamalkan oleh pemeluknya yang

berkembang dan hidup berdampingan secara damai dengan agama lain.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan bidang Agama ini akan dicapai melalui strategi kebijakan

yang akan dilaksakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana damai dan kondusif dalam kehidupan beragama, sehingga
terbinanya kerukunan hidup beragama dan semakin berkembangnya pendidikan agama
sejak dini melalui peran keluarga, masyarakat dan pefﬁerintah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan adat istiadat Minangkabau melalui
penyempumaan sistem pendidikan terpadu deﬁgan sistem pendidikan national serté
didukung oleh sarana dan prasarana.

3. Memperioritaskan pengembangan nilai-nilai agama kepada anak remaja dan generasi
muda, terhadap ancaman krisis moral, narkoba dan budaya ésing yang tidak sesuai

dengan agama dan adat istiadat Minangkabau.
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4. Meningkatkan peran nilai agama dan adat istiadat Minangkabau sebagai landasan
moral, spritual dan etika dalam penyelenggaraan negara dan otonomi daerah dengan
mengupayakan segala Perda dan peraturan lainnya.

5. Meningkatkan fungsi dan peranaan lembaga dan tokoh agama yang mendukung
kreatifitas, kualitas kehidupan beragama serta kualitas pelayanan haji.

6. Mendorong peningkatan lembaga adat ninik mamak, alam ulama dan cadiak pandai

dalam pembinaan anak kemenakan.

Strategi :

1. Secara intemal yaitu melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan, pendidikan,
pelatihan dan pengembangan aparatur serta mengkoordinasikan SKPD terkait.

2. Secara ekstemal yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan, monitoring
dan evaluasi kerja. Juga dilakukan pelaksanaan dan peningkatan fungsi sarana dan
prasarana sarta koordinasi antara SKPD dengan stakeholders khusunya bagi pelaku

kesenian dan kebudayaan daerah.
Program dan Kegiatan

1. Program pembinaan dan peningkatan rumah ibadah
a. Peningkatan rehabilitasi rumah ibadah dan pesantren.
b. Bantuan Mesjid, Mushalla dan Surau.
c. Bantuan untuk pesantren.
d. Bantuan peningkatan manajemen pengelola Masjid dan fungsi rumah ibadah.
e. Bantuan sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah.
2. Program pembinaan kehidupan dan kerukunan hidup umat beragama.
a. Koordinasi pimpinan umat beragama.
b. Konsultasi pemuka agama. ]
c. Membentuk forum musyawarah pimpinan agama. -
d. Pembinaan penggunaan musik di tempat umum dan keramaian.
3. Program peningkatan sumberdaya umat beragama.
a. Bantuan TPA, TPSA dan PHBI.
b. Bantuan MSI, MDA, RA dan BA.

c¢. Bantuan pembinaan kembali ke Surau.



d. Bantuan pembinaan keluarga sakinah.

Bantuan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan.

bl ]

Bantuan pilot proyek pondok Al-Quran.
Bantuan operasional MUI dan LPTQ.

o «

Bantuan pelaksanaan SD plus Al-Quran.
Bantuan pembinaan didikan subuh dan wirid remaja Masjid.

j- Memberikan bantuan sarana dan prasarana.

k. Bantuan peningkatan mutu muballigh.

. Bantuan pengelola zakat. |

m. Peningkatan pelayanan jemaah haji.

n. Bantuan dan pembinaan seni keagamaan !slam.

Bantuan penyelengaraan MTQ kecamatan, kota dan propinsi Sumbar.
Bantuan pembinaan Imam / Khatib Jum'at bagi siswa SLTP, SMU dan SMK.

Memberi warna terhadap pelajaran agama dan memperhatikan pengamalannya

L TV o

Bidang Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat stralegis dalam proses pembangunan bangsa.
Tingginya tingkat pendidikan bangsa dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pembangunan.
Memasuki milinium ketiga Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat
dengan situasi kondisi serta Iingkungan. yang senantiasa berubah. Rendahnya anggaran
pendidikan menjadi sebuah persoalan besar terhadap bidang pendidikan. Dalam mewujudkan
sumberdaya yang mandiri, beretos kerja dan berdaya saing tinggi perlu didukung oleh situasi yang
kondusif melalui partisipasi semua pihak sehingga dapat diwuju_dkan visi kota Padang sebagai kota

pendidikan.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :
1. Mengupayakan fterciptanya pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses

jangkauan pendidikan bagi masyarakat.
2. Mengupayakan terciptanya pendidikan berkualitas dengan melakukan penataan

kurikulum dan manajemen pendidikan.



3. Mengupayakan terciptanya peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu

guru dan tenaga pendidik fainnya.

4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan yang

berdaya saing tinggi tanpa mengabaikan kualitas yang ada.

5. Menumbuhkan sifat kreatif dan inovatif dikalangan masyarakat maupun generasi muda.

Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan pemerataan pendidikan dan jangkauan pendidikan.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Penirgkatan jumlah sekolah di seluruh daerah dan seluruh jenjang pendidikan.
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Peningkatan jumlah guru dan tenaga pendidikan.

Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Peningkatan sisten informasi data pendidikan.

Penambahan guru bantu maupun guru kontrak pada daerah terpencil.

2. Program peningkatan manajemen pendidikan.

a.
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Penataan ulang kurikulum di semua jenjang pendidikan sesuai dengan potensi yang
ada.

Melakukan studi banding antar daerah dan negara dalam rangka mencari format
pendidikan yang bermutu.

Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
Pemerataan guru bidang studi pada SMP, SMA dan SMK.

Menambah jumlah alat bantu, alat peraga ,maupun alat praktek.

Menambah jumlah bangku, meja dan fasilitas pendukung lainnya.

Meningkatkan peran serta komite sekolah dalm pengelolaan sekolah.
Mengupayakan penambahan jam belajar terutama pada mata pelajaran keahlian /

keterampilan.

3. Program peningkatan kualitas kesejahteraan tenaga pendidikan.

a.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dengan jalan pelatihan, kursus maupun

pendidikan formal.
Mengirim tenaga pendidikan untuk melakukan studi banding dalam peningkatan

kualitas dan proses belajar mengajar. \
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¢. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap tenaga pendidik dalam
proses belajar mengajar.
d. Memberikan kebebasan bagi tenaga pendidikan dalarﬁ pengembangan kurikulum
sesuai kompetensi yang ada.
e. Meningkatkan pemberian penghargaan terhadap tenaga pendidik.
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat.
a. Memberikan kesempatan kepada pihak swasta dalam penyelengaraan pendidikan.
Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha.
Meningkatkan fungsi dari komite sekolah.
Mendirikan lembaga PLS sebagai sarana alternatif pemenuhan pendidikan.
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Mendorong peran serta orang tua siswa dalam peningkatan proses belajar

mengajar.
Bidang Sosial Budaya

Sektor Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia
dalam upaya peningkaian kualitasnya, sehingga dapat diwujudkan bangsa yang maju dan mandiri
serta sejahtera lahir dan batin. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh

kinerja sektor kesehatan semata akan tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai

sektor.

Upaya untuk menjadikan pembangunan national bewawasan kesehatan sebagai salah satu misi
yang strategis harus menjadi komitmen semua pihak. Sehubungan dengan semakin dekatnya
waktu untuk menjadikan Padang menjadi Kota Sehat 2010, maka dalam rencana pembangune;n
kesehatan lima tahun kedepan diarahkan untuk menjadikan derajat kesehatan masyarakat dan
kualitas sumber daya manusia. Bentuk programnya diwujudkan untuk meningkatkan usia harapan -

hidup serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan :
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1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan kesehatan,
pencegahan penyakit, kebersihan lingkungan dan mutu sumber daya manusia yang
baik.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan tersebut perlu dimulai semenjak
dalam kandungan sampai usia lanjut, masing-masing keluarga tetap dapat memelihara
kesehatan orang tua, sehingga tangung jawab pemeliharaan kesehatan terutama
berada dalam keluarga masing-masing.

3. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan fasilitas lembaga kesehatan termasuk
penyediaan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga timbulnya citra pelayanan

kesehatan terutama pada rumah sakit pemerintahan, puskesmas dan posyandu.

Sfrategi ;

1. Secara internal yaitu dengan melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan pendidikan,
pelatihan dan pengembangan aparatur seita mengkoordinasikan SKPD terkait. Dengan
memperkuat ke dalam maka diharapkan akan dapat terjalin kerjasama lebih erat dengan
stakeholders.

2. Secara ekstemal yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan,
monitoring dan evaluasi program. Juga dilakukan pelaksanaan dan peningkatan fungsi

sarana dan prasarana serta koordinasi antara SKPD dengan stakeholders khususnya

bagi pelaku kesehatan.
gram dan Kegiatan

1. Program perilaku sehat dan kesehatan lingkungan.
a. Penyuluhan kesehatan.
b. Peningkatan fungsi posyandu.
c. Pengembangan PSM dan organisasi sosial dalam upaya kesehatan masyarakat.
d. Pengawasan kualitas air. )
e. Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum.

2. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
Imunisasi

Pencegahan penyakit menu'r.



Pencegahan penyakit tidak menular.

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

a.
b.

C.

e.
f.

Pengembangan program jaminan mutu dan pengobatan rational.

Peningkatan mekanisme dan kegiatan rujukan.

Peningkatan peran lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
berwawasan kesehatan.

Meningkatkan RSUD sebagai tempat pengembangan SDM dan IPTEK di bidang
kesehatan. .

Peningkatan manajemen kesehatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan.

Program peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi keluarga.
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c.
d.
e
f

g.

Penanggulangan anemia dan gizi ibu hamil.
Penanggulangan kekurangan vitamin A pada balita.
PMT pada balita, anak SD dan ibu hamit.
Penyuluhan gizi masyarakat.

Penanggulangan gangguan akibat yudium.
Pembinaan kegiatan lansia.

Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana.

a.
b.
6

a.
b.
c.
d.

Pemeliharaan RSUD, Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas RSUD.
Pemeliharaan puskesmas keliling (Puskel).

Program peningkatan sarana dan prasarana.

Pembangunan Puskesmas pembantu {Pustu)

Pengembangan RSUD.

Pengembangan Pustu menjadi Puskesmas.

Pengadaan Puskel.

Program pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya.

a.
b.

Pengawasan Puskesmas, peredaran obat, makanan dan minuman.

Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman.

Program pengadaan obat, alat kesehatan dan vaksin.

a.

Pengadaan obat dan alat kesehatan.



b. Pengadaan vaksin dan sarana imunisasi

9. Program penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

a. Penyantuan dan bantuan korban narkoba.
b. Menyediakan sarana rehabilitasi korban narkoba.

c. Penyuluhan tentang bahaya narkoba.

Sektor Keluarga Berencana

Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan, adil dan merata. Salah satu cara mencapai sasaran tersebut adalah melalui

kebijaksanaan pembangunan bidang KB dan pembinaan keluarga sejahtera. Untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, secara umum program KB mempunyai peran yang sangat besar.

Keberhasilan program ini akan berdampak pada menurunnya jumlah anggota rumah tangga dan

membawa pengaruh pada meningkatnya derajat pendidikan maupun kesehatan masyarakat

Secara umum.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembanguan sekior KB dan pembinaan keluarga sejahtera adalah :

1.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui
peningkatan pengetahuan tentang perkawinan, pengaturan kehamilan, pemberian gizi
keluarga dan bimbingan perkawinan, pencegahan kematian ibu dan bayi serta
keteladanan kesejahteraan keluarga.

Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga melalui program PKK, pelatihan
keterampilan anggota keluarga, peningkatan peran dan partisipasi institusi masyarakat,

advokasi dan penyuluhan program JPS.

3. Meningkatkan dan memberdayakan lembaga pelaksanaan pembinaan keluarga dan KB.

Strategi :

1.

Secara internal yaitu dapat dilakukan melalui konsolidasi antar perangkat organisasi
yang ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur, pengembangan serta aliansi
strategis unit kerja terkait.

Secara eksternal yaitu dilakukan dalam bentuk pembuatan kerangka program yang akan
dilaksanakan, pembinaan dan pengendalian program serta monitgring dan evaluasi

kegiatan yang telah dilakukan.




Program dan Kegiatan

1. Program pemberdayaan keluarga dan KB.
Penyuluhan tentang perkawinan dan pasangan usia subur (PUS).

a.
b. Pencegahan dini terhadap masalah kesehatan ibu dan anak.

c. Pemberian imunisasi secara teratur.

d. Menerbitkan kartu sehat bagi calon penganten.

e. Pemberian prioritas pelayanan KB bagi keluarga sejahtera.

f.  Meningkatkan partisipasi pria dalam mensukseskan program KB.

g. Peningkatan peran serta institusi masyarakat dalam program KB.

h. Peningkatkan pelayanan KB dan fasilitas KB lainnya seperti kontrasepsi, obat-

obatan dan lain-lain.
2. Program peningkatan taraf hidup keluarga.
a. Mengoptimalkan kegiatan PKK.
b. Pemberian pelatihan dan penyuluhan usaha-usaha ketil.
c. Pola pendampingan dengan dunia usaha.
d. Peningkatan fasilitas kredit usaha bagi masyarakat.
e. Mengoptimalkan kemampuan organisasi desa seperti karang taruna.
f. Peningkatan program JPS.
3. Program penguatan kelembagaan dan jaringan KB.
a. Meningkatkan profesionalisme bagi pelaksana KB.
b. Pelatihan dan bimbingan bagi institusi pelaksana program KB dan kesejahteraan

keluarga.

Sektor Kesejahteraan Sosial

Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat selalu menjgdi tumpuan pendatang dari perdesaan
ataupun kota-kota lain sekitarnya untuk mencari perbaikan nasib. Sebagian dari mereka adalah
penyandang masalah seperti orang miskin dan cacat serta anak terlantar atau anak jalanan
sehingga dianggap sebagai beban pemerintahan Kota Padang. Lemahnya kedudukan dan ketidak
berdayaan mereka dianggap sebagai salah satu faktor penyebabnya. Masalah pembinaan

kesejahteraan sosial menyangkut juga masalah warga yang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar,



lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat serta pengungsi dan korban

bencana alam, dan veteran yang semakin banyak persentasenya di masa depan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembinaan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan terwujudnya masyarakat madani yang
sejahtera, demokratis, berkeadilan maju yang didukung oleh kemampuan sumber daya
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia dan bermoral tinggi.

Terwujudnya kondisi masyarakat dan kualitas yang tinggi sejahtera berbasiskan
keluarga sejahtera serta terjaminnya sistem jaminan sosial kerja dan pendewasaan usia
perkawinan.

Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar serta
kelompok rentan sosial.

Menciptakan iklim pengembangan perempuan sebagai mitra kerja sejajar dendan laki-
laki tanpa menghilangkan kodratnya.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kedudukan peranan wanita melalui wadah
pemberdayaan perempuan.

Mengoptimalkan potensi perempuan serta memberikan kesempatan dalam berbagai

kegiatan dan posisi penting bagi mereka yang berpotensi.

Strategi yang diambil dalam rangka mewujudkan semua hal terbut adalah :

1.

Mengoptimalkan peranan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan aktivitas
keagamaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Menyempurnakan mekanisme bantuan yang menyangkut bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Mensosialisasikan kebijakan yang dilaksankan oleh pemerintahan kota Padang di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Memonitor pelaksanaan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

perempuan.

Program dan Kegiatan \

1.

Program penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.
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Penelitian penerapan pendidikan dasar / iimu kesejahteraan sosial.
Menggali potensi sumberdaya pendidikan / iimu kesejahteraan sosial.
Mendayagunakan aparatur dinas kesejahteraan sosial.

Peningkatan jangkauan pelayanan PMKS.

2. Program koordinasi pembahasan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

a.
b.

C.

a.
b.

c.
Program peningkatan kesejahteraan sosial, lanjut usia, anak terlantar dan keluarga.

o o

-~ o a o

= «a

j.

k.

Penyebaran informasi permasalahan PMKS.

Mensosialisasikan program penanganan PMKS.

Peningkatan dan pengembangan peran serta dinas / instansi terkait dalam upaya
penanganan PMKS secara terpadu.

Peningkatan peran serta lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam

penanganan PMKS.

Program pengumpulan dan pengelolaan data penyandang.

Mempersiapkan instrumen pengumpulan data PMKS.
Penyusunan sistem pengumpulan dan pengolahan data PMKS.

Peningkatan peran serta dinas / instansi dan masyarakat.

Bimbingan sosial dan pembinaan lanjut usia luar panti.
Bantuan pengiriman lanjut usia dalam panti.
Pembinaan anak terlantar luar dan dalam panti.
Pemberian bantuan beasiswa anak terlantar.

Bantuan usaha orang tua anak terlantar.

Bimbingan sosial keterampilan anak terlantar luar panti.
Bantuan usaha anak terlantar luar panti. N
Bimbingan sosial keterampilan kelﬁarga muda mar;diri.
Pembinaan keluarga adopsi anak.

Bantuan usaha ekonomi produktif PSAA.

Bantuan makan anak dalam PSAA.

Bantuan rehabilitas gedung PSAA.

5. Program peningkatan kesejahteraan sosial anak balita.

a.
b.

Pembinaan anak balita pada PSTPA.

Penyuluhan gizi anak balita.



6.

10.

11.

12.

¢. Penyuluhan pada pengasuhan PSTPA tentang perkembangan bahasa, sosial moral
dan intelektual anak balita.

d. Pelatihan stimulasi pengaturan gizi anak, simulasi perkembangan bahasa, moral
dan intelektual anak.

e. Bantuan subsidi pengasuh.

f. Bantuan permainan edukatif.

Program peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan.

a. Dana pendampingan bantuan HNSDP untuk monitoring, rapat koordinasi, biaya

sekretariat dan fasilitas pendukung.

o

Pembinaan anak jalanan.
Pembinaan orang tua anak jalanan.
Pemberian bantuan beasiswa anak jalanan.

Pemberian bantuan keterampilan dan bantuan usaha anak jalanan.
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Bantuan usaha orang tua anak jalanan.

g. Bantuan biaya pelatihan keterampilan anak jalanan.

h. Perbaikan gizi anak jalanan dan pemeliharaan kesehatan.

Program penyuluhan dan bimbingan tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat
(TKSM).

a. Bimbingan penyuluhan sosial.

Program peningkatan peranan wanita.

a. Bimbingan keterampilan berusaha.

b. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP).

Program peluasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji dan Kapalo Koto.

a. Pembelian tanah untuk periuasan TMP.

b.  Pembuatan pagar TMP.

Program pemeliharaan gedung juang 45 Padang.

a. Perbaikan / rehab gedung juang 45.

Program renovasi rumah janda perintis kemerdekaan dan rumh bernilai sejarah (rumah
Bagindo Aziz Chan).

Program penyantunan dan bimbingan anak nakal dan korban narkoba.t

a. Pendekatan awal, seleksi dan motivasi.



13. Bimbingan mental sosial dan keterampilan anak nakal dan korban narkoba.

a.
b.

Monitoring dan evaluasi.
Bantuan UEP.

14. Program peyantunan dan pembinaan gelandang dan pengemis serta wanita tuna susila,

seleksi, pertemuan tim, razia dan bantuan usaha ekonomi.

15. Program penyantuan dan pembinaan narapidana.

a
b.
c.
d.

e.

Pendekatan awal, seleksi dan motivasi.
Bimbingan mentat sosial.

Bimbingan keterampila;n eks narapidana.
Monitoring dan evaluasi.

Bantuan UEP

16. Program penyantuan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

Pendekatan awal, seléksi dan motivasi.

a.
b. Bimbingan mental sosial.
c. Bimbingan keterampilan tindakan kelerasan dan pekerja migran.
d. Monitoring dan evaluasi.

17. Program penyantuan dan bimbingan serta bantuan bagi penyandang cacat dan cacat
veteran.
a. Pendekatan awal, seleksi dan motivasi.
b. Bimbingan mental sosial dan pelatihan keterampilan penyandang cacalt.
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g.
h

Bantuan UEP bagi eks klien rehabilitasi.

Bantuan bahan keterampilan murid SLB.

Bimbingan mental bagi penyandang cacat dan vetéran.
Bantuan peralatan bagi penyandang cacat.

Bantuan UEP bagi penyandang cacat.

Bantuan bagi organisasi penyandang cacat. '

Monitoring dan evaluasi.

18. Program peningkatan kualitas karang taruna.

a.
b.

C.

Bimbingan karang taruna.
Diklat karang taruna.

Latihan dan keterampilan.



d.

Bantuan UEP, UKS dan ROK.

19. Program peningkatan kualitas organisasi sosial.

a.
b.

Bimbingan dan pelatihan serta pelatihan orsos.

Bantuan orsos.

20. Program peningkatan kualitas keluarga miskin.

a.
b.
C.
d.

Pembinaan keluarga miskin.
Diklat kewirausahaan.
Latihan dan keterampilan.
Bantuan UEP dan UKS.

21. Program pemulangan orang terlantar dalam perjalanan, bartuan orang sakit terlantar

dan mayat terlantar.

a
b
c.
d
e

Koordinasi dengan pihak terkait.
Penampungan sementara.

Bantuan pemutangan.

Bantuan pengobatan orang sakit terlantar.

Bantuan penyelengaraan mayat.

22. Program peningkatan koordinasi baina organisasi dan bantuaan sosial.

a.
b.

c.
d.
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Mengusulkan Perda tentang undian berhadiah.

Pembinaan sumbangan sosial.

Penyuluhan sosial daerah rawan bencana.

Pembahasan penanganan korban bencana.

Diklat tenaga satgas penanggulangan bencana

Bantuan pemakaman korban bencana.

Bantuan operasional tenaga penanggulangan bencana. ,
Bantuan perumahan korban bencana.

Bimbingan scsial korban bencana.

Sektor Kesenian dan Kebudayaan

Kesenian dan kebudayaan daerah serta artefak budaya daerah perlu dilestarikan dan

dikembangkan dalam rangka pelestarian nilai budaya sebagai salah satu pembentuk identitas

daerah. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah perh‘J didukung dengan



ransangan pengembangan kegiatan bagi pelaku kesenian dan kebudayaan serta pengenalan
kesenian dan kebudayaan daerah kepada masyarakat. Sementara itu artefak budaya daerah periu

dilindungi dengan melakukan berbagai usaha pelestarian.

Pemerintah daerah mempunyai tugas membina kesenian dan kebudayaan. Pemerintah perlu
memberi ransangan untuk pengembangan bagi pelaku kesenian dan kebudayaan dalam berbagai
bentuk bantuan pembinaan dan insentif bagi petaku kesenian dan kebudayaan serta pengenalan
kesenian dan kebudayaan pada masyarakat terutama pada lembaga pendidikan. Usaha
pelestarian benda-benda bersejarah juga perlu ditingkatkan dengan pemugaran, pengoleksian dan

menegakkan aturan pemeliharaan artefak.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan kesenian dan
kebudayaan.

2. Meningkatkan pembinaan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Kota Padang.

3. Memelihara artefak kebudayaan dan sejarah yang ada di Kota Padang.

Strategi

1. Strategi internal yaitu melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, pengembangan
aparatur pemerintah daerah.

2. Strategi eksternal yaitu dengan pembuatan kerangka pembinaan kegiatan kesenian dan

kebudayaan daerah serta menjalin kerjasama dengan daerah lain atau sekitar.

Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan d;n aparatur.

2. Program pemajuan produk hukum daerah tentang benda-benda bemilai budaya dan
sejarah yang perlu dilestarikan.

3. Program pelestarian benda-benda cagar budaya dan bemilai sejarah.

a. Pendataan, penelitian dan pengkajian benda-benda cagar budaya dan bernilai



b. Rehabilitasi artefak budaya bernilai sejarah.
4. Program pembinaan kegiatan kesenian dan kebudayaan.
a. Penyelengaraan event-event kesenian dan kebudayaan.
b. Penyuluhan seni, adat dan budaya.
¢. Penghargaan untuk prestasi kesenian dan kebudayaan.

5. Program penelitan dan pengkajian kesenian dan kebudayaan.

Sektor Pemuda

Pemuda adalah harapan bangsa yang mempunyai kedudukan dan peranan sangat menentukan
dalam peralihan generasi. Kebutuhan generasi muda tidak dicukupi dari segi fisik saja, namun juga
memerlukan perhatian dan arahan dari orang tua dan lingkungannya. Untuk itu pengembangan
sektor pemuda difokuskan kepada kegiatan yang membawa manfaat secara fisik dan mental

dengan meningkatkan peran sertanya di tengah masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang timbul seperti kasus narkoba atau pergaualan bebas, menjadi
persoalan besar yang dihadapi pemuda ditengah arus globalisasi yang semakin merusak tatanan
nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Guna mengatisipasi dan mengatasi permasalahan yang
mungkin dapat terjadi, pembinaan pemuda dilakukan secara formal dan non formal melalui peran
serta pemerintah, mas,yarakat maupun keluarga. Untuk itu perlu mengakomodasikan usaha-usaha
yang akan dilakukan organisasi pemuda yang berfungsi sebagai wadah kreativitas yang
mempunyai peranan sentral dalam kegiatan kepemudaan. Pertumbuhan organisasi kepemudaan

menjadi salah satu indikator yang menandakan tumbuhnya kegiatan kepemudaan di Kota Padang.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan sektor pemuda adalah :

1. Meningkatkan kualitas generasi muda secara fisik dan mental yang mempunyai sifat
inovatif kreatif, mandiri dan beriman melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemuda sebagai generasi
penerus bangsa untuk dapat berkiprah di berbagai sektor yang ada.

3. Melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan lainnya.

Strategi untuk mencapai kebijakan yang telah disusun sebelumnya dilakukan secara internal

dan eksternat :
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1. Strategi internal dapat dilakukan melalui konsolidasi antar perangkat organisasi yang
ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur, pengembangan serta aliansi
dengan SKPD terkait.

2. Strategi ekstemal dilakukan dalam bentuk pembuatan kerangka kerja program-program
pembinaan pemuda, identifikasi permasalahan yang ada serta peningkatan kerjasama

dengan lembaga terkait dalam rangka pembinaan kegiatan.

Program dan Kegiatan

1. Program pengembangan minat, bakat dan kreatifitas generasi muda.
a. Pertukaran pemuda antar daerah dan negara.
b. Peningkatan organisasi kepemudaan.
c. Peningkatan minat dan kreatifitas pemuda melalui PLS.
d. Pembinaan dan pelatihan organisasi kepemudaan, karang taruna, osis, remaja
masjid dan lain-lain.
2. Program peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan.
a. Meningkatkan kepeloporan pemuda melalui penghargaan pemuda berprestasi.

Meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan dan politik.

o

Program pelindungan generasi muda dari bahaya narkoba.
Penyuluhan terhadap bahaya narkoba.
Pemberian perlindungan dan pencegahan terhadap bahaya narkoba.

~ o a o

Membangun sarana rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba.

g. Kerjasama dengan media komunikasi dalam program penyuluhan narkoba.

Olah Raga

Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat adalah ungkapan yang mementingkan
kebugaran tubuh dan kesehatan jiwa. Begitu pentingnya ungkapan tersebut, sehingga perlu
sebuah strategi untuk mewujudkannya pada setiap individu anggota masyarakat dalam’bentuk,\,l
berolahraga. Bidang olah raga bukan hanya sebuah rutinitas yang harus dilakukan oleh setiap
manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang baik. Tapi olah raga sudah menjadi sebuah

industri yang menghasilkan prestasi dan prestise serta dapat pula membawa harum nama daerah



dan negara. Kegiatan olah raga sudah menjadi prioritas utama dalam pembangunan dalam

mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga berprestasi secara sistematis
dan menyeluruh melalui peningkatan kemampuan pelatihan, sarana dan fasilitas olah
raga.

3. Menggalang partisipasi swasta untuk mebina olah raga dengan memberi kesempatan

mengelola kegiatan keolahragaan.

Strategi untuk mencapai kebijakan yang telah disusun sebelumnya dilakukan secara internal

dan ekstemal :

1. Strategi internal dapat dilakukan melalui konsolidasi organisasi, pembinaan, pendidikan,
pelatihan dan pengembangan aparatur agar pembinaan yang dilakukan berjalan lebih
terarah.

2. Strategi eksternal dilakukan dengan jalan pembuatan kerangka kerja program

pembinaan keolahragaan serta peningkatan kerjasama dengan swasta.
Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
a. Meningkatkan kegiatan olah raga masal diseluruh lapisan masyarakat dari tingkat
kelurahan.
b. Memperbanyak pertandingan olah raga antar warga.
c¢. Pemberian penghargaan bagi atlit berprestasi.
2. Program peningkatan pembine;an prestasi olah raga melalui peningkatan sarana dan
prasarana.
a. Penumbuhan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
Penumbuhan, peningkaian dan pemeliharaan fasilitas bermain.
Pembentukan diklat-diklat olah raga.

Pengiriman atlit olah raga latih tanding ke negara lain. '
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Pemberian prioritas pendidikan bagi atlit yang berprestasi.




f.  Peningkatan fasilitas dalam rangka menyongsong PON 2020.
3. Program peningkatan partisipasi swata dalam pengembangan kegiatan olah raga.
a. Pembinaan dan peningkatan cabang olah raga prioritas.
b. Pengembangan atlit berprestasi melalui pembinaan yang teratur dan pola karir yang
baik.
c. Memberikan kesempatan kerja bagi atlit yang berprestasi.

Bidang Pembangunan Daerah
Sektor Otonomi dan Pembangunan Daerah

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan No 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 secara
resmi implementasi penyelengaraan otonomi daerah diseluruh wilayah Indonesia telah
dilaksanakan. UU No 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat pembagian wewenangan
dan fungsi (power sharing) antara pemerintahan pusat dan daerah. Sementara UU No 25 Tahun
1999 mengatur pembagian serta alokasi sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara

pemerintahan pusat dan daerah,baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam 3 tahun terakhir telah dilakukan berbagai upaya pelaksanaan sistem pemerintahan
berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiesi penyelangaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang
dan tangung jawab menyelengarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip

keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategis

Sesuai dengan kewenangan, maka arah kebijakan umum yang ditetapkan 3 bidang adalah : -
1. Bidang organisasi dan aparatur dan aparatur pemerintahan.
2. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik.

3. Bidang pengembangan otonomi daerah.

Sesuai dengan peran dan fungsi pemerintah daerah, maka arah dan kebijakan tersebut

ardalah -
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2.
3.

Mewujudkan kelembagaan dan ketata laksanaan serta aparatur yang yang mempunyai
daya saing bangsa yang good-goverment.
Mewujudkan tatalaksana pelayanan publik yang prima.

Mewujudkan peran kelembagaan dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja aparatur.

Berdasarkan hal tersebut, strategi yang dilakukan adalah :

1.

2
3.
4

10.
1.
12.

13.

Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan

. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur.

Memperdayakan aparatdr pada jabatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja aparatur.
Mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera,
produktif dan berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

Saling memperkuatkan dan mengembangkan wilayah yang serasi dan seimbang
dilaksanakan oleh stakeholders secara bersama-sama.

Meningkatakan aksesbilitas dan daya beli serta daya jangkau masyarakat terhadap
prasarana kota, fasilitas umum dan perumahan.

Mendorong pengembangan kota yang berwawasan lingkungan dan mendukung upaya
peningkatan kualitas lingkungan (fisik, sosial budaya) kawasan perkotaan.

Mendorong pembagunan lingkungan sosial kota yang sehat dengan memperhatikan
budaya lokal. :

Meningkatkan kemampuan daerah (pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha) datam
penyediaan pelanganan dan pengelolaan pembangunan perkotaan sesuai dengan
kondisi sosial budaya lokal.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi perkotaan.

Meningkatkan daya saing kota déngan mendorong produktivitas kawasan perkotaan.
Mendukung pembangunan kota melalui kerjasama antar kota (parthnership) dan
meningkatkan keterkaitan desa dan kota.

Mendorong pemberdayaan masyarakét dan dunia usaha dalam pembagunan ekonomi

berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Program dan Kegiatan

1.

Program pemantapan pelaksanaan otonomi daerah. \

a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan administrasi pembangunan.



-

b. Peningkatan hubungabn kerjasama dengan daerah-daerah tetangga dan propinsi.

¢. Evaluasi dan monitoring SOTK. ,

Program efisien dan efektifitas kerja aparatur pemerintahan.

a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintéhan.

b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur.

c. Pemberdayaan aparatur pada jabatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja
aparatur.

Program pendayagtnaan pembangunan dan peningkatan daya saing kota.

a. Penyusunaan perencanaan umum, Bottom up planing dan analisis outcomes.
b. Monitoring pelaksanaan program-program pembangunan.

¢.  Menyusun perencanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

d. Meningkatkan kegiataan koordinasi pembangunan antar sektoral.

e. Pembinaan kerjasama dalam swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Peningkatan fungsi kota Padang sebagai pintu gerbang perekonomian regional dan

-

nasional.

g. Pengembangan produk unggulan kota melalui pengembangan iklim usaha.

Program peningkatan layanan umum.,

a. Peningkatan dan pengembangan fungsi kota.

b. Peningktan kerjasama dalam berbagai bidang dengan swasta, perguruan tinggi,
LSM dalam meningkatkan kemampuan pengelola kota dan pelayanan jasa yang
diperlukan pemerintah kota.

c. Peningkatan kontrol pembangunan perkotaan dengan melibatkan seluruh
stakeholder (tim monitoring indipenden) melalui-penciptaan indikator kinerja délam
memantau perkembangan pembangunan perkotaan.

d. Penunjang pengelolaan dan penerangan jalan umum (PJU).

Program pengembangan kota layak huni. |

a. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar kota.

b. Peningkatan pelayanan dan jumlah fasilitas umum kota.

c. Penataan kawasan dan bangunan perumahan dan pemukiman.

Program peningkatan partisipasi pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders).
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Studi tentang konsep pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.

Menumbuhkan kembali jiwa gotong royong dan rasa memiliki melalui kegiatan
manunggal sakaio.

Memberi bantuan biaya pembangunan dalam bentuk stimulan.

Menyusun Perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menyusun produk hukum daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. | ‘

Meningkatkan sosialisasi dan penyebaréluasan informasi produk hukum daerah dan
aturan lainya menyangkut pelaksanaan otonomi daerah.

Meningkatkan motivasi swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

7. Program pengembangan kecamatan.

a.
b.

C.

f.

Pemantapan keterpaduan dan koordinasi perencanaan tingkat kecamatan.
Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat kecamatan.

Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas
masyarakat.

Penyusunan buku kecamatan dalam angka.

Peningkatan peran lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menunjang
pembangunan kecamatan.

Monitoring dan evaiuasi penyelengaraan pemerintahan kecamatan.

8. Program pengembangan kelurahan.

Pemantapan keterpaduan dan koordinasi perencanaan tingkat kelurahan.
Penataan administrasi keluarga di Kota Padang.
Peningkatan kemampuan dan keterampilan bengurus lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM) kelurahan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sektor Pertanahan

Bidang pertanahan merupakan perlu dikelola dengan baik dalam pembangunan kota karena

pertanahan menjadi elemen penting dalam investasi pembangunan. Sering terjadi hambatan

investasi pembangunan dan terjadi konflik pertanahan karena kurang jelasnya' batas dan status



kepemilikan tanah. Oleh karena itu diperlukan administrasi pertanahan yang baik dengan data

yang akurat dan memadai.

Tugas pengelolaan oleh pemerintahan dalam bidang pertanahan menyangkut administrasi
pertanahan. Fungsi yang dilakukan yaitu berupa perencanaan, pengkoordinasi, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang administrasi pertahanan yang baik maka investasi pembangunan

kota akan berjalan dengan baik dan konflik pertanahan dapat dikurangi.
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan:
1. Meningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan pertahanan.

2. Meningkatkan keandalan pelayanan publik dalam administrasi pertahanan.

Strategi:
1. Strategi intemal yang ditakukan yaitu : konsolidasi organisasi ; pembinaan, pendidikan,
pelatihan, pengembangan aparatur ; aliansi strategis unit kerja terkait.

2. Strategis ekstemal yang dilakukan yaitu : penyempurnaan sistem informasi pertahanan.

Program dan Kegiatan

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan
administrasi pertanahan.

2. Pemajuan produk hukum daerah tentang administrasi pertanahan. Pembuatan Perda
tentang sistem dokumentasi hukum pertanahan serta penyusunan pedoman yang
berkaitan dengan penyelengaraan penatagunaan tanah dan perizinan.

3. Peningkatan pelayanan pertanahan.

a. Menyempurnakan dan mengembangkan pelayan‘én pertanahan.
b. Penyempurnaan data base pertanahan melalui pemetaan pengunaan tanah dan
kemampuan tanah serta penyiapan peta dasar pendaftaran tanah. '
c. Membangun sistem informasi pertanahan digital dengan Land Office
Computerization (LOC)
4. Program pembinaan melalui penyuluhan hukum pertanahan dan kebijakan pertanahan.

Sektor Pertambangan dan Energi



Kota Padang terletak dibagian Barat pantai Pulau Sumatera. Pembangunan sektor pertambangan
dan energi di Kota Padang perlu disesuaikan dengan kondisi topografi yang cukup unik dengan
kondisi topografinya yang merupakan daerah pantai yang dilingkari oleh bukit barisan memiliki
potensi sumberdaya alam berupa galian golongan C yang meliputi batu kapur, batu silika dan
tanah liat yang dapat digunakan sebagai bahan industri Semen Padang. Disamping itu terdapat
pula potensi yang cukup besar dari bahan galian golongan C berupa pasir, batu dan kerikil pada
sungai dan bukit-bukit yang ada dapat digunakan untuk keperluan bahan baku. Pengembangan
potensi tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan teknis, ekonomis dan lingkungan yang
matang sehingga pengembangan potensi tersebut dapat mempunyai manfaat ekonomi yang tinggi

tanpa berdampak negatif terhadap lingkungan.
Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk pengembangan sektor pértambangan dan energi

adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam dan sumber
air secara efektif dan efisien berdasarkan rencana tata ruang kota dan rekomendasi
pengelolaan lingkungan.

2. Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi
pertambangan, guna mendukung peningkatan efisien, produktifitas usaha pertambangan
dan melibatkan peran serta masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup dalam

pembangunan pertambangan.

Strategi dalam pembangunan sektor pertambangan dan energi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat dalam sektor pertambangan dan energi.

2. Pemanfaatan sumberdaya lokal dengan berdasarkan ketentuan pemanfaatan yang jelas
serta pengawasan yang ketat.

3. Pengajuan produk hukum untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya
pertambangan.

4. Penyuluhan kepada-masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya pertambangan.

Program dan Kegiatan

\

1. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat dalam sektor pertambangan dan



a. Pelatihan, pembinaan dan pendidikan SDM pertambangan dan energi.

b. Penyuluhan dampak pertambangan terhadap lingkungan.

c. Pelatihan pengawasan dan pembimbingan terhadap aparatur.

Program pengembangan pelaksanaan bidang pertambangan umum.

a. Menginventarisir sebaran bahan galian golongan C.

b. Merencanakan sentra-sentra produksi bahan galian golongan C.

c. Mempersiapkan ketentuan operasional pelaksanaan usaha pertambangan.

d. Melaksanakan denelitian golongan C.

e. Melaksanakan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Program peningkatan koordinasi antar unit kerja secara terkait.

a. Membentuk kemitraan kerja dan usaha.

b. Meneliti sumberdaya tambang dan energi di daerah.

c. Penelitian kualitas pelayana public.

Program peniﬁgkatan pengawasan terhadap dampak pertambangan dan pengalian

sumberdaya.

a. Penelitian pengelolaan dalam motivasi untuk perbaikan mutu hasil pertambangan
dan energi.

b. Menjalankan penerapan sistem AMDAL, UKL dan UPL.

Program pembinaan dan pengendalian pertambangan bahan galian C.

a. Penyuluhan dampak positif dan negatif tambang galian C pada pelayanan publik.

b. Pembinaan pengusaha terhadap tambang dan pemakaian AMDAL.

Program pengembangan pelaksanaan bidang air bawah tanah.

a. Menginventarisir pemanfaatan air bawah tanah. cl

b. Menyusun ketentuan pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.

c. Melaksanakan dan pemanfaatan air bawah tanah.

Program peningkatan eksploitas pertambangan dan energi di kawasan daerah yang

berwawasan lingkungan.

a. Meningkatkan penerapan sistem AMDAL, UKL dan UPL.

b. Penelitian dan survey hasil pertambangan emas, minyak dan gas.

c. Penelitian sumber energi.



Bidang Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan prasyarat bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif sebagai
landasan untuk mengernbangkan kegiatan ekonomi, sosial dan polotik. Oleh sebab itu peran serta
seluruh masyarakat untuk memelihara ketertiban umum amat menentukan bagi terciptanya iklim
yang sehat dan kondusif. Hal ini disebabkan karena permasalahan bangsa biasanya berawal dari
persoalan-persoalan kecil dan terkadang dianggap sepele yang sering timbul dalam kehidupan

sehari-hari.

Salah satu ukuran untuk tercapainya penyelengaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat
ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Pelaksanaan ketertiban
umum dan keamanan dilihat dari segi kewenangan pada hakikatnya tidak hanya pada pemerintah
pusat, tetapi juga menjadi bagian kewenangan pemerintah daerah yang sangat penting melihat
begitu banyak persoalan yang terjadi di tengaﬁ-tengah masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan bidang ketertiban umum adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan unsur keamanan yang ada (TNI dan Polri) dalam
memberikan pengamanan terhadap usaha kegiatan yang dilakukan secara masal dan
sektoral. ;

2. Meningkatkan kegiatan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tertib sosial
dan masyarakat.

3. Meningkatkan penegakan dan disiplin tentang Perda, Keputusan Walikota dan produk

hukum lainnya.

Strategi untuk mencapai kebijakan yang telah disusun sebelumnya dilakukan secara internal

dan eksternal :

1. Strategi internal yang dilakukan yaitu : konsolidasi organisasi ; pembinaan, pendidikan,
pelatihan, pengembangan aparatuf ; aliansi strategis unit kerja terkait.

2. Strategi ekstemal dilakukan dengan jalan pembuatan kerangka ketja dan kegiatan,
identifikasi masalah yang ada peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait, serta

pengambilan tindakan preventif terhadap akses negatif yang mungkin dapat terjadi.

1



Program dan Kegiatan

1.

Program peningkatan keamanan usaha kegiatan yang dilakukan secara masal dan

sektoral.

a. Pengamanan kantor milik Pemerintah Kota

b. Pengamanan rumah-rumah jabatan / dinas pejabat.

c. Pengembangan barang-barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik
pemerintah daerah.,

d. Pengamanan pejabat-pejabat pemerintah daerah.

e. Pengamanan fasos dan fasum milik pemerintah daerah.

f. Pengamanan proyek-proyek vital pemerintah daerah dan perusahaan daerah.

Program peningkatan pembinaan dan evaluasi kegiatan tertib masyarakat.

a. Kegiatan preventif terhadap perorangan maupun kelompok: masyarakat yang
menjadi sumber timbuinya gelandangan, pengemis dan PSK.

b. Represif melalui razia, penampungan sementara untuk r'nengurangi jumlah
gelandangan, pengemis dan PSK.

c. Rehabilitasi tempat penampungan dan penyuiuhan.

d. Melakukan penertiban terhadap warung remang-remang, pelajar di luar jam sekolah,
miras, musik kafe, salon kecantikan, hotel melati dan lain-lain.

e. Penertiban terhadap rumah makan yang buka siang hari pada bﬁlan puasa.

f.

Penertiban pada tempat permainan ketangkasan (biliard, jack pot, dindong dll).

Program peningkatkan penegakan Perda, Keputusan Walikota dan produk hukum

daerah.

a.

Tindakan preventif melalui pembinaan, penyuluhén bimbingan dan pengawasan
terhadap masyarakat tentang Perda, Keputusan Walikota dan produk hukum
daerah. ’

Tindakan represif melalui penyitaan dan penertiban dalam rangka meningkatkan
kepatuhan masyarakat tentang Perda, keputusan kepala daerah dan produk hukum

daerah.
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ANALISIS LINGKUNGAN DAN
EVALUASI KEBIJAKAN

Analisis lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2005, merupakan gambaran lingkungan dalam rangkaian

yang utuh meliputi

a. Kondisi atau status (state) lingkungan baik fingkungan alam, lingkungan buatan maupun
lingkungan sosial serta isu-isu lingkungan yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan
pembangunan yang berkelanjutan secara transparan.

b. Tekanan (pressure) yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

beserta analisisnya.
c. Dampak (impacf) yang terjadi akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

d. Langkah-Langkah Penanggulangan (response) yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun
oleh segenap lapisan masyarakat; keberhasilan dan kegagalan yang dialami, upaya penataan dan
penegakkan hukum, tantangan, kendala dan hambatan dalam upaya melakukan restorasi atau

pemulihan lingkungan.

Dengan pendekatan ini telah dilakukan analisis secara kausatif yang menjadi penyebab tekanan, sehingga
terjadi perubahan terhadap lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan alami,
maupun perubahan lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Hasil analisis terhadap perubahan kondisi
lingkungan,baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan sebagai akibat adanya tekanan akan menjadi
dasar dalam pengambilan tindakan (respon) oleh Pemerintah Kota Padang maupun oleh segenap lapisan
masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan atau tindakan pemulihan lingkungan. Sementara itu
tingkat kesadaran masyarakat serta aktifitas masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup akan melengkapi hasil analisis tethadap perubahan lingkungan.

Analisis ini juga akan mengungkapkan program perencanaan dalam bidang lingkungan hidup yang telah
dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya mengendalikan perubahan lingkungan
ke arah yang lebih baik. Disamping itu juga aakan mengungkapkan tingkagt partisipasi masyarakat dan
keikut sertaannya melakukan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup serta kebijakan sosial ekonomi dan budaya dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan



flingkungan. Evaluasi ini juga merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban publik dalam menjalankan /
menentukan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan serta sebagai sarana pendidikan untuk

kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, analisis lingkungan dan evaluasi kebijakan akan difokuskan kepada isu
lingkungan yang terjadi selama tahun 2005. Analisis lingkungan dan evaluasi kebijakan pembangunan di
daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan tahun sebelumnya dan
kecenderungannya selama lima tahun terakhir dalam kaitannya trerhadap status keberadaan sumberdaya
alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia di Kota Padang, seperti yang telah disajikan dalam
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2004, RPJP, RPJM, Renstra Kota

Padang, Matriks Kegiatan Tahunan dan data pendukung lainnya.

3.1 Sumberdaya Alam

A. Gempa Bumi dan Tsunami

1. Kondisi Lingkungan

Gempa yang terjadi Senin (28-3-2005) dengan kekuatan 8,2 skala Richter, pusat gempa di Nias dan Minggu
(10 April 2005) dengan kekuatan 7,5 Skala Richter dengan pusat gempa 70 km Barat Daya Kota Padang
(Selat Mentawai), berpotensi besar untuk datangnya gelombang tsunami di sepanjang pantai Barat Pulau
Sumatera. Banyak pakar geofisika yang telah memprediksi bahwa di sepanjang Sesar atau patahan
Mentawai, ibarat buah yang hampir masak yang hampir jatuh ke tanah. Begitulah péluang gelombang
tsunami yang akan menimpa daerah pesisir pantai Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Bila kekuatan
gempa lebih dari 6 skala Richter sudah merupakan syarat terjadinya tsunami apalagi dengan kedalaman 30
Km dibawah permukaan laut. Melihat dari angka kedalaman masih tergolong dangkal, kenapa tidak terjadi
tsunami, secara teori masih ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Biasanya sebelum datang gelombang
tsunami , tefjadi patahan naik dan turun. Temyata yang terjadi pada saat itu yang terjadi patahan mendatar
(strike slip) dan berkemungkinan di sesar mentawai atau sesar batee yang merupakan patahan Yang

menghubungkan antara patahan mentawai dengan patahan di darat yakni di sepanjang Bukit Barisan.

Gempa dan Tsunami merupakan sebuah fenomena alam yang telah diatur Allah untuk menjaga
keseimbangan alam, namun tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Perubahan alam tersebut bisa menjadi
bencana bila kita gagal mengantisipasinya. Padang pemah dilanda tsunami pada tahun 1797 dan 1833.
Para ilmuwan menyebutkan bahwa pengulangan gempa yang berpotensi tsunami terjadi dalam kurun waktu
200 + 30 tahun, maka sekarang kita berada pada masa pengulangan tersebut. Tsunami pasti selalu
didahului oleh gempa karena tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng secara vertikal setelah



berbenturan. Benturan inilah menyebabkan gempa dan perubahan posisi lempeng yang menyebabkan
~ perubahan permukaan air laut dan menimbulkan gelombang faut yang disebut tsunami. Tidak semua
gempa menyebabkan tsunami. Hanya gempa di laut dangkal dengan kekuatan 6,5 skala Richter latau lebih
yang berpotensi menimbulkan tsunami. Sumatera Barat dilalui oleh lempeng Eurasia dan Indo Australia
yang semakin mendekat satu sama lainnya, jika bertumbukan pasti akan sangat terasa kekuatan

gempanya.

Jika tsunami terjadi sekarang ini di Samudera Hindia, maka Kota Padang akan menyumbang korban
terbesar. Jalan keluar hanya ada dua arah yakni menuju Bukittinggi dan Solok. Kondisi geografis seperti ini
jelas tidak menguntungkan. Disamping itu pemukiman yang padat dan mobilitas penduduk bedangsungi
sejajar dengan garis pantai. Saat ini di Kota Padang hampir tidak ada lagi ekosistem hutan mangrove yang
bisa dijadikan tameng ketika air pasang tinggi, sehingga tingkat kerusakan tidak menjadi parah dan jumlah

korban dapat diminimalisir.

2. Tekanan dan Dampak

Pada dasamya pusat gempa di sepanjang pantai Sumatera sumbernya sama yaitu berasal dari lempeng:
Eurasia dan Indo Australia. Pergerakan lempeng ini setiap tahun mengeluarkan energi sehingga terjadilah
gempa. Gempa yang terjadi juga merupakan migrasi (pindahan) dari gempa tektonik besar yang terjadi di
NAD yang diikuti oleh gelombang tsunami yang meluluh lantakan Aceh. Ratusan ribu orang menjadi korban
dan disertai kerugian material yang tidak sedikit. Pusat gempa Aceh berada di antara Pulau Simeuleu
dengan Pulau Sinabang atau sekitar 90 Km dari Pulau Nias. Secara tidak langsung gempa besar di Aceh
akan berpengaruh terhadap struktur geologi lain di Sumatera karena satu sama lainnya saling:
berhubungan. Dari hasil penelitian satu bulan setelah gempa di Aceh terjadi getaran — getaran kecil dalam
jumlah besar ke arah utara. Migrasi gempa berikutnya bisa séja terjadi dalam waktu cepat atau lambat dan

berkemungkinan ke arah Selatan Sumatera sampai ke Selat Sunda.

Karena merupakan hasil gesekan dari berbagai lempengan, gempa menimbutkan suatu energi. Energi
lantas terakumulasi dan dilepaskan dalam bentuk gempa.Tetapi lepasnya energi ini tidak sekali saja, terjadi
berurutan. Tentu saja bila sudah mencapai puncaknya vyaitu gempa berenergi besar, maka gempa
berikutnya akan semakin kecil. Jika titik pusat gem'pa (episentrum) berada di laut, maka bisa menimbulkan

tsunami atau gelombang besar,namun jika adanya di darat hanya menimbulkan guncangan.

Terdapat sejumlah faktor yang membuat besar kzcilnya pengaruh gempa tektonik dasar laut terhadap
kawasan sekitamya, misalnya kondisi oseanografi serta kondisi dasar laut. Jika lautnya cukup dalam maka
gelombang nya lebih rendah, namun jika gempa terjadi dekat daerah pantai yang landai, energi yang keluar
pun akan berubah menjadi gelombang yang tinggi. Bentuk rangkaian pesisir juga ikut mempengaruhi,



apalagi kalau pesisir tadi berbentuk teluk maka energi yang terkumpul menjadi terakumulasi dan
menghasilkan gelombang tsunami yang lebih besar Iagi.

3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Bencana tidak dapat dihindari, tinggal sekarang bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan yang paling
utama adalah kesiapan Pemko Padang dalam mengembangkan early waming system (sistem deteksi dini).
Kita sudah saatnya memiliki sebuah perangkat pemantauan yang bisa bekefja secara langsung terus
menerus (real-fime) maupun secara periodik, Alat itu nantinya mencatat data pasang surut permukaan air
laut dan hubungan dengan gempa yang terintegrasi dengan data gempa di seluruh dunia. Misalnya terjadi
gempa di Selat Mentawai, maka bisa dilakukan penghitungan bahwa dalam waktu tertentu gelombang
tsunami akan sampai di pantai Sumatera Barat. Hasil perhitungan lalu dihubungkan dengan sistem alarm

sehingga upaya penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat.

Kita juga perlu memasang alat seismograf di kawasan yang baru terjadi gempa. Fungsinya untuk mencatat

gempa-gempa mikro sehingga bisa diperoleh tendensi kecenderungan turun tidaknya frekuensi gempa. Tak

kalah pentingnya adalah dilakukan penyadaran terhadap masyarakat sekitar daerah rawan gempa.

Pemerintah perlu mencontoh usaha Jepang yang mengajarkan seluruh lapisan masyarakatnya tentang cara

berlindung ketika terjadi gempa. Pengajaran ini diberikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai

Perguruan Tinggi. Hasilnya masyarakat tidak lagi panik saat gempa dan jumlah korbam dapat

diminimalisasi.

Para pakar gempa bumi telah mengembangkan teknologi yang saling berkaitan untuk pemantauan gempa

diantaranya adalah :

e Pemasangan GPS (global positioning sistem) yang mempunyai kepekaan tinggi. Alat ini dapat
mencatat getaran horizontal maupun vertikal pada lempengan yang bergerak.

e Pengukuran gelombang seismoelekirik atau gelombang Iistn'k.yang‘ terjadi menjelang dan sesudah
gempa besar. Pada saat gempa terjadi perubahan medan listrik yang cukup signifikan akibat regangan
permukaan bumi.

o Penelitian perubahan suhu air tanah yang berasal dari dasa; bumi serta melihat retakan tanah dan gas
yang dikeluarkan.

e Penelitian terhadap kekuatan gelombang pasang dengan pemasangan pelampung suar (buoy) yang
berisi radar untuk memantau gelombang, dengan demikian pemenntah bisa melakukan upaya

pencegahan dan peringatan dini kepada masyarakat.

Jika gempa besar membuat kita tidak mampu berdiri , merusak struktur bangunan atau sampai merobohkan

bangunan serta getarannya lebih dari satu menit, maka lindungi diri sampai gempa reda, segeralah



evakuasi ke daerah ketinggian. Pilihannya bergerak menjauhi pantai sampai ketinggian > 5 m dari
permukan laut atau temukan gedung-gedung tinggi yang struktumya masih kokoh setelah gempa dan
berjarak > 500 m dari pinggir pantai. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit sebelum tsunami mencapai
daratan. Tetaplah tenang sambil berzikir, matikan listrik, cabut gas. Bagi yang berkendaraan, jika terjadi
kemacetan segera tinggalkan kendaraan. Evakuasi dengan jalan kaki febih efektif. Persiapkan logistik yang

dibutuhkan seperti minuman dan makanan instant.

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pengamanan diri agar terhindar
dari bencana yang tidak diinginkan. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan
KOGAMI (Komunitas Siaga Tsunami) telah melakukan pendidikan bagi masyarakat yaitu melaksanakan
Workshop Sistem Evakuasi Gempa dan Tsunami. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
ketenteraman dan kedamaian bukan membuat cemas warga. Dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan
masyarakat dapat mengenali tingkat kerawanan lingkungannya, terbiasa membuat perencanaan strategi
evakuasi, memupuk rasa tanggung jawab masyarakat untuk menyetamatkan diri dan keluarga jika terjadi
bencana serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Berbagai kebijakan dan
aktifitas juga dilakukan Pemko Padang untuk menyelamatkan warga seperti upaya spritual (doa dan zikir),
penyuluhan dan pelatihan evakuasi, pembenahan fisik jalur evakuasi serta pembentukan posko

pemantauan gempa dan tsunami.
B. Banijir, Longsor dan Abrasi Pantai

Sebagai kota yang merupakan dataran rendah, permasalahan banjir patut untuk diwaspadai. Kota Padang
dialiri oleh 21 buah sungai dimana diantaranya terdapat 5 (lima) muara sungai besar. Sungai-sungai
tersebut adalah Sungai Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Belimbing dan Sungai Aia Penjalinan.
Bencana banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya di Kota Padang, terutama pada saat curah hujan tinggi.
Permasalahan banjir ini ternyata masih belum mampu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun

telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendalian banjir.

Penyebab dari permasalahan banijir di Kota Padang ini tak lepas dari berbagai faktor, di samping faktor
curah hujan dan fluktuasi gelombang faut adalah seperti pembukaan (ahan pada hulu sungai yang
menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Hal tersebut mengakibatkan
pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhimya
menjadi pemicu terjadinya banjir di daerah ini. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada
sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan

memperlambat dan menyumbat aliran air.



Peristiwa banjir yang terjadi di Kota Padang pada 2004/2005 ini cenderung meningkat dan semakin meluas.
Hal ini tentu bakal menimbulkan berbagai macam kerugian . Permasalahan ini harus menjadi perhatian oleh
pemerintah dan instansi terkait sebagai pembuat kebijakan serta seluruh masyarakat Kota Padang.

1) Kondisi Lingkungan

Pemmasalahan banjir merupakan fenomena alam dan termasuk bencana geologi yang tidak dapat di
pisahkan dengan masalah lingkungan hidup dan aktifitas manusia. Lokasi, kondisi dan dampaknya dapat
di ketahui dari tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Lokasi Banjir Kota Padang 2005

TINGGI GENANGAN

NO KECAMATAN LOKASI AIR (CM)

1 Padang Selatan Jondul Rawang 0-60
Koto Kaciak
Pasar Gadang

2 Lubuk Begalung Jalan Aru ) 0-50
JI. Parak Laweh Pampangan
Banuaran '
Pagambiran

3 Kuranji JI. M. Yunus 0-50

Simpang Kp. Kalawi
Simpang Balai Baru
Simpang Lapau Manggis

JI. Gunung Sarik

JI. Utama Komplek Taruko
Perum Tarok Indah

JI. Manggis Raya Belimbing
Kawasan Terminal Air Pacah 0-100
Kampung Jambak
Simpang Kalumpang
Lubuk Buaya

Wisma Indah V
Jondul Tabing
Wisma Indah VI
Anak Air

Padang Sarai ’
Olo Nanggalo = ‘ 0-40
Berok Raya
Siteba Raya
J1. Alai Timur 0-50
Gunung Pangilun - lbnu Sina
Belanti Barat

Belanti Timur

Air Tawar Timur

4 Koto Tangah

5 Nanggalo

6 Padang Uiara

e S [ N e L I N o R R LR NF R U RS NN PR NN

Pasar Laban 0-60
Serasah
Cindakir I

7 Bungus Teluk Kabung

W=

Sumber : ESP-Usaid 5 Mei 2004
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Sedikitnya ada empat faktor utama kondisi lingkungan yang memberikan kontribusi signifikan
terhadap terjadinya banjir di Kota Padang, yaitu : iklim, kondisi sungai, saluran drainasc dan

peruntukan lahan.
a. Iklim

Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Seperii diketahui
bahwa Kota Padang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan sangat tinggi. Pada tahun 2005 curah hujan
tahunan mencapai 5.152 mm dengan jumiah hari hujan 172 (Tabel SDA 5.2) Kondisi curah hujan terschut
jauh melebihi pada tahun 2004 sebesar 3.829 mm dan jumlah hari hujan 119.

b. Sungai

Faktor sungai berhubungan dengan kapasitas tampung dan debit aliran. Berdasarkan pada obscivasi
lapangan, kapasitas tampung sungai sangat memprihatinkan terutama pada bagian hilir (down sficam)
sungai Batang Arau telah mengalami pendangkalan dan penyempitan ‘badan sungai akibat tingginya
kandungan sedimen, sampah organik dan an organik, serta dipenuhi oleh guima air pada bagian pinggit
sungai. Kondisi ini menyebabkan daya tampung sungai menjadi terbataé dan potensi fuapan air sungai
meningkat terutama pada kondisi aliran ekstrim. Disamping itu debit aliran Sungai Batang Arau cenderung
meningkat. Pada tahun 2001 dan 2002 debit aliran sebesar 5,49 dan 10, 14 m¥detik, sedangkan pada
(Tabel SDA 3.5) debit aliran pada tahun 2005 sebesar 14,94 m3/detik. Untuk Sungai Batang Kwranji dan
Batang Air Dingin debit aliran rata-rata bulanan tahun 2005 masing masing sebesar 15,10 dan 9,75
m3/detik.

¢. Saluran Darainase

Faktor penyebab utama terjadinya genangan air atau banjir di tengah kota adalah ketersediaan saluran
drainase yang minim. Saat ini ketersediaan saluran drainase yang ada berupa saluran drainase sekunder
sepanjang 27.439 meter dan saluran drainase primer sepanjang 25.832 meter yang melayani areal sekitar
700 ha. Sementara kawasan banjir luasnya mencapai 3.500 Ha. Berdasarkan data tersebut menunjukan
bahwa saluran drainase masih jauh dar yang diharapkan, yakni 20 % dari kebutuhan, sehingga masih
banyak kawasan rawan banjir yang belum terbebaskan. Kondisi ini diperparah lagi oleh perilaku manusia,
terutama saluran drainase yang melalui pemukiman padat penduduk yang menjadikan saluran drainase
tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Di samping itu tidak singkronnya saluran drainase dar
suatu kawasan ke kawasan pemukiman lainnya, yang mengakibatkan air tidak menemukan tempat

pembuangan akhir.

d. Peruntukan Lahan



Perubahan peruntukan lahan akan berpengaruh terhadap aliran permukaan dan kemampuan resapan air ke
dalam tanah. Perubahan peruntukan lahan dari areal bervegetasi menjadi areal terbangun secara nyata
akan memperbesar aliran dan genangan permukaan. Perubahan ini cenderung meningkat setiap tahunnya
sejalan dengan kebutuhan atau pembangunan kawasan untuk pemukiman dan bangunan Untuk fasilitas
lainnya seprti yang terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Bangunan di Kota Padang.

" 2003 2004

No Jenis Bangunan
(unity (unit)

Rumah tempat tinggal

1 “REI

“Non REI

13(849)

543

9(732)

599

Ruko / Usaha dagang

102

136

Usaha Industri

3

Usaha Jasa

14

Sosial Pendidikan

13

17

D |onl el

Sosial Ibadah 4
Panti Asuhan -

Kantor / Aula - -
Kantor Swasta 9 17
Kantor Pemerintah 13 6

Lain-lain/Gudang - 32

wlaleletw
P =)

Sumber : DTRB Kota Padang 2003. Ket : (-) Data tidak tersedia

Dari Tabel 3.2 diatas terlihat bahwa penambahan peruntukan lahan ditujukan untuk pembangunan rumah
tempat tinggal, ruko/usaha dagang dan bangunan untuk fasilitas lainnya. Pada umumnya lahan-lahan untuk
pembangunan tersebut adalah lahan-lahan pertanian yang dapat dikonversi, atau lahan lahan yang tidak
produktif lagi. Perubahan guna lahan secara umum untuk peruntukan rumah tempat tinggal, baik yang
dibangun dalam bentuk RE! maupun non REI. Peningkatan secara nyata juga terfihat untuk jumlah
bangunan Ruko/usaha dagang, bangunan social pendidikan dan Igantor swasta, serta lain lain/gudang.
Penambahan ini sudah tentu akan mengurangi kapgsitas resapan air oleh tanah, sehingga memberikan

peluang terjadinya aliran permukaan dan genangan.

.

2) Tekanan dan Dampak

Banjir sepertinya sudah akrab dengan Kota Padang, dan hampir setiap tahun daerah ini dilanda banjir.
Daerah yang merupakan langganan banjir di wilayah ini pada umumnya adalah daerah kerendahan,
cekungan dan daerah pinggiran sungai. Berdasarkan terminologi banjir, banjir yang terjadi di Kota Padang
dapat dibedakan atas dua jenis yaitu Banjir genangan yang disebabkan terjadinya genangan pada suatu
areal akibat dari hujan deras, yang tidak dapat mengalir, dan lambat keluar dari areal tersebut dan banjir
luapan sungai/kiiman yang berasal dan hujan deras yang turun di bagian hulu DAS yang menggenangi



dataran rendah yang telah dimanfaatkan dan semula merupakan dataran banjir (flood plain). Pada
umumnya banjir di Kota Padang tergolong pada banjir genangan. Sebagai contoh adalah lokasi banjir yang
tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan data dari ESP-USAID pada tanggal 5 Mei 2005 terjadi banjir, dimana terdapat genangan air
pada beberapa ruas jalan protokol di pusat Kota Padang. Titik rawan banjir masih wilayah Koto Tangah
seperti di kelurahan Anak Air, Simpang Kalumpang, Pasir Jambak dan Kp. Jambak Lubuk Buaya. Rata-rata
ketinggian air di lokasi banjir berkisar antara 0 1 m. Disamping itu wilayah yang rawan banjir adalah
Kecamatan Padang Selatan sperti Jondul Rawang dan Koto Kaciak dengan ketinggian genangan 0 - 60
Cm.

Berpedoman pada * Catalogue of Landforms for indonesia {Dessaunattes, 1977), wilayah dataran rendah
Kota Padang tergolong kepada sistim aluvial (Alluvial plain) dan dataran banjir (Flood Plain) yang terbentuk
dari bahan endapan sungai (Recent Deposits) dari luapan luapan sungai Batang Arau, Batang Kuranji,
Batang Air Dingin dan Batang Kandis pada periode Kuarier (Qal). Sebagai kawasan yang dekat dengan
pantai dan pengaruh pasang air laut, sangat rawan dengan banjir, karena dikepung dari kedua arah, di
sebelah barat dari laut dan di sebelah timur dari hulu sungai.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan kota, pemukiman dan areat usaha memasuki areal dataran banjir
yang sebenamya diperiukan untuk tempat penampungan air banjir sementara sebelum mengalir ke doerah
tampungan alami (Retarding Basin), atau ke laut. Semakin luas areal dataran banjir ditempati manusia, hat
ini menjadikan masalah banjir pun semakin meningkat. Selanjutnya kondisi tersebut di atas lebih di

perparah dengan adanya beberapa faktor dibawah ini :

a. Posisi geografis Kota Padang yang terletak di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis basah
dengan curah hujan yang tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2005 rata-rata curah hujan {ahtinan
mencapai 5.025 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 172. Distribusi curah hujan merata

sepanjang tahun dengan jurnlah bulan basah lebih dari 10 bulan (Tabel SDA 5.2).

b. Pengaruh pasang air laut akibat kondisi topografi wilayah pesisir pantai yang kerendahan,
mempunyai elevasi min. 0,5 diatas permukaan laut. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya
“back water” pada sungai akibat pasang air laut, sehingga bagian muara sungai berpotensi menjadi

sasaran luapan sungai terutama pada saat musim penghujan.

c. Perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan

“surface run off  (erosi permukaan tanah). \



Perubahan peruntukan lahan akan berpengaruh terhadap aliran permukaan dan kemampuan resapan air ke
dalam tanah. Perubahan peruntukan lahan dari areal bervegetasi menjadi areal terbangun secara nyata
akan memperbesar aliran dan genangan permukaan. Perubahan ini cenderung meningkat setiap tahunnya
sejalan dengan kebutuhan atau pembangunan kawasan untuk pemukiman dan bangunan Untuk fasilitas
lainnya seprti yang terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Bangunan di Kota Padang.

No

-

Jenis Bangunan

1

2003

funit)

2004

(unit)

Rumah tempat tinggal

‘REI

*Non RE|

13(849)

543

9(732)

599

Ruko / Usaha dagang

102

136

Usaha Industri

3

2

Usaha Jasa

14

6

Sosial Pendidikan

13

17

Sosial ibadah

4

1

= H ] [ N TN | N

Panti Asuhan

Kantor / Aula

Kantor Swasla

17

o
-

Kantor Pemerintah

6

Lain-lain/Gudang

32

Sumber : DTRB Kota Padang 2005. Ket : (-) Data tidak tersedia

Dari Tabel 3.2 diatas terlihat bahwa penambahan peruntukan lahan ditujukan untuk pembangunan rumah
tempat tinggal, ruko/usaha dagang dan bangunan untuk fasilitas {ainnya. Pada umumnya lahan-lahan untdk
pembangunan tersebut adalah lahan-lahan pertanian yang dapat dikonversi, atau lahan lahan yang tidak
produktif lagi. Perubahan guna lahan secara umum untuk peruntukan rumah tempat tinggal, baik yang
dibangun dalam bentuk REl maupun non REI. Peningkatan secara nyata juga terlihat untuk jumiah
bangunan Ruko/usaha dagang, bangunan social pendidikan dan kantor swasta, serta lain lain/gudang.
Penambahan ini sudah tentu akan mengurangi kapgsitas resapan air oleh tanah, sehingga memberikan

peluang terjadinya aliran permukaan dan genangan.

2) Tekanan dan Dampak

Banjir sepertinya sudah akrab dengan Kota Padang, dan hampir setiap tahun daerah ini dilanda banjr.
Daerah yang merupakan langganan banjir di wilayah ini pada umumnya adalah daerah kerendahan,
cekungan dan daerah pinggiran sungai. Berdasarkan terminologi banjir, banjir yang terjadi di Kota Padang
dapat dibedakan atas dua jenis yaitu Banjir genangan yang disebabkan terjadinya genangan pada suatu
areal akibat dari hujan deras, yang tidak dapat mengalir, dan lambat keluar dari areal tersebut dan banjir

luapan sungai/kiiman yang berasal dar hujan deras yang turun di bagian hulu DAS yang menggenangi



dataran rendah yang telah dimanfaatkan dan semula merupakan dataran banjir (flood plain). Pada
umumnya banjir di Kota Padang tergolong pada banjir genangan. Sebagai contoh adalah lokasi banjir yang
tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan data dari ESP-USAID pada tanggal 5 Mei 2005 terjadi banijir, dimana terdapat genangan air
pada beberapa ruas jalan protokol di pusat Kota Padang. Titik rawan banjir masih wilayah Koto Tangah
seperti di kelurahan Anak Air, Simpang Kalumpang, Pasir Jambak dan Kp. Jambak Lubuk Buaya. Rata-rata
ketinggian air di lokasi banjir berkisar antara 0 1 m. Disamping itu wilayah yang rawan banjir adalah
Kecamatan Padang Selatan sperti Jondul Rawang dan Koto Kaciak dengan ketinggian genangan 0 - 60
Cm.

Berpedoman pada “ Catalogue of Landforms for Indonesia {Dessaunattes, 1977), wilayah dataran rendah
Kota Padang tergolong kepada sistim aluvial (Alluvial plain) dan dataran banjir (Flood Plain) yang terbentuk
dari bahan endapan sungai (Recent Deposits) dan luapan luapan sungai Batang Arau, Batang Kuranii,
Batang Air Dingin dan Batang Kandis pada periode Kuarier (Qal). Sebagai kawasan yang dekat dengan
pantai dan pengaruh pasang air laut, sangat rawan dengan banjir, karena dikepung dari kedua arah, di
sebelah barat dari laut dan di sebelah timur dari hulu sungai.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan kota, pemukiman dan areal usaha memasuki areal dataran banjir
yang sebenamya diperlukan untuk tempat penampungan air banjir sementara sebelum mengalir ke doerah
tampungan alami (Retarding Basin), atau ke laut. Semakin luas areal dataran banjir ditempati manusia, hal
ini menjadikan masalah banjir pun semakin meningkat. Selanjutnya kondisi tersebut di atas lebih di

perparah dengan adanya beberapa faktor dibawah ini :

a. Posisi geografis Kota Padang yang terletak di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis basah
dengan curah hujan yang tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2005 rata-rata curah hujan {ahunan
mencapai 5.025 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 172. Distribusi curah hujan merata
sepanjang tahun dengan jurnlah bulan basah lebih dari 10 bulan (Tabel SDA 5.2).

b. Pengaruh pasang air laut akibat kondisi topografi wilayah pesisir pantai yang kerendahan,
mempunyai elevasi min. 0,5 diatas permukaan laut. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya
“back water” pada sungai akibat pasang air laut, sehingga bagian muara sungai berpotensi menjadi

sasaran luapan sungai terutama pada saat musim penghujan.

¢. Perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan

“surface run off “ {erosi permukaan tanah). \



d. Pendangkalan pada dasar sungai karena sedimentasi dari erosi permukaan, longsoran tebing sungai
dan bahan-bahan lepas lainnya. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai akan mengurangi

kapasitas tampung sungai.

e. Pembuangan sampah secara kurang tertib pada saluran-saluran drainase dan pada surgai, hal ini

akan memperlambat gerakan air.

Kota Padang yang memiliki luas 69.496 ha, dari luas tersebut 3.500 ha, merupakan kawasan yang sangat
rentan terhadap banjir, sekitar 50% adalah merupakan kawasan pemukiman. Banjir yang mendera Kota
Padang setiap tahunnya terus cenderung meningkat. Pada tahun 2005 lokasi banjir terdapat pada 7
(sepuluh) kecamatan yaitu :, Padang Utara, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, ,
Kuraniji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung.

3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Keg;'aatan pengendalian banijir (flood mitigation) di Kota Padang sebenamya telah dimulai sejak zaman
pemeﬁntahan Hindia Belanda tahun 1918, saat itu membangun banjir kanal dan pembagian air suitgai
Batang Arau untuk mengamankan daerah Pasar Mudik, Palinggam dan Seberang Padang dari genangan
banjir. Respons Pemerintah Kota Padang dalam pengendalian banjir dimulai pada tahun 1992 sampai
2001. Bantuan teknis diberikan oleh pemerintah Jepang melalui Japan Infemational Cooperation Agency
(JICA), dan pinjaman dana Overseas Economy Cooperation fFund (OECF). Objek utama adalah
penanganan sungai-sungai Batang Arau, Batang Air Dingin, Batang Kuraniji, Batang Jirak, Batang Belimbing
dan Batang Laras sepanjang 21,11 km, rehabilitasi drainase Purus, Ulak Karang sepanjang 8,22 km dan
normalisasi banijir kanal sepanjang 6,8 Km. Selanjutnya pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Sumberdaya
Air (PSDA) Propinsi Sumatera Barat melalui pemerintah pusat permintaan dana bantuan OECF Jepang
paket lll Proyek Pengendalian Banijir di Kota Padang untuk normalisasi sungai Batang Anai dan Batang
Kandis dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah kecamatan Koto Tangah. Upaya pengendalian
banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang mengact pada Peraturan Pemerintah No. 35
tahun 1991 tentang Sungai dan Aspek Pembinaan Sungai. Aspek pembinaan sungai tersebut terdiri dari :
perlindungan siingai, pengembangan sungai, penggunaan sungai dan pengendalian sungai. Penanganan
banjir luapan/kiiman dengan mengupayakan agar air banjir tidak meluap keluar dari sistim sungai yang
bersangkutan yang telah dilengkapi dengan suatu sistim pengendali banjir. Adapun komponen utama

bangunan/ pekerjaan pengendalian banijir luapan adalah :
a. Tanggu! banjir yang dibangun di sepanjang kiri dan kanan sungai batang Kuranii bagian hilir.

b. Perbaikan alur sungai dengan pelebaran, pendalaman dan pelurusan pada bagian hiiir sungai
Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Air Dingin dan Batang Belimbing. '



¢. Bangunan jefty pada muara sungai Batang Air Dingin dan perbaikan muara sungai tetap terbuka
untuk memperiancar aliran baniir, seperti muara sungai Batang Kuranji.

d. Retarding basin untuk parkir air sementara di Ulak Karang.

Penanganan banjir genangan/iokal dilakukan dengan komponen utamanya. Meskipun kebijakan pemerintah
dalam pengendalian banijir telah dilakukan secara terstruktur, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan
hasil yang optimal karena masih banyak kawasan yang belum terbebaskan dari banjir. Hal ini dapat
dimaklumi karena komponen utama pengendalian banjir jumlahnya sangat terbatas, terutama sistim

drainase kota, baik drainase primer; sekunder dan tersier.

Respon masyarakat dalam penanggulangan banjir masih saja rendah. Masih banyak warga masyarakat
memanfaatkan sungai dan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Upaya
pemerintah kota secara persuasif agar warga kota ikut berpartisipasi dalam pengendalian banjir sampai
saat ini masih tetap diupayakan mqlai dari pemerintah kota sampai ke tingkat Kelurahan.

3.1.2. Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan

Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara
bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga
mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, hal ini akan menambah lahan kritis di Kota Padang.
Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan segala kebijakannya,

akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab segenap unsur masyarakat di Kota Padang.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas
mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kota Padang. Sesuatu yang dikhawatirkan dimasa yang
akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan
pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti Pembukaan lahan berpindah,
kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, pedagangan ataupun jasa masih banyak yang
belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi
areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan

sistim ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperiuan pertanian dan kawasan terbangun.

Berdasarkan data yang didapat, iuas kawasan hute;n Kota Padang sebesar 36.500,24 ha dan kawasan tidak
hutan sebesar 32.995,76 ha. Dari luas tersebut berdasarkan data yang terhimpun 3,090 ha atau sekitar
5,46% dari luas kawasan hutan tersebut berada dalam kondisi kritis, sementara luar kawasan hutan 5,400
ha atau sekitar 16,36% dalam kondisi kritis. Diperkirakan dalam tahun 2004/2009, juga terjadi perubahan

pemanfaatan lahan yang cukup signifikan. .



Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih
fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan
kegiatan lainnya, seperti halnya pada kawasan-kawasan di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk
Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula
mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (cafchment area) Kota
Padang yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan
untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan
yang tidak memperhatikan konse?vasi lingkungan masih cenderung untuk terus bedambaf\ di Kota Padang.
Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan.
Keadaan ini sudah sepantasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang. Oleh

sebab itu, pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.
1) Kondisi Lingkungan

Kota Padang dengan luas 69.496 ha mempunyai ahan kritis seluas 6.410 ha atau 12,22 % dari luas Kota
Padang. Perincian luas lahan kritis tersebut di dalam kawasan hutan 1.410 ha dan di luér kawasan hutan
5.000 ha (Tabel SDA 1.6). Berpedoman pada luas kawasan hutan Kota Padang (Tabel SDA 2)
menunjukan bahwa luas hutan (hutan lindung dan hutan konservasi adalah 36.500,24 ha dan areal non
hutan 32.995, 76 ha. Dari luas kawasan hutan tersebut 5,46 % berada dalam kondisi kritis, sedangkan
untuk kawasan non hutan sebesar 16,36 %. Penyebaran lahan kritis di dalam kawasan hutan terdapat di
Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung yang
meliputi 6 daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Batang Arau, DAS Batang Kuranji, DAS Batang Air Dingin,
DAS Batang Kandis, DAS Batang Air Timbalun dan DAS S.Pisang. '

Secara geomorfologis, kondisi alam wilayah Kota Padang merupakan dataran rendah yang terdiri dari
dataran pantai dan dataran aluvial, serta wilayah perbukitan. Daégah perbukitan mempunyai kem,in'ngan
lereng yang bervariasi, dan hampir 65% daerah perbukitan tersebut mempunyai kemiringan agak curam
( Tabel SDA 1.3 ). Berdasarkan pada kondisi tanéh, wilayah Kota Padang terdapat 6 jenis tanah yaitu :
Aluvial, Regosol, Organosol, Podsolik, Latosol dan Andosol ( Tabel SDA 1.2). Pada dataran rendah
terdapat jenis tanah Aluvial, Regosol dan Organosol, sedangkan pada daerah perbukitan didominasi oleh
jenis tanah Podsolik, dan Latosol. Seperti diketahui jenis tanah Podsolik dan Latosol ini tergolong peka
terhadap erosi. Disamping itu tanah ini juga mempunyai tingkat kesuburan rendah yang dicirikan dengan pH
tanah yang asam, kandungan unsur hara dan bahan organik rendah, serta kemampuan tanah untuk
meloloskan dan menyimpan air rendah. Pada umumnya lahan kritis di wilayah Kota Padang tersebar pada

kedua jenis tanah ini.



Terjadinya erosi tanah merupakan tahap awal proses degradasi lahan yang selanjutnya akan menjadi lahan
kritis. Di samping faktor kecuraman lereng dan kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas tanah), di daerah
tropis basah faktor curah hujan (erosivitas hujan) memberikan kontribusi yang nyata terjadinya erosi. Dari
data curah hujan yang tertera pada (Tabel SDA 5.2) menunjukan bahwa curah hujan di wilayah Kota
Padang dapat mencapai 5.000 mm per tahun, dengan intensitas hujan yang tinggi maka potensi terjadinya
erosi tergolong tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya lahan kritis adalah faktor manusia dalam
hal pengelolaan lahan. Prakiek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan
pelestarian sumberdaya lahan akan mempercepat terjadinya erosi (accelerated erotion) dan penurunan
kualitas lahan. Kondisi ini dapat dilihat pada kegiatan budidaya pertanian di dareah perbukitan di
Kecamatan Koto tangah, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilangan, Lubuk begalung dan Bungus Teluk Kabung.

Beberapa faktor penyebab terjadinya lahan kritis adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Cara ini akan mempercepat degradasi lahan karena
kerusakan sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

2. Praktek pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga menyebabkan

kemerosotan kesuburan tanah secara drastis.

3. Perladangan berpindah yang sampai saat ini masih saja berlangsung. Perladangan berpindah
merupakan bentuk kegiatan pertanian yang bersifat tradisionil dan termasuk salah satu penyebab

timbulnya lahan kritis.

4. Kegiatan pertanian yang menguras unsur hara tanaman tanpa dilakukan pemberian masukan
(input), seperti pemupukan, baik pupuk organik maupun pupuk an organik.

2) Tekanan dan Dampak

Pada umumnya sebaran lahan kritis yang terdapat di wilayah Kota Padang berada pada areal perbukitan,
dimana areal perbukitan tersebut merupakan daerah hulu dari daerah tangkapan air (DTA) atau daerah
aliran sungai (DAS) yang ada di Kota Padang. Dampak dari keberadaan lahan kritis tersebut akan
berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis wilayah DAS. Kondisi ini dapat dilihat sepanjang tahun
2003-2005, tiga sungai utama yang ada di Kota Padang yaitu Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air
Dingin menunjukan nilai koefisien run off (c) dan Koefisien Region Sungai (KRS) tergolong tinggi, sehingga
dapat dikatakan kondisi ketiga DAS tersebut berada pada kondisi buruk (Tabel SDA 3.2 dan 3.3).

Dampak lain dari keberadaan lahan kritis tersebut dapat dilihat ketika terjadi hujap diatas normal pada
wilayah DAS bagian hulu. Pada kondisi ini debit sungai relatif lebih tinggi dan disertai wama air yang keruh
oleh bahan bahan sedimen, yangsefanjutnya bahan bahan sedimen tersebut akan diendapkan di sekitar



muara sungai. Kondisi yang ekstrim dapat dilihat pada muara sungai Batang Arau, dimana telah terjadi
pendangkalan dan banyak tumpukan bahan-bahan sedimen pada bagian pinggir sungai. Hal ini jefas akan
mengurangi kapasitas tampung sungai dan penyempitan badan sungai.

3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Untuk pemulihan lahan kritis tersebut, Pemerintah pada tanggal 21 Januari 2004 telah mencanangkan
upaya rehabilitasi lahan kritis melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
Target luas GNRHL wilayah Kota‘Padang tahun 2003-2004 dalam kawasan hutan seluas 400 ha (Hutan
Lindung 300 ha dan hutan Konservasi 100 ha) dan diluar kawasan hutan seluas 240 ha, sehingga secara
keseluruhan luas lahan kitis yang akan direhabilitasi 640 ha. (Anang, 2004).

Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan GNRHL, pemerintah telah menggunakan pendekatan melalui
pemberdayaan masyarakat (community empowermenf). Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah juga
telah melakukan penyuluhan dan meneiapkan pendamping untuk keberhasilan program GNRHL tersebut.
Sebagai salah satu insentif untuk mepdorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan yang
dikuasainya, maka disamping jenis kayh-kayuan jenis yang akan ditanam di luar kawasan hutan adalah
jenis tanaman serbaguna MPTS (Multipurpose Tree Species) atau Tanaman Unggul Lokal (TUL).

3.1.3  Sungai

Di Kota Padang terdapat 21 buah sungai (Tabel SDA 3.4) dan lima buah diantaranya termasuk berukuran
besar seperti Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Aia Penyalinan (Air Dingin), dan Batang Kandis serta
Batang Timbalun. Di sepanjang DAS s.ungai di atas banyak bermmuara anak-anak sungai baik berukuran
kecil atau agak besar. Badan sungai yang berukuran besar di atas secara umum tampak membuijur dari
arah Timur Kota Padang ke arah Barat dengan melalui Kecamatan yang berbeda. Sungai Batang Arau
membujur dari Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai hulunya dan melewati Kecamatan Lubuk Begalung dan
Padang Barat. Sungai Batang Kuranji membujur dari Kecamatan-Pauh sebagai hulunya dan melewati
Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Kecamatan Padang Utara. Sungai Air Dingin sefuruh badan sungainya
terdapat dalam wilayah Koto Tangah dan Batang Kandis sebagjan hulunya terdapat dalam wilayah Padang
Pariaman dan selebihnya badan sungai terdapat dalam wilayah Koto Tangah. Serta Batang Timbalun

mengalir dari arah utara ke selatan dalam wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Di sepanjang DAS sungai di atas dari hulu sampai muara terdapat berbagai kegiatan manusia. Secara
langsung, bentuk kegiatan tersebut adanya aktivitas pertanian, perikanan, industri, penambangan galian C
(sirtukil), PDAM, PLTA dan transportasi air (kapal/perahu Nelayan). Secara tidak langsung, sungai juga
digunakan sebagai tempat menampung limbah dari berbagai bentuk aktivitas seperti pemukiman, pasar,
bengkel (workshop), rumah sakit, perhotelan, industri (pabrik), dan pertambangan galian C. Limbah tersebut



masuk ke sungai baik langsung, melalui saluran atau melalui drainase kota. Akibatnya, sungai di atas

secara umum telah dan sedang mengalami pencemaran.

Yang dimaksud dengan pencemaran sungai dalam hal ini adalah masuk dan dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sungai, sehingga kualitas air sungai
tersebut menjadi turun dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Terjadinya pencemaran air
sungai merupakan salah satu efek sampingan dari peningkatan jumlah penduduk, perkembangan teknologi
dan industri serta efek samping dari penggunaan sumber daya alam yang kurang ramah lingkungan.

Peningkatan sektor industri di Kota Padang sesungguhnya telah memberi konstribusi yang besar terhadap
PDRB Kota Padang dan penyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun sebaliknya,
keberadaan indsutri-industri tersebut juga memberikan tekanan terhadap lingkungan sungai yang
bersepadan dengannya. Berbagai macam hasil sampingan dari industri di atas, seperti limbah padat dan
cair akan dapat mencemar air sungai, jika tidak dikelola dengan baik. Disamping itu, berkembangnya
industri, juga telah mendorong penggunaan sumberdaya alam (SDA) yang lebih banyak sehingga cadangan

SDA yang tersedia cenderung makin berkurang. !

Pencemaran terjadi karena kurangnya kesadaran dan kearifan manusia sebagai pelaku dari suatu kegiatan
untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Alokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha
dalam mengendalikan dan mengelola lingkungan masih bersifat insidentil karena belum dimasukkan dalam
struktur anggaran perusahaan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
fingkungannya dan terbatasnya prasarana pengelolaan lingkungan yang tersedia akan dapat mendorong

terjadinya pencemaran dalam wilayah sungai dan lingkungan lainnya.

1) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan bentuk dan jumlah kegiatan manusia di sempadan sungai / DAS di atas, tampak bahwa pada
tahun 2005 ini sungai Batang Arau masih menunjukan kondisi pencemaran ringan sampai berat. Indikator
telah terjadinya pencemaran air pada sungai di atas dapat diamati secara fisik dan kimia. Secara fisik
tampak dengan adanya siltasi (pelumpuran dan sedimentasi) yang ditunjukkan oleh adanya delta-delta kecil
(agradasi) serta gulma air dalam badan sungai di‘beberapa tempat terutama di daerah tengah (midareas)

dan muara sungai. Selanjutnya air sungai sangat mudah keruh pada saat hujan tidak terlalu besar.

Secara kimia tampak dari beberapa parameter seperti nilai Coliform, dan coli tinja (Tabel SDA 3.6), BOD,
COD, POs, Amoniak, minyak/lemak, Kandungan bahan padatan tersuspensi (TSS), serta beberapa jenis
logam berat terutama oleh Zn dan Cu. Nilai parameter di atas tampak telah berada di atas nifai baku mutu



kualitas air, seperti tertuang dalam PP no 82 tahun 2001 dan SK Gubemur Sumatera Barat No. 660-31-33
tahun 1996.

Adanya bahan pencemar di atas di dalam badan air yang ada akan dapat menguras kandungan oksigen
terlarut, bahkan ke arah muara sungai Batang Arau sudah mencapai batas kritis, yaitu sekitar 4 ppm.
Kondisi ini tentu akan dapat mengganggu berbagai proses kehidupan dalam perairan tersebut dan
mengurangi kemampuan air sungai untuk memulihkan dirinya secara alamiah. Oksigen dalam perairan
selain dimanfaatkan untuk proses respirasi berbagai biota air secara umum, tetapi secara kimia juga terjadi
berbagai proses oksidasi bahan dalam badan perairan tersebut .

Berdasarkan PP No 82 tahun 2001 dan PSDA Sumbar (2004) bahwa air sungai Batang Arau setelah Pabrik
Karet di daerah Lubuk Begalung sampai Muara sudah mengalami pencemaran berat atau termasuk
kategori air sungai kelas 3. Hampir semua anak-anak sungai yang bermuara di Batang Arau juga telah
menunjukan kondisi air yang tercemar untuk parameter TSS dan mikrobiologis. Sementara sungai-sungai
lainya seperti Batang Kuranii, dan Batang Air Dingin telah mengalami pencemaran secara mikrobiologis dan
bahan padatan tersuspensi atau sedimentasi (PSDA Sumbar, 2005), sedangkan Batang Kandis belum
diperoleh datanya, namun berdasarkan pengamatan secara visual sungai ini juga menunjukkan kondisi
yang hampir sama dengan kondisi Batang Air Dingin, karena sungai ini hanya menerima limbah dari
aktivitas rumah tangga, pertanian dan akibat kerusakan DAS. Sedangkan Batang Arau termasuk sungai
memiliki DAS yang sangat padat dengan berbagai aktivitas manusia dari daerah hulu sampai muara

sungainya.

Pada bagian DAS hulu Batang Arau (Lubuk Paraku, Gadut, Bukit Ngalau, Karang Putih) telah terdapat
aktivitas penambangan, persawahan, petemakan, Industri Semen dan Industri Kecil (LIK), Pasar dan

pemukiman serta tempat penampungan sementara batubara dan tempat pencucuian mobil; bagian tengah ‘
terdapat aktivitas pemukiman, pertanian, Industri Karet, dan bagian hrhr padat dengan pemukiman dan
aktivitas perkotaan (Pasar, Kesehatan / Rumah Sakit, bengkel/workshop, dan perhotelan) dan transportasn
laut (kapal penumpang dan perahu nelayan). Hasil sampingan dari aktivitas tersebut ada yang di buang
langsung ke sungai atau tidak langsung melalui anak sunggai/ saluran /kanal/ drainase Kota sebagian

besamya bermuara di Batang Arau.

Hampir kurang lebih 114 buah perusahaan termasuk industri, Rumah Sakit dan perhotelan terdapat di Kota
Padang (Bapedalda Kota Padang, 2005). Sebagian besar kegiatan tersebut berada pada daerah
sempadan sungai dan anak sungai yang ada terutama Batang Arau. Buangan dar kegiatan di atas
seharusnya tidak melebihi nilai baku mutu effluent yang telah ditetapkan seperti Kepmen LH No.
51/MENLH/10/1995 untuk limbah cair industri dan hotel, Kepmen LH No. 58/MENLH/12/1995 Limbah cair
Rumah Sakit serta SK Gebemur Sumatera Barat No. 660-1-614 tahun 1997 tentang baku mutu limbah cair



industri karet (Bapedalda kota Padang, 2003). Dari kenyataan yang ada, tampak bahwa sebagian besar
effluent dari pabrik Seng (Tabel SDB 7.3 ) dan Rumah Sakit (Tabel SDB 7.2) menunjukan parameter limbah
cair dari IPALnya seperti TSS, BOD dan COD masih melebihi baku mutu limbah cair (BMLC). Kondisi
memberikan dampak terhadap tingginya konsentrasi polutan dari parameter di atas di dalam sungai yang
ada. Untuk itu, kedepan monitoring buangan industri tidak hanya mengamati proses IPAL dan kualitas
effluentnya, tetapi juga menghitung beban pencemar dari masing-masing industri tersebut ke sungai yang

dicemarinya.

Berdasarkan parameter kimia effluent yang diperoleh, tampak bahwa ada proses pengolahan limbah
perusahaan dan Rumah Sakit yang tergolong relatif baik, namun sebagian besar ada juga yang relatif jelek
untuk beberapa parameter. Pada umunya proses buangan Perusahaan/ industri yang tergolong jelek
mungkin disebabkan oleh kapasitas IPAL yang tidak sesuai dengan produksi fimbahnya, kualitas bahan
bakunya (seperti BOKAR untuk pabrik karet) yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan SNI Bokar
(Bapedalda Kota Padang, 2003) sehingga membutuhkan proses pengolahan yang lebih panjang dan lama
serta mahal serta mungkin juga belum memiliki IPAL dan dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL atau
DPL). Oleh karena itu, optimalisasi pengolahan limbahnya dan penerapan/kewajiban memiliki dokumen
lingkungan (UKL/UPL, AMDAL atau DPL) untuk setiap bentuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan
dampak pada lingkungan sudah sewajamya diimplentasikan secara tegas di masa datang.

2) Tekanan dan Dampak

Terjadinya penurunan kualitas air (pencemaran) dalam wilayah Kota Padang disebabkan oleh banyak
penyebab/tekanan. Penyebab tersebut bervariasi untuk setiap macam ekosistemnya, seperti untuk
pencemaran 'sungai penyebabnya adalah kegiatan Rumah Tangga / domestik / pertanian / perikanan, .
pasar, industri, workshop / bengkel, rumah sakit, transportasi laut (kapal/perahu nelayan) serta kerusakan
daerah catchment / sempadan dan badan sungai. Dan sungai yang ada, tampak sungai Batang Arau
menunjukan kondisi pencemaran yang paling berat dengan penyebab yang sangat kompleks. Rincian dari
masing kegiatan yang dapat menjadi penyebab pencemaran sungai Batang Arau dan beberapa sungai

utama di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Limbah Rumah Tangga/ Domestik dan Pasar

Hampir sebagian besar sepanjang bantaran sungai dan anak sungai utama di Kota Padang terdapat daerah
pemukiman. Kondisi pemukiman makin lama tampak terus berkembangan sejalan perkembangan teknologi
Real Estat dan pertumbuhan penduduk Kota yang terus meningkat. Masyarakat yang tinggal pada daerah
tersebut tampak sebag.an ada yang menggunakan sungai sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus
(MCK) serta tempat merﬁbuang sampah. Dari perhitungan kasar Bapedalda Sumbar (2001) bahwa di



daerah sempadan sungai Batang Arau terdapat kurang lebih 794 KK yang melakukan akses langsung dan
14.636 KK yang melakukan akses tidak langsung. Jika setiap KK itu memiliki rata-rata 5 jiwa yang
membuang hasil sampingannya berupa limbah cair dan padat ke Batang Arau tentu akan dapat

memberikan beban pencemar ke sungai ini.

Indikasi ke arah tersebut sudah mulai tampak dari tingginya nilai parameter mikrobiologi berupa coliform
tinja dan coliform total (Tabel SDA 3.6). Dari data tersebut tampak bahwa Batang Arau, Batang Kuraniji dan
sungai Air Dingin telah melebihi nilai baku mutu air menurut SK Gubemur Sumbar No 660.31-33-1996.
Sementara untuk sungai lainnya, seperti Batang Kandis dan Batang Timbalun (tidak ada data) diperkirakan
kond[isinya hampir sama dengan Batang Air Dingin. Tingginya kontaminasi air sungai oleh coliform group di
Batang Arau karena telah terjadi penggunaan air untuk ativitas pemukiman (MCK) oleh masyarakat mulai
dari daerah hulu (Ulu Gadut Atas dan Lubuk Paraku) sampai muara. Daerah hulu ini tampak sudah
dijadikan sebagai tempat rekreasi / pemandian yang dikelola masyarakat lokal dan akfivtias lainnya seperti
pertemakan (hulu Sungai Padang Besi) dan penumpukan sementara (stockpile) batubara (Lubuk Paraku)
oleh beberapa pengusaha. Penyebab lain terjadinya pencemaran air adalah kesadaran akan kebersihan
lingkhngan sungai oleh sebagian besar masyarakat masih kurang. Hal ini tampak bahwa lingkungan sungai,
anak sungai dan drainase kota telah dijadikan sebagai tempat membuang limbah padat (sampah) dan

limbah caimya secara langsung, sehingga air sungai mengalami pencemaran.

Berdasarkan prediksi kasar beban pencemaran dapat didekati menggunakan standar WHO untuk limbah
padat dan pendekatan perhitungan NKLD.untuk limbah cair. Berdasarkan standar WHO diatas, kapasitas
prod‘uksi sampah untuk masyarakat menengah ke bawah adalah 250 kg/orang/tahun untuk limbah padat.
Berdasarkan perhitungan di atas dan perkiraan jumlah penduduk di bantaran sungai Batang Arau, maka
80% (mungkin lebih) diantara masyarakat tersebut membuang sampah ke sungai secara langsung
diperkirakan ada sekitar 794 ton /tahun berupa limbah padat; .dan' kontribusi limbah caimya s:ekitar
289,818md/th, COD 174,68 ton/th, TSS 79 ton/th, TDS 144,905 'f:onlth dan N 13,1 ton/th. Hal ini belum
termasuk limbah padat dan cair dari penduduk yang membuang limbah secara tidak langsung yang
diperkirakan ada sekitar 14.635 KK atau setera dengan 73.180-orang (Bapedalda Sumbar, 2001).

Kondisi serupa untuk tahun 2005 ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan
penduduk dan kebutuhan akan lahan perumahan, serta didorong oleh sebagian besar rumah mereka
berada pada daerah sempadan sungai dengan dapumya menghadap ke sungai sehingga buangan rumah
tangga lebih gampang di buang ke sungai, serta kurang rasa kesadaran akan kebersihan sungai dan tidak
menyadari bahaya yang mungkin timbu! akibat perbuatannya. Indikasi ke arah tersebut secara visual sudah
tampak terjadi di muara sungai Batang Arau, karena air sungai tampak sangat kotor (berwa}ma hitam),



banyak tumpukan sampah dan bangkai kapal, serta kadang-kadang dapat menimbulkan bau yang tidak
sedap.

Jika tidak ada penertiban perumahan liar di daerah sempadan sungai dan penyediaan TPS serta mobil
pengangkutan sampah yang mencukupi yang mungkin dapat diakses ke lokasi tersebut, atau jika ada
frekuensi pengambilan sampahnya sangat terbatas disebabkan kekurangan armada dan fenaga, atau
kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kearifan masyarakat tentang kebersihan
lingkugan daerah sepadan sungai, maka beban pencemar dari sektor domestik akan sulit diatasi. Masalah
ini umumnya terjadi di daerah hulu seperti daerah Indarung dan Padang Besi, daerah tengah seperti daerah
Lubuk Begalung (Bt. Arau), Parak Laweh (sepanjang DAS Jirak) dan bahkan ada juga di daerah muara
seperti di daerah Seberang Padang sampai Seberang Palinggam pada bantaran muara Batang Arau.
Kejadian serupa juga mungkin dapat terjadi pada sungai lainnya di Kota Padang, seperti Batang Kuranji,
Batang Air Dingin dan Batang Kandis.

2. Limbah Pertanian & Perikanan

Daerah sempadan sungai utama di Kota Padang sebagian besamya mempai<an daerah pertanian baik
sawah, ladang, bahkan daerah pemukiman dan kegiatan industr. Daerah sempadan sungai tersebut
seharusnya menjadi daerah penyangga sungai, namun saat ini telah banyak berubah fungsi. Hampir 90 %
daerah tersebut merupakan daerah sawah dan sekitar 10 % menjadi areal pemukiman (Bapedalda Sumbar
2003). Untuk menunjang kegiatan pertanian seperti sawah air dan kolam baik air tenang dan deras
menggunakan air sungai dan anak sungai yang ada, sebagian air sungai tersebut ada yang dibuang
kembali ke sungai yang bersangkutan tetapi ada juga ke tempat lain. Untuk meningkat hasit pertaniannya,
para petani telah terbiasa menggunakan pupuk dan pestisida. Bahan pupuk dan pestisida, serta sisa
makanan ikan tersebut sebagian ada yang terbawa bersama air buangannya ke kanal / irigasi / saluran.
Akhimya masuk kembali ke sungai utama berupa bahan terarut baik dalam bentuk Nitrogen dan fosfat

terlarut atau bukan.

Durum (1981) menyatakan bahwa, kurang lebih 10 % N dan 5 % P terdapat dalam limbah cair dan daerah
pertanian yang masuk ke sungai melalui badan air terdekat atau air salurannya. Jika kebiasaan petani
secara umum untuk sefiap kali tanamnya minimal r.nembutuhkan 50 kg N/ha dan 25 kg P/ha dengan masa
tanam dua kali pertahun. Dengan luas daerah pertanian (sawah) di sepanjang DAS Batang Arau ada sekitar
1.334 ha (Bapedalda Kota Padang, 2003) atau total 1.957 ha (Tabel, SDA 3.1). Jika areal tersebut dalam
pengolahannya menggunakan pupuk kimia organik dan anorgnik serta perstisida, dan jika penggunaan
bahan tersebut kurang dikelola dengan bijak, maka air buangan dari areal pertanian, tersebut akan dapat

memicu turunnya kualitas air Batang Arau. Berdasarkan perhitungan Durum (1981) di atas, maka dapat



diperkirakan ada sekitar 13,34 ton N/th dan 3,34 ton P/th masuk ke Batang Arau. Fenomena serupa juga
akan terjadi di sungai Batang Kuranji, Batang Air Dingin, dan Batang Kandis, karena daerah sempadan
sungainya memiliki areal persawahan yang lebih luas dari Batang Arau (Tabel SDA 3.1)

Selain itu, air yang keluar dari areal pertanian kadang-kadang juga membawa bahan tersuspensi seperti
lumpur yang dapat mengeruhkan sungai utama. Kondisi ini tentu juga akan dapat meningkat nilai Nitrogen,
fosfat dan bahan padatan tersuspens (TSS) dan bahan padatan terlarut (TDS) dalam sungai (Tabel SDA
3.6), serta mungkin juga terdapat berbagai bentuk bahan organnochlor /pestisida (belum ada data) dalam
sungai utama dalam Kota Padang. Indikasi kearah tersebut dapat tampak dari tingginya konsentrasi Cu di
daerah muara Batang Arau. Cu juga termasuk senyawa aktif yang umum sébagai penyusun senyawa aktif

dalam berbagai merek pestisida.

3. Limbah Industri dan Aktivitas Workshop, Transportasi Laut Rumah Sakit dan Hotel

Pada beberapa lokasi di daerah sempadan Batang Arau terdapat beberapa industni /pabrik seperti pabrik
semen, pabrik karet dan minyak. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di sub DAS sungai Bangek (anak
sungai Air Dingin) serta di sepanjang sempadan beberapa drainase Kota juga tedapat berbagai aktivitas
workshop (bengkel mobil dan sepeda motor serta tempat pemandian mobil) dan beearapa rumah sakit (M.
Djamil, Reksodiwiryo, Yos Sudarso, Ibnu Sina, dan BMC) serta beberapa hotel.

Effluent dar kegiatan di atas seharusnya telah melalui proses pengolah limbah yang baik sebelum di
buangan ke lingkungan (baik melalui drainase Kota atau ke sungai utama). Berdasarkan monitoring
Bapedalda Kota Padang (2603 dan 2004) ‘dan data PSDA Sumbar (2004) temnyata tidak semua badan
usaha di atas memiliki sistem IPAL yang memenuhi kritenia baik, kadang-kadang IPALnya tidak

dioperasikan secara optimal, bahkan ada pula yang tidak memiliki sistem IPAL atau dokumen pengelolaan '
lingkungan (UKL/UPL, AMDAL atau DPL). Sebagai contoh, sebagian besar kegiatan usaha Pabrik Seng
(Tabel SDB 7.3) dan Rumah Sakit (Tabel SDA 7.2) masih mempedihai!gan buangan limbah caimya melebihi

nilai baku mutu yang telah ditetapkan.

Kondisi ini tentu akan dapat memberikan tekanan terhadap tingginya nilai TSS, TDS, konsentrasi nitorgen.
terfarut, kandungan coliform dan cofi tinja, BOD dan COD dalam sungai yang menerima limbah tersebut.
Bahkan pada beberapa usaha tertentu dapat juga mengkontribusi logam berat (Zn dan Cu) dan ceceran oli.

Hal ini ditunjukan dari beberapa parameter fisika-kimia di atas di daerah muara Batang Arau sudah

melampaui nilai ambang batas (Tabel SDA 3.6).



4. Kerusakan Daerah Catchment, Sempadan Sungai dan Badan Sungai

Ketersediaan air sungai utama dalam Kota Padang secara kuantitas dan kualitas sangat ditentukan oleh
keberadaan dan kondisi daerah catchment hulu/DAS hulunya (Tabel SDA 3.1). Kondisi daerah hulu tersebut
tampak sudah mulai terganggu/ rusak oleh berbagai aktivitas manusia seperti penebangan kayu secara liar,
pembukaan hutan untuk ladang, dan pengambilan Galian C, belum termasuk penambangan liar oleh
masyarakat serta adanya proses pelebaran jalan dan pembukaan lahan untuk areal penampungan
_sementara Batubara. Di samping itu, juga telah terjadi kerusakan pada badan sungai baik pada palung dan
tebing sungai akibat pengambilan galian C atau juga tebing sungai rusak terkikis secara alamiah karena

banjir di daerah hulu dan daerah tengahnya.

Pengambilan sirtukil dalam palung sungai terjadi di sungai Batang Kuranji, yaitu sepanjang 5 km kearah
hulu dan 300 m ke arah muara jembatan dari Bay Pass, dan di sungai Batang Air Dingin sekitar 200 m ke
arah hulu dan muara dar jembatan by pass. Akibatnya, telah terjadi pelebaran badan sungai yang tidak
beraturan dan sungai menjadi dalam pada bagian tertentu serta dapat mengancam keselamatan sarana

vital yang ada seperti jembatan dan bangunan yang ada di sekitamya.

Adanya kerusakan tersebut tentu berakibat pada tingginya konsentrasi TSS di daerah hilimya (Tabel SDA
3.6). Kontribusi bahan tersuspensi tersebut lebih banyak terjadi pada musim hujan akibat erosi permukaan,
sementara pada musim kemarau mungkin berasal dari proses pengambilan sirtukil (bahan galian C) pada
tebing dan palung sungai. Berbagai bahan buangan dari aktivitas di atas akan masuk ke sungai, sehingga
sungai tersebut tidak lagi mampu memulihkan (recovery) dirinya dengan optimal baik secara fisika, kimia
dan biologi. Akibatnya, telah terjadi peningkatan konsentrasi bahan pencemar tersebut ke arah hilimya
sehingga muara sungai menjadi dangkal, berbau tidak sedap dan ada yang berwama hitam seperti terjadi di

muara Batang Arau.

Selain itu, kerusakan daerah tangkapan air di hulu juga dapat menyebabkan jumiah air dalam sungai
tampak makin berkurang atau kadang-kadang sungai menjadi kering pada musin kemarau. Kekeringan
sungai juga terjadi karena banyaknya kepentingan manusia terhadap penggunaan air sungai ini, sementara
tahanan air /cadangan air di daerah hulunya makin berkurang akibat terjadi kerusakan ekosistem catchment
hulunya. Penggunaan air sungai terutama untuk memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan PDAM.
Akibatnya, pada daerah muara Batang Arau menjadi dangkal karena telah terjadi sedimentasi yang tinggi,
dan banyak terjadi gundukan (delta kecil/agradasi) pada bagian daerah tengah sungai (medreas) ini.
Fenomena agradasi sungai ini telah terjadi di daerah Ujung Tanah dan banjir Kanal di Batang Arau, dan

daerah Siteba di Sungai Batang Kuraniji.



bapedalda Kota PYadang ==/

Terjadinya pencemaran air di sungai utama dalam Kota Padang oleh berbagai aktivitas manusia seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya akan dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti seperti
berkurangnya keindahan sungai, terbatasnya persediaan sumber air beréih untuk air minum dan mandi,
serta tidak nyamannya daerah muara untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi air karena air telah berbau
tidak sedap dan berwama hitam. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah: sumber air PADM telah
terkontaminasi oleh bahan pencemar serta jumlah aimya pada musim kemarau sangat kurang dan di musim
hujan mengandung TSS yang tinggi. Akibatnya, proses pengolahan air menjadi makin lama, harga
pengolahannya menjadi mahal dan jumlah air yang dapat diproduksi sangat terbatas, sehingga kebutuhan
air besih yang ada saat ini lebih dari 16.215.227 m? mungkin akan sulit terpenuhi.

Terjadinya sedimentasi yang tinggi akan dapat ditunjukan oleh tingginya nilai TSS ke arah hilir sungai.
Akibatnya, pada daerah agak ke hilir Batang Arau (mulai dari daerah Ujung Tanah sampai Bandar Bakali,
dan Batang Kuraniji daerah Siteba telah terjadi agradasi (peningkatan dasar sungai seperti gundukan/delta)
oleh tumpukan sedimen. Hal ini berpotensi menyebabkan pendangkalan dan penyempitan sungai pada
musim kemarau, sehingga akan dapat menghalangi aktivitas transportasi air (kapal/perahu nelayan) yang
memasuki daerah Muara péda musim panas, dilain pihak juga berpontesi mempercepat luapan sungai

fbanijir jika terjadi curah hujan tinggi pada musim hujan.

Jika kondisi pencemaran ini lebih meningkat lagi di masa datang, maka akan mungkin dapat terjadi
penurunan keragaman hayati dari biota sungai. Beberapa diantara ikan air tawar yang ada yang tidak
menyukai kondisi demikian (Tabe! SDA 6.12) dan terbatasnya jumlah mikroalga air tawar (Tabel SDA 6.2)
sebagai pakan alami untuk ikan dan biota air lainnya, bahkan dapat juga diantara mikroalga tersebut dapat
mempercepat terfjadinya eutrofikasi sungai bersamaan dengan penigkatan biomasa gulma air. Akibatnya,
dapat mempercepat terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai yang dapat membahayakan
kelangsungan kehidupan biota dalam sungai tersebut serta timbulnya bérbagai faktor penyakit.

-

3) Respons Pemerintah dan Masyarakat s

Selama ini upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran air oleh pihak pemerintah Kota
Padang tetap diupayakan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah keharusan pembuatan Dokumen
UKL/ UPL atau AMDAL {Andal, RPL/RKL) kepada sefiap akan didirikan pembangunan yang diperkirakan
memberikan dampak terhadap fingkungan. Upaya lain adalah melakukan monitoring terhadap implementasi
kepedulian pengelolaan lingkungan dari setiap kegiatan usaha baik Pabrik, Rumah Sakit, dan kegiatan

lainya.

Upaya diatas tampak masih bersifat persuasive (Bapedalda Kota Padang, 2004), masih perlu peningkatan

dan dilakukan secara intensif. Kegiatan usaha yang Sistem IPALnya telah melebihi nilai baku mutu



lingkungan masih belum diberlakukan sanksi tegas, apalagi kegiatan yang belum memiliki Sistem IPAL/
dokumen pengelolaan lingkungan. Begitu juga terhadap masyarakat penambang sirtukil pada palung
sungai yang sebagian tidak memiliki izin namun masih belum dilakukan tindakan tegas, walau pada tempat

_ tersebut telah dipasang papan larangan pengambilan sirtukil. Usaha preventif dan kuratif perlu diberiakukan
dengan tegas, untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan pada badan sungai yang ada.

Selain kegiatan di atas, untuk mengurangi beban pencemar dalam sungai dan drainase Kota dari dampak
sedimentasi, baru-baru ini tampaknya telah dilakukan pengerukan sedimen di daerah Muara Batang Arau
untuk merealisasikan Pantai Marina dan pengerukan daerah agradasi (gundukan/delta) kecil dalam sungai
Batang Arau, yaitu sekitar daerah Ujung Tanah, dan bebarapa drainase Kota yaitu drainase Jati. Di samping
itu juga telah dilakukan pengerukan sedimen, pengambilan sampah mengapung, dan penataan perkapalan
di muara Batang Arau serta penataan bangunan liar di sepanjang pantai Padang dan beberapa sempadan
sungai. Kegiatan penataan tersebut dalam upaya mempersiapkan daerah muara Batang Arau sebagai
kawasan Marina dan mewujudkan Program PROKASIH serta merealisasikan pembukaan jalan lingkar
pantai menuju Bandara Ketaping. Sedangkan kegiatan serupa juga telah mulai diberlakukan di bagian hilir

Batang Kuranji, Batang Air Dingin dan Batang Kandis.

Sementara kepedulian individu masyarakat dalam pengelolaan iingkungan dalam hal pengendalian
pencemaran air masih periu ditingkatkan. Kepedulian yang relatif tinggi hanya terjadi untuk masyarakat
yang tinggal di Komplek Perumahan atau dalam Kota atau masyarakat yang jauh dari bantaran sungai. Hal
ini ditunjang karena sebagian besar masyarakat tersebut telah dapat fasilitas pengangkutan oleh mobil
pengangkutan sampah dari Dinas Kebersihan Kota dan telah pula diberi TPS berupa kontainer sampah.

Tidak demikian halnya dengan sebagian besar masyarakat di sepanjang sempadan sungai. Belum semua
bantaran sungai yang ada dapat diakses oleh mobil Dinas Kebersihan Kota Padang, sehingga juga menjadi
kendala dalam pengelolaan/ sampah dan dapat menambah pencemaran perairan. Dengan telah terbukanya
jalan di sepanjang bantaran sungai dalam wilayah kota diharapkan TPS dapat tersedia dalam jumlah yang
cukup sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar dari daerah pantai ke TPA

sampah.

3.1.4 Ekosistem Laut (Pantai dan Pesisir)

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan bagian penting dari Propinsi Sumatera
Barat. Kota Padang dikategorikan sebagai kota pesisir yang terletak di pantai Barat Sumatera dan
berhubungan fangsung dengan Samudera Hindia. Mempunyai garis pantai sepanjang 84 Km (termasuk
pulau-pulau kecil), 19 buah pulau-pulau kecil serta luas lautan yang menjadi kewenangannya adalah 613,2
Km2 . Peraturan Pemerintah No, 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah



merubah wilayah Kota Padang yang luasnya mencakup 694,96 Km? dan bertambah sebanyak 4 mil ke
arah laut dengan panjang garis pantai 76,05 km. Dengan demikian, wilayah Kota Padang tidak hanya
mencakup wilayah daratan saja tetapi juga termasuk wilayah pantai/pesisir laut.

Berdasarkan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 1995, bahwa wilayah pantai atau pesisir
merupakan wilayah yang berada di daerah perairan pantai sampai ke daratan sepanjang 100 m dari titik
pasang tertinggi ke arah darat. Akan tetapi beberapa pendapat juga menyatakan bahwa daerah pesisir
meliputi daerah administratif kelurahan yang terletak di dekat pantai. Dari keadaan fisik demikian secara
administratif dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang 6 kecamatan diantaranya bersentuhan fangsung
dengan pantai yang terdiri dari 22 kelurahanh atau 21,36 % dari 103 kelurahan (Peraturan Daerah No. 6
Tahun 2001).

Secara ekologis, daerah ini memiliki keragaman habitat /kawasan. Ada kawasan pemukiman yang dihuni
sekitar 85 % oleh masyarakat nelayan, juga ada kawasan hutan bakau, perairan pantai dan kawasan
muara sungai (ekosistem estuaria). Hampir sebagian besar kawasan muara sungai di Kota Padang, seperti
muara Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Air Panjalinan (Air Dingin), dan muara Lubuk Buaya (Batang

Kandis) tidak lagi memiliki hutan bakau.

1) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan survey dan data yang ada, wilayah Pesisir atau Pantai Kota Padang memiliki kawasan hutan
manggrove sekitar 120 Ha, terumbu karang 583,65 Ha, Lamun dan rumput laut 77,58 Ha. (Bapedal Kota
Padang, 2003b). Sebagian besar kawasan ini terdapat di sebelah selatan Wilayah Kota Padang. Ekosistem
hutan manggrove ini mengandung berbagai bentuk kehidupan (sumberdaya hayati) baik berupa jenis
karang, kerang, ikan rumput laut, lamun dan berbagai jenis tanaman bakau dan jenis epifit dan liana
lainnya (lihat Bapedalda Kota Padang, 2003b) serta planktonnya (Ramasusanti, 2004 dan Deswandi, 2004).
Sebagian besar sumberdaya hayati ini masih belum banyak diketahui baik jenis maupun manfaatnya secara

ekonomi maupun ekologi untuk menunjang kebutuhan dan kesejahtéféan masyarakat Kota Padang.

Wilayah pesisir adalah identik dengan wilayah nélayan, maka pemenuhan kebutuhan masyarakatnya
sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam laut /perairan pantai yang berdampingan dengan tempat
tinggalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota Padang yang tampak cederung meningkat
(Tabel SDM 1.2 dan 1.3) tentu cenderung diikuti dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Pemenuhan tersebut tentu menggunakan sempadan pantaiflaut. Berapa banyak dan luas daerah pantai
yang telah termanfaatkan belum diperoleh datanya (termasuk jumlah bangunan yang ada sepanjang
pantai). Beberapa diantara rumah/bangunan yang ada tersebut ada yang berada sangat dekat dengan
garis pantai seperti di daerah Teluk Kabung (Bcngus, Pulau Pisang), Gaung, Air Manis, dan Purus dan



muara penjalinan. Tata letak bangunan tesebut sangat rentan dapat memicu tefjadinya erosi dan

pencemaran pantai.

Daerah pantai/pesisir Kota Padang saat ini telah berkembang dengan pesatnya sehingga fungsinya tidak
hanya sekedar menunjang sumber pangan dan tempat berindung nelayan, tetapi juga telah terbangun
fungsi sosial akibat adanya sarana pemukiman dan wisata. Sebagai ibu Koto Propinsi, maka wilayah
pesisir Kota Padang juga tumbuh sebagai fungsi ekonomi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya berbagai
infrastruktur pemiagaan seperti pelabuhan Teluk Bayur, pelabuhan Bungus dan Muara, Depot Pertamina
dan Pasar tradisional Gaung dan Bungus, Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan industri Pabrik Polywood,
serta daerah wisata muara, Air Manis, Gaung, dan Bungus. ‘

Perkembangan yang menggembirakan ini dilain pihak juga akan dapat melahirkan permasalah dan tekanan
terhadap kelestarian fungsi ekosistem pesisir/daerah pantai Kota Padang. Tekanan yang mungkin timbul
antara lain: pendangkalan dan sedimentasi muara sungai, pencemaran perairan pantai (Tabel SDA 1.18),
dan intrusi air laut (belum ada data) serta terbatasnya kawasan hutan bakau dan berkurangnya jumlah
pohon mangrove (Tabel SDA 4.3), terjadinya kerusakan terumbu karang dan hilangnya jenis hewan karang
pada daerah tertentu seperti di pantai Purus (Tabel SDA 4.3. dan 4.4). Peraturan' yang mengatur masalah
ekosistem pesisir/pantai Kota Padang saat ini tampak belum tersedia/ agak lemah, atau kurangnya
patroli/monitoring terhadap kelestarian fungsi ekosistem pesisir, maka pemanfaatan terhadap sumber daya
ekosistem ini akan lebih bebas dan kurang terkendali. Akhimya akan dapat menurunkan kualitas wilayah

pesisir/ pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Indikasi kearah tersebut tampak dari keberadaan hutan bakau dan ekosistem terumbu karang Kota Padang
yang cenderung berkurang dari tehun ke tahun (Bapedalda Kota Padang, 2003). Pengurangan tersebut
karena adanya kemunduran jenis kayu bakau tertentu seperti Rhizophora apiculata dan Ceriops tagal oleh
masyarakat lokal dan pengambilan hewan karang (Acrophora spp) dan kerang (Kima spp) dan Kerang
mutiara (Pinctada spp) secara mekanik serta pengambilan ikan karang dan kerapu dan ikan hias dengan
menggunakan bahan kimia. Hal ini dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal dan atau masyarakat pesisir,

serta oleh masyarakat pengunjung.

Penurunan kualitas wilayah pantai termasuk perairan pantainya, juga disebabkan oleh adanya masukan
bahan pencemar dari muara sungai yang ada. Hal ini tampak dari beberapa parameter TSS (Tabel SDA
3.6) telah metampaui nilai ambang baku mutu air laut. Beberapa lokasi di sepanjang perairan pantai Kota
" Padang merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai utama. Sebagian besar sungai tersebut tampak
telah mengalami penurunan kualitas baik oleh bahan pencemar atau juga oleh TSS dari daerah DASnya
(Tabel SDA 1.12). Nilai TSS dan TDS mencapai lebih 1000 ppm (PSDA Sumbar, 2003 dan 2004). Di



muara sungai Batang Kandis pemah mencapai 5400 mg/l pada tahun 2002 (Bapedalda Kota Padang 2003),
sedangkan baku mutu air untuk parameter ini adalah 1000 ppm.

Secara visual, warna air laut yang berdampingan dengan pantai telah berubah menjadi keruh. Kekeruhan
dan penurunan kuaiitas tersebut terjadi di sekitar mulut muara sungai yang ada, kemudian menyebar ke
perairan laut sekitamya. Penyebab penurunan kualitas tersebut berasal dari sungai dan berbagai aktivitas
manusia di daerah sempadan sepajang perairan pantai ini seperti pelabuhan, industri polywood, Depot
Pertamina, TPl dan parawisata, serta juga adanya masukan dari aktivitas budidya ikan, pemukiman dan
pasar. Kemudian juga berasal dan buangan limbah kapal dagang yang berabuh di Muara Padang dan
Teluk Bayur. (Informasi dari nelayan setempat), Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar parameter limbah

cair dari beberapa kegiatan di atas melebihi nilai ambang (Tabe! SDA 4.2),

2) Tekanan dan Dampak

Daerah pantai dan muara sungai Kota Padang masih belum terpelihara dari kebersihan bangkai
sampan/kapal, sampah di sepanjang pantai Padang, khususnya pada tempat rekreasi, akibat pedagang
makanan, banyaknya pengunjung. Hal ini ada kecenderungan akan terus meningkat dan dapat
menimbutkan dampak yang lebih buruk bila tidak cepat ditanggulangi. Sumber pencemaran lain juga
berasal dari sungai, khususnya batang arau yang membawa limbah yang berasal dari kegiatan penduduk

dan usaha usaha disepanjang DAS Batang Arau.

Kelimpahan jenis plankton di perairan pantai Padang seperti Dinophysis spp, Gymnodium spp Gonyaulax
spp. saat ini masih tergolong rendah, namun suatu saat dengan kondisi perairan pantai yang kurang baik
akan dapat terjadi proses blooming. Jika blooming plankton ini terjadi, akan dapat membahayakan terhadap
biota laut tainnya terutama terumbu karang, ikan dan dapat mengganggu dan merugikan usaha budidaya
perikanan di faut. Kondisi red tide ini sudah pemah terjadi di Perairan Pulau Pasumpahan, Taluak Buo dan
sekitarnya tahun 1897 yang menyebabkan banyak hewan karahd‘?ekoéistem terumbu karang menjédi

“bleaching” dan mati.

Sebaran hutan mangrove di Kota Padang adalah sangat terbdtas pada wilayah tertentu yaitu di sekitar
Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan pulau-pulau kecil lainnya. Keberadaannya sedikit mengalami
kerusakan dan berkurangnya tegakan pohon-pohannya. Hal ini akan dapat menyebabkan berkurangnya
fungsi hutan mangrove ini sebagai tempat hidupnya biota laut, tempat memijah ikan-ikan kecil, sebagai

pelindung pantai dan gelombang pasang dan badai termasuk tsunami.



3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Selama ini upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan daerah pantai (abrasi dan erosi
pantai) telah dilakukan seperti pembangunan krib di sepanjang pantai mulai dari daerah Muara sampai ke
utara daerah Koto Tangah (batas kota). Upaya-upaya lain untuk penertiban dan penataan bangunan liar di
sepanjang daerah pantai ini tampak masih memerlukan peningkatan, kecuali di daerah Muara dan pantai
Padang sampai daerah Purus telah dilakukan pengelolaan dan penataannya oleh Pemko Padang pada
tahun 2004, sehingga daerah ini tampak lebih bersih dari limbah padat berupa sampah dan rumah liar.

Pengeloléan sampah juga telah dilakukan oleh DKP Kota Padang pada beberapa lokasi Pantai dengan
menempatkan TPS berupa kontainer dan membuat Bak sampak, namun jumiahnya serta mobilitasi
kendaraan sampah belum mencukupi. Keterbatasan mobil baik kuantitas dan kualitasnya serta terbatasnya
TPS yang ada, serta belum semua daerah sempadan pantai yang ada dapat di akses oleh mobil Dinas
Kebersihan Kota, sehingga juga menjadi kendala dalam pengelolaan/ sampah dan pencemaran perairan
pantai. Dengan adanya rencana pengembangan /pembukaan jalan baru dari Pantai Padang ke Bandara
Ketaping; diharapkan TPS tersedia dan aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar dari
daerah pantai ke TPA sampah.

Akan tetapi di daerah pantai yang lain setiap tahunnya diduga telah terjadi peningkatan jumtah bangunan
(data riil tidak tersedia). Dengan adanya rencana menjadikan daerah muara sebagai kawasan Marina dan
akan dibangun jalan raya sepanjang pantai dari muara Padang ke Bandara Ketaping diharapkan masalah
pencemaran sampah, erosi dan abrasi pantai akan lebih dapat diatasi. Disamping itu, upaya yang terus
dilanjutkan oleh adalah monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan
usaha baik Pabrik, dan kegiatan lainya yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil serta keharusan
kepemilikan izin pembangunan yang dikaitkan dengan keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau
AMDAL serta DPL pada kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan.

Agar penataan daerah pesisir kota ini dapat berjalan seimbang dan sustain (menganut kaidah sustainable
development dan konservasi), maka diperiukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut, usaha
konservasi serta rehabiiitasi/reklamasi habitat yang telah rusak. Pengaturan tata ruang hendaknya dapat
mengakomodir antar kebutuhan berbagai bidang ierkait seperti pariwisata, perikanan, pertambangan,

kawasan lindung (mangrove, pantai dan terumbu karang), pelabuhan dan industri.

Kepedulian individu masyarakat dalam pengelofaan lingkungan pantai dan mengatasi pencemaran perairan
pantai perlu ditingkatkan untuk waktu yang akan datang. Hal ini mungkin disebabkan masih kurangnya
pengetahuan tentang arti penting ekosistem pesisir/pantai, karena tingginya ketergéntungan mereka
terhadap sumberdaya yang ada (seperti kayu bakau, hewan karang, dan ikan) untuk memJenuhi



kebutuhannya, serta belum mampunya mereka untuk membayar retribusi sampah, sehingga mereka sering

membuang sampah aktivitasnya ke lingkungan Pantai.

Kondisi ini diperkirakan karena masih terbatasnya larangan membuang sampah yang mengganggu
ekosistem pesisir, serta kurangnya patroli pada eksosistem ini. Di samping itu, himbauan atau sosialisasi
perlu untuk ditingkatkan, atau program pemerintah yang dapat memberikan pendidikan lingkungan atau
menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan Pantai/Peisir
berserta dengan perairannya. Hal ini diperlukan kesadaran masyarakat yang peduli kebersihan lingkungan
khusus bagi masyarakat tinggal di sepanjang sempadan Pantai.

i

Untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan kelestrarian fungsi ekosistem pantai, maka
perlu dikembangkan terus sosialisasi pendidikan pengelblaan lingkungan kepada murid Sekolah Dasar
seperti yang dilakukan oleh Yayasan Minang Bahari sejak tahun 2001 sampai 2002 yang silam. Pendidikan
ekstra kunkuler tersebut dengan titik berat pendekatan pada pengenalan hewan karang dan cara
pengelolaan ekosistem pantai. Implementasi program tersebu:t perlu dievaluasi. Jika program tersebut terus
dikembangkan dan disebarluaskan ke kelurahan yang Igin yang memiliki ekosistem pantai, maka
diperkirakan untuk lima dan sepuluh tahun ke kedepan perairan pantai dan daerah Pesisir Kota Padang dan
dapat menjadi lestari karena dijaga dan dikelola oleh masyarakat pantai/pesisir sendiri. Dengan adanya
rencana pemerintah untuk merealisasikan jalan sepanjang pantai dari daerah muara Pantai Padang ke

Ketaping, maka program tersebut menjadi sangat penting.
3.1.5 Udara“’

Udara adalah komponen yang membangun atmosfir terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen 78 %,
okigen 21 % dan karbondioksida 0,035 % (Bush, 2000). Udara yang masih bersih terdiri dari campuran
gas-gas di atas, namun tidak pemah dijumpai udara yang betul bersih, karena di dalamnya terdapat juga
benda-benda asing seperti abu gunung berapi, bakter, spora, serb'yj( safi tumbuhan, partikel garam, dan
debu kosmis. Bahan pengotor tersebut masih bersifat alamiah, ;ka'n tetapi dengan adanya aktivitas

manusia akan dapat menghasil bahan asing yang berbahaya.

Penggunaan bahan bakar untuk keperiuan transportasi, inddstri maupun berbagai kegiatan domestik
cenderung memberikan sumbangan terbesar dalam mempengaruhi kualitas udara. Jika produksi gas dan
debu dalam udara berada dalam jumlah yang banyak akan dapat mengganggu siklus udara, sehingga
udara tidak dapat memulihkan dirinya secara alamiah. Kondisi udara yang terukur jika melebihi dari nilai
ambang batas, maka kualitas udara demikian dikatakan sudah tercemar (Sastrawijaya, 1991). Pencemaran
udara dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan buangan /emisi baik
berupa gas dan atau debu maupun bahan buangan yang dapat menimbulkan bau. Secara umum bahan

puangan ini biasanya dikeluarkan oleh aktivitas pabrik dan transportasi.




1)  Kondisi Lingkungan

Sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi
dalam bidang perdagangan dan jasa, kota pendidikan, parawisata, transportasi dan industri. Untuk
menunjang kegiatan di atas berbagai fasilitas dengan sarana dan prasarananya telah disediakan oleh
Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Propinsi Sumbar seperti sarana pelabuhan (udara dan laut)
terminal, pertokoan, pergudangan, perbankan, perkantoran, jembatan dan sarana lainnya.

Perkembangan kota ini menjadi barometer dan pendorong bagi perkembangan kota lainnya di Sumatera
Barat. Sebagai konsekuensi pembangunan kota dan pertambahan jumlah penduduk akan dapat mitendorong
peningkatan kebutuhan akan sarana penunjangnnya. Salah satu sarana penunjarg yang cukup besar
peranannya di Kota Padang adalah sarana transportasi. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang terus
bertambah dari tahun ke tahun. Pertambahan kendaraan (umum dan pribadi, termasuk dinas) di Kota
Padang dapat mencapai 15%, yaitu sebanyak 169.143 unit pada tahun 2003 menjadi 171.970 unit pada
kondisi September 2004 (Dispenda Sumbar, 2004). Mobilitas kendaraan tersebut secara periodik akan
dapat menyebabkan kemacetan pada jalurjalur utama dan waktu tertentu dalam wilayah kota, !sehingga
akan dapat mengakibatkan peningkatan partikel dan gas buangnya. Disamping dari sektor transportasi
peningkatan partikel dan gas buang dalam udara juga berasal dari sektor industri.

Kondisi kualitas udara pada beberapa lokasi Kota Padang seperti tersaji pada (Tabel SDA 5.4) menunjukan
kondisi yang beragam. Dari data yang ada yaitu NO, dan SOx, HC, PB CO dan Debu masih berada di
bawah nilai ambang berdasarkan Keputusan Menteri LH No. 45/MENKLH/10/1997 tentang Indeks Standar
Pencemaran Udara (ISPU) dan Keputusan Bapedalda No. 101/BAPEDAL/11/1997 tentang standar
pencemaran udara ambien, PP No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Berdasarkan
data yang ada dan standar di atas, maka dapat dikatakan kondisi udara dalam witayah Kota Padang masih
di kategorikan bersih, kecuali untuk daerah Veteran, Khatib Sulaiman, dan terminal Hoan Goat, sekitar Hotel

Bumi Minang untuk parameter SOx, PM10 dan NOx terkategori sedang (Tabel SDA 5.4). A

Begitu juga kondisi kualitas udara di sekitar Pabrik Semen Padang dan hampir semua daerah pemukiman,
saat ini masih tampak baik. Hal ini mungkin sudah ada upaya pengelolaan lingkungannya. Perbaikan
kualitas lingkungan udara saat ini jauh lebih berkembang dari tahun 2003 karena beberapa lokasi seperti
daerah Ulu Gadut, Simpang By Pass, Bekas Terminal Lintas Andalas, Goan Hoat dan Lubuk Buaya
sebelumnya terkategori sebagai daerah yang kurang baik lagi dijadikan sebagai tempat tinggal tetap,
namum saat ini menjadi daerah memiliki kualitas udara yang agak baik. Sebaliknya pada tahun 2004 di

Kota Padang ini telah muncul kecenderungan perilaku ngamen, pengemis dan penawaran jasa



pembersihan kendaraan di banyak lokasi lampu merah (traffic light). Perilaku tersebut akan dapat

mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar jalur tersebut.

2) Tekanan dan Dampak

Dilihat dari aktivitas yang terjadi, perbaikan kualitas udara mungkin disebabkan oleh adanya dpaya
pengelolaan lingkungan yang cukup baik dari pihak industri seperti Semen Padang. Adanya pelebaran jalan
ke arah luar kota menyebabkan kemacetan lalulintas menjadi berkurang. Hal ini juga membantu
pemierataan distribusi gas buang dan tidak menjadi terakumulasi pada tempat tertentu sehingga
konsentrasinya menjadi rendah dan sumbemya, walau pada tahun 2005 ini terus terjadi peningikatan
kendaraan bermotor (Tabel SDB 2.4). Akan tetapi pada beberapa tempat seperti yang disebutkan diatas
juga terjadi peningkatan konsentrasi paramater udara seperti Sox dan CO, namum masih dalam terkategori
sedang. Peningkatan ini berkaitan dengan frekuensi atau jumiah kendaraan yang melintansi (berlalu lalang)

di daerah tersebut juga cukup tinggi (Tabel SDB 2.4).

Kota Padang sebagai ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dan Kota Jasa tentu merupakan kota tujuan
perdagangan. Seiring dengan itu berbagai jenis bahan komoditi dan orang tentu ada yang diangkut melalui
jalan darat, akibatnya dapat meningkatan kepadatan arus transportasi ke Kota Padang. Dar hasil
pemantauan dua tahun terakhir di daerah Simpang Ulu Gadut (Padang -Indarung) cenderung terjadi
peningkatan jumlah kendaraan dari 18.572 unit/24 jam (tahun 2002) meningkat menjadi 19.480/ 24-jam unit
(tahun 2003). Dari pencatatan tersebut kendaraan sepeda motor (roda dua) merupakan jenis kendaraan
tertinggi, kemudian diikuti oleh kendaraan roda empat (mini bus, pick up, dan sedan), trucks, bus kot@ dan
bus antar kota. :

Terjadinya peningkatan tersebut tentu akan didukung oleh besamnya kontribusi emisi kendaraan yang
menyebabkan kadar senyawa pencemar pada kondisi ambien menjadi tinggi pula. Namun dengan ada
peningkatan kualitas sarana jalan (pelebaran dan peningkatan mutu .1alan) dan pengaturan lalu lintas oleh
aparat terkait sudah mulai intensif, maka dapat mempedancar arus transportasi sehingga akumulasi gas
buang menjadi berkurang. Oleh karena tidak semua jenis kendaraan yang beroperasi (ke luar masuk atau
falu lalang) di Kota Padang memiliki kondisi kendaraan dengan'proses bahan bakamya yang sempurna,
tentu ada yang tidak laik jalan tetapi masih tetap beroperasi dan jumlah sangat terbatas seperti Bemo.
Sebaliknya dengan adanya perilaku ngamen, pengemis, dan penawaran jasa di sekitar lampu merah tentu
akan dapat menghambat kelancaran lalu lintas di sekitar daerah tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan tentu

lama-kelamaan akan dapat mempertinggi nilai emisi gas buang kendaraan di daerah tersebut.

Jika terjadi pencemaran udara yang cukup berat akan dapat menimbulkan dampak yang berarti seperti

menurunkan jarak / memperpendek pandang dan menurunkan sensitivitas serta meningkatkan jumlah



penderita ASMA akibat pencemaran debu dan gas CO. Gas CO merupakan gas yang tidak berwama dan
tidak berbau. Setiap 5 liter bensin dapat menghasilkan 1,0-1,5 kg CO. Pada kondisi lalu lintas yang padat
kadar CO dapat mencapai 10-15 ppm. Gas ini dapat membentuk senyawa yang stabil dengan haemoglobin
darah menjadi karboksihaemoglobin. Senyawa ini dalam jumlah kecil tidak berbahaya, namum dalam
jumlah besar dengan kadar CO 10 ppm di udara adalah sudah cukup dapat menimbulkan penyakit, tetapi
bila kadamya 1.300 ppm dalam 24 jam akan dapat menimbulkan bahaya kematian (Satrawijaya, 1991).
Kondisi pencemaran udara pada ketegori berbahaya, akan dapat berdampak dan berbahaya pada semua

populasi darat dan udara yang terpapar termasuk manusia.

Selanjutnya, jika tenadi pencemaran debu, akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan jarak
pandang kepada manusia, dampak lain juga terjadi pada tumbuhan. Sunu (2001) menyatakan bahwa debu
yang melekat atau terbentuk lapisan kerak pada permukaan daun tanaman akan dapat menghalangi /
mengganggu proses fotosintesis tananam, karena sinar matahari terhalang masuk dan juga menghambat
pertukaran senyawa CO. dengan atmosfir. Di samping itu, juga berbahaya pada hewan herbifora yang
memakan daun yang mengandung debu tersebut. Gani et al. (1995) telah mengamati hewan herbifora
seperti kambing yang memakan daun-daunan yang telah terkominasi debu semen memperlihatkan saluran
pencemaannya yang rusak. Efek lanjut juga mempengaruhi pertumbuhan dan menurunkan laju reproduksi

hewan tersebut.

3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Saat ini pertumbuhan pembangunan di Kota Padang telah berjalan dengan pesatilya. Berbagai sektor
pembangunan terutama perbaikan (peningkatan kualitas dan pelebaran jalan di semua tujuan) sudah dan
sedang dilaksanakan, begitu juga pembangunan dan pengelolaan lingkungan terus dikembangkan seperti
peningkatan penghijauan kota dengan tanaman pelindung dan tanaman hias termasuk pencangkokan
tanaman sakek (Asplenium nidus) pada berbagai jenis pohon pelindung yang ada di sepanjang jalur Ji. A.

Yani dan Dr. Hamka.

Pengendalian pencemaran udara akibat buangan akitivitas industri, transportasi dan pemukiman terus
dibenahi dan ditingkatkan. Beberapa upaya pemerintah kota Padang dalam mengatasi pencemaran udara
antara lain adalah menggalakkan penanaman p6hon pelindung pada sebagian besar jalan utama dalam
kota, pengalihan fungsi lahan dari lokasi pertokoan menjadi taman Kota (alun-alun Kota Padang) yang
cukup fimbun dengan pepohanan, pembangunan kawasan muara dan pantai Padang serta penataan jalur
dan mangkal kapal di alur muara Batang Arau. Selain itu juga telah dilakukan peremajaan beberapa merek
dan tahun pakai transportasi /oplet umum yang tidak laik jalan dengan kendarqan umum yang tahun
produksinya relatif lebih muda. Namun demikian masih ada alat transportasi umum yang diperkirakan tidak

lain jalan dan belum diremajakan seperti bemo dan beberapa kendaraan lainnya.
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Antisipasi kearah tersebut juga menjadi perhatian di masa datang. Untuk itu, periu dilakukan pembangunan
pengukur kualitas udara dengan memasang alat detektor kualitas udara di lokasi-lokasi tertentu dan
strategis seperti pasar, industri-industri, jalan raya yang padat lalu lintas, terminal dan lain-lain serta
melakukan monitoring secara berkala di tempat di atas. Selain itu, pengendalian pencemaran udara
selayaknya juga terus dilakukan uji kelaikan jalan kendaraan (meningkatkan pengawasan uji kendaraan
bermotor), regulasi jalur dan melanjutkan pembuatan jalur hijau (penamaman pohon pelindung) di
sepanjang koridor jalan yang ada, dan melakukan monitoring dan sanksi tegas kepada pihak industri yang

mencemari lingkungan.

Oleh karena penertiban masyarakan demikian perlu segera dilakukan. Selanjutnya penyadaran dan
sosialisasi pengelolaan lingkungan melalui community building sebaiknya terus dilakukan, sehingga
kepedulian lingkungan oleh setiap insan yang hidup dalam wilayah kota Padang dapat tumbuh dan menjadi

kebutuhannya di masa datang.

3.2  Sumber Daya Buatan

3.21. Lingkungan Pemukiman

Kota Padang merupakan suatu entity yang memperiihatkan sejarah perkembangan kota pesisir dengan
dinamika masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang menjadi kota jasa, perdagangan dan industri.
Perkembangan dan perubahan Kota Padang dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan serta
dinamika kegiatan social ekonomi yang berangsung. Kondisi ini akan mempengaruhi pergeseran
penggunaan lahan, sementara sumber daya alam yang dapat diolah untuk menunjang perkembangan
diatas sangat terbatas. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan
berkembangannya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa

maupun industri.

Implementasi konsep dasar Induk Kota Padang yang dituangkan dalam pengaturan tata ruang kota tampak
bahwa pemukiman/perumahan merupakan salah satu dasar membentuk struktur kota. Pemukiman/
perumahan merupakan unsur pendukung /penunjang dari pusat pengembangan kota yaitu pusat
pengembangan industri, pusat kotafinti kota, dan pengembangan pendidikan. tetapi pemukiman juga
menjadi struktur wilayah kota itu sendiri. Sektor pemukiman/perumahan menduduki urutan ketiga yaitu
sekitar 15,47% dari total penggunaan lahan yang ada setelah penggunaan lahan untuk hutan/konservasi
dan lahan kosong/pertanian. Luas penggunaan lahan total yang terdapat dalam wilayah Kota Padang
adalah 69.496 ha (Badan Pc<rencaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2004).



Kota Padang sebagai ibu kota propinsi yang berperan sebagai pintu gerbang menuju ke seluruh
Kabupatenfkota di Propinsi Sumatera Barat, tentu membutuhkan kecukupan prasarana dan sarana
perkotaan yang memadai untuk mendukung peran dan fungsinya sebagai kota besar. Dengan jumiah
penduduk kota yang hampir mencapai 800 ribu jiwa tentu membutuhkan prasarana dan sarana pendukung
berupa areal pemukiman dan perumahan yang tidak sedikit dan jumlahnya terus meningkat dan waktu ke
waktu baik yang dilakukan oleh pihak pengembang (developer) maupun oleh individu masyarakat kota.

Hal ini tentu membawa konsekuensi pada hasil samping dari aktivitas pemukiman berupa limbah padat baik
qalam bentuk sampah organik dan anorganik. Produksi sampabh ini tidak saja berasal dari areal pemukiman
juga berasal dari aktivitas pasar sebagai tempat terjadi transaksifjasa dan keluar masuknya berbagai
material diatas. Produksi sampah ini tampaknya terus terjadi sefiap saat/setiap hari. Jika produksi sampah
dari aktivitas pemukiman dan pasar ini tidak dikelola dengan baik tentu akan menjadi masalah lingkungan
yang cukup serius sehingga akan dapat pula mengganggu kelancaran berbagai aktivitas sektor lainnya.

1) Kondisi Lingkungan

éalah satu isu sentral mengenai kawasan pemukiman di Kota Padang adalah masih banyaknya pemukiman
yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data yang ada diketahui
bahwa dari sekitar 950 komplek perumahan/pemukiman yang ada di Kota Padang, 56 % diantaranya tidak
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu masih terdapatnya kawasan kumuh
dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, mencakup kawasan seluas 157 Ha yang sebagian besar
berlokasi di pusat kota seperti kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara dan Padang
Selatan. Menurut digitasi dan peta bangunan terdapat 17,49 % bangunan non pemmanen, 21,18 %
‘bangunan semi permanen dan 61,33 % bangunan permanen di Kota Padang (RPJM Kota Padang 2004 -
2008).

Masih banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di daerah rawan bencana {longsor dan galodo) yang
perlu segéra di relokasi. Kawasan yang pemah longsor antara lain : sepanjang Seberang Palinggam
Kelurahan Batang Arau, Leurahan Mata Air, Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Gates yang
keseluruhannya mencapai 10 Ha. Sedangkan kawasan pemukiman yang rawan longsor diperkirakan
mencapai 100 Ha. Kondisi lain yang ditemukan adalah banyaknya pembangunan komplek perumahan pada
kawasan resapan air pada kawasan pesisir pantai Kota Padang (Kecamatan Koto Tangah, Bungus Teluk
Kabung dan Padang Selatan) serta pembangunan lingkungan pemukiman di kawasan yang tidak sesuai
peruntukan ruang.

Pemukiman yang fayak huni dengan sarana dan prasarana yang memadai meerypakan dasar untuk
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Berkembangnya berbagai fasiltas pemukiman di
sepanjang jalan arteri dan kolektor menunjukkan adanya perkembangan fasilitas ko‘ta. Akan tetapi
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perkembangan tersebut seringkali tidak sesuai dengan konsep lingkungan pemukiman yang seharusnya
seluruh fasilitas pemukiman tersebut berkelompok pada pusat-pusat pemukiman sehingga dapat diperoleh
efektifitas pemanfaatan lahan dan fasilitas kota yang optimal.- Perkembangan real estate, kawasan
pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk hot-spot yang belum efektif pengelolaannya.
Kondisi ini akan berimplementasi pada penyebaran dan produksi hasil sampingan aktivitas diatas terutama
limbah padat (sampah) dan limbah yang sulit untuk dikelola secara optimal pula. Penanganan sampah juga
mempunyai potensi yang besar dalam mendukung pengembangan Kota Padang. Pengelolaan tersebut
berkaitan dengan penanganan masalah kebersihan kota yang diakibatkan oleh berkembangnya aktivitas

perekonomian kota dan pemukiman.

Berdasarkan perhitungan kasar WHO yang dinyatakan dalam poin 3.1.1 diatas dengan jumlah penduduk
Kota tahun 2004 ini sebanyak 781.125 jiwa, dapat diperkirakan produksi sampah (limbah padat) Kota
Padang yang berasal dari sektor pemukiman sebanyak 195.281.250 kgfahun. Jika 1 m® sampah sekitar
100 kg, maka perkiraan jumlah sampah total berdasarkan jumiah penduduk sebesar 1.952.812,5 m3tahun.
Sementara jumlah sarana pengelolaan sampah (TPS) yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Padang
adalah 51 unit berupa kontainer dan 59 unit berupa bak sampah yang baru tersebar di 8 kecamatan dengan

43 kelurahan dari 11 kecamatan yang ada.

Realisasi cakupan pelayanan sampah ini baru mencapai 75% dari volume sampah yang dihasilkan dari
berbagai sumber sampah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2004). Total volume
sampah yang terangkut mencapai total 754.970,7 m3/tahun, yang terdi dari rumah tangga 654.960
m¥tahun dan pasar 100.010,7 m3/tahun (Tabel SDB 7.4 dan 7.6). Sampah yang terangkut dari sektor
rumah tangga tersebut hanya berasal dari 8 kecamatan, kecuali kecamatan Lubuk Kilangan, Bungus dan
Pauh.

Dari kecamatan yang terfasilitasi ini tidak semua wilayah kelurahan yang dapat dijangkau/dilayani oleh
fasilitas DKP ini. Masalah terbatasnya tingkat pelayanan sampah i'ni disebabkan oleh terbatasnya sarana
pengangkutan yang dimiliki oleh DKP sebagai pengelola sampah Ko{a Padang. Kondisi lain juga terkendala
oleh jumlah Kontainer sampah yang masih terbatas seria beberapa diantaranya ada yang telah rusak
dengan tingkat kerusakan yang bervariasi (Tabel SDB 7.5 ), aksesibilitas yang tidak memadai, serta juga
kemampuan membayar retribusi sampah oleh masyarakat yang masih kurang, serta kesadaran

masyarakat yang kurang.

2) Tekanan dan Dampak
Pertambahan penduduk kota yang saat ini telah mencapai 800 ribu jiwa tentu membutuh sarana dan

prasarana pemukiman yang lebih banyak dan tersebar hampir seluruh wilayah kota. Jumlah penduduk dan
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kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, serta ditunjang dengan
keberadaan Kota Padang sebagai ibu Kota Propinsi dan pusat transaksi ekonomi dan jasa (pasar dan
aktivitas perkotaan) di Sumatera Barat, maka tingginya aktivitas tersebut sebanding pula dengan hasil
samping yang akan dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organic dan anorganik) dan
limbah cair serta hasil samping lainnnya.

Masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai antara
lain disebabkan oleh : (1) pembangunan perumahan oleh pengembang tanpa adanya kewajiban dari
pemerintah untuk melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang memadai, (2) pengembangan
kawasan pemukiman yang tiadk mempunyai konsep yang jélas sehingga banyak fassos dan fasum yang
harusnya tersedia menjadi teraba_ikan. (3) pembangunan kawasan pemukiman dilakukan secara bertahap
sehingga sarana dan prasarana yang awalnya tersedia dan mencukupi dengan adanya pengembangan
kawasan menjadi tidak berimbang dengan penghuni kawasan yang memanfaatkannya.

Masih terdapatnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh (1)
perencanaan kota yang telah dibuat tidak dilaksanakan sesuai aturan, (2) Belum adanya kebijakan,
fasilitasi, dan stimulasi dari pemerintah dalam hal penyediaan pemukiman yang layak dan sehat terutama
untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, (3) resesi ekonomi dan tingkat inflasi yang jauh
meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin menurunnya daya beli masyarakat, (4) kebijakan dari
pemerintah yang masih membolehkan pembangunan komplek perumahan tipe RS dan RSS tanpa harus
dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti drainase yang memadai, jalan beraspal, tempat pembuangan
sampah dan sistem pembuangan sampah yang sesuai. Komplek pemukiman dengan kondisi seperti ini

biasanya berkembang menjadi pemukiman kumuh.

Kawasan kumuh dengan kondisi pemukiman yang layak hunin akan menghambat peningkatan kualitas
sumberdaya manusia Kota Padang. Karena kualitas sumberdaya manusia diukur dari kompetensi dasar
yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan wahana pembinaan bermasyarakat dan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui pembarigunan pemukiman sebagai wadah
untuk pendidikan keluarga dan persemaian budaya kearah peningkatan insan mandiri dan penunjang

kelancaran proses pembelajaran.

Banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di Elaerah rawan bencana yang perlu segera di relokasi.
Pada umumnya pemukiman ini terdapat di lereng bukit. Masyarakat tertarik untuk membuat pemukiman di
kawasan sejenis ini karena umumnya harga ianah murah sekali atau sama sekali tidak dibeli tetapi
didapatkan dengan cara membersihkan lahan dari pepohonan atau semak belukar. Atau pada walnya lokasi
tersebut tidaklah termasuk daerah rawan bencana, tapi dengan semakin banyaknya orang yang berminat
untuk tinggal di daerah tersebut , lambung bukit semakin terbuka sehingga menjadi rawan longsor.Jika



pemukiman ini tidak direlokasikan secepatnya, maka kemungkinan terjadinya longsor dan galodo cukup
besar. Bencana yang mungkin terjadi tidak hanya mendatangkan kerugian materi tapi juga sangat

mengancam keselamatan jiwa orang yang tinggal disana.

Banyaknya pembangunan komplek perumahan pada kawasan resapan air terjadi karena belum adanya
penetapan kawasan yang menjadi kawasan resapan air serta belum adanya perangkat hukum yang
melarang masyarakat membangun di kawasan resapan air. Berkurangnya kawasan resapan air akan
menyebabkan terhambatnya gerak air larian ke daerah pantai yang pada akhimya dapat meningkatkan
timbulan banjir di Kota Padang. Disz;mping itu befkurangnya jumlah air yang beresap ke dalam tanah tanah
di wilayah pesisir akan meningkatkan intrusi air laut. Pembangunan lingkungan pemukiman yang tidak
sesuai dengan peruntukan kawasan. Berkembangannya real estate, kawasan pemukiman serta kegiatan
perdagangan dan jasa dalam bentuk hot spofs secara tidak terarah méngidikasikan belum efektifnya
pengelolaan pemanfaatan lahan sebagaimana telah dibuat dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Padang. Kegagalan dalam menata dan mentaat konsep penataan ruang dan kawasan kota akan
menyebabkan kesemrautan kota. Ini akan benjampak pada semua kegiatan ekonomi dan sosial yang
terkait dengan kebijakan tersebut sehingga dapatl terkendala perkembangannya.

Pengelolaan sampah akan dapat berjalan dengan baik, jika semua kendalanya dapat diatasi. Pengelolaan
yang baik itu mencakup kepedulian akan sampah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
(cukup) serta manajemen pengelolaan yang baik pula. Jika hal ini dapat difasilitasi dengan baik, maka
masalah sampah tidak menjadi persoalan lingkungan yang cukup serius di kota Padang. Dampak yang
mungkin timbul dan masalah sampah ini adalah | timbulnya pencemaran udara akibat bau, pencemaran air
dan pantai karena pembuangan sampah oleh masyarakat sempadannya sehingga mengganggu komunitas
yang hidup dalam ekosistem tersebut munculnya bermacam penyakit (terutama diare, disentri, demam
berdarah serta penyakit lainnya) dan munculnya bermacam vektor penyakit, terganggunya aktivitas dari
sektor perkotaan yang lain, serta dapat mengancam keberlanjutan kota'Padang sebagai kota bersih yang

telah mendapat penghargaan Adipura.
3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengatasi masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai,
pemerintah kota berusaha meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan. Selain itu akan
dilakukan kajian, evaluasi dan revisi tentang pengembangan pemukiman beserta komponen sarana dan
prasarananya. Sedangkan respon masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan goro bersama di berbagai
komplek perumahan membersihkan got/parit untuk mencegah banjir di musim hujan. Serta penyediaan



fasilitas umum secara swadana dan swadaya oleh masyarakat seperti pengaspalan jalan, bak sampah,
TPS, WC umum dan lain-lain.

Untuk mengatasi masih terdapatnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni,
pemerintah kota memprogramkan kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan kumuh,
bantuan pengembangan perumahan baru bagi penduduk berpenghasilan menengah ke bawah, serta
revitalisasi dan pelestarian kawasan pemukiman lama (kawasan Padang Kota Lama dan kawasan
pemukiman tradisional). Pemerintah merencanakan untuk merelokasi semua pemukiman yang terdapa di
kawasan rawan bencana. Masyarakat yang tinggal di awasan ini pun pada dasamya berharap untuk dapat
segera pindah, tapi berhubung lahan yang dibutuhkan cukup luas sehingga proses pembebasan lahannya

membutuhkan waktu.

Mengingat banyaknya pembangunan komplek perumahan pada kawasan resapan air maka Pemko Padang
akan merwelokasi pemukiman penduduk di daerah pinggiran pantai. Ini sejalan dengan pembangunan
Padang outer ring road dan Muara Batang Arau sampai Bandara Intemasional Minangkabau (BIM). Secara
otomatis perumahan penduduk yang berada di sepanjang pantai akan hilang. Ketika rencana pembangunan
jalan lingkar pantai digulirkan oleh pemerintah, umumnya masyarakat menanggapi secara positif. Hal ini

disebabkan oleh adanya isu akan terjadi tsunami.

Perabangunan lingkungan pemukiman di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kebutuhan lahan
untuk pemukiman / perumahan sampai tahun 2013 adalah untuk menampung sekitar 915 ribu jiwa. Dengan
menggunakan asumsi 1 rumah untuk 5 jiwa, maka dibutuhkan 183.000 unit rumah. Berarti penambahan
yang dibutuhkan sampai tahun 2013 adalah 25.791 unit rumah. Perkiraaan kebutuhan lahan untuk
pemukiman dengan asumsi terdiri dari perumahan kavling besar, kavling sedang dan kavling kecil dengan
perbandingan 1 : 3 : 6. Luas untuk masing-masing kavling 150 m2 untuk tipe kecil, 300 m2 untuk tipe
sedang dan 500 m2 untuk tipe besar. Maka kebutuhan lahan untuk penambahan perumahan pada 5tahun
2013 adalah sebesar 593,19 Ha. Dengan kebutuhan lahan yang demikian besar untuk pemukiman di asa
yang akan datang, maka seharusnya pemerintah menyesuaikannya dengan penataan ruang. Sehingga
kawasan yang sudah direncanakan sebagai lokasi pemukiman mempunyai daya tampung dan daya dukung

yang sesuai.

Pengelolaan sampah telah difasilitasi oleh Pemernintah Kota Padang melalui Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) dengan membuat TPS dan mobilisasi kendaraan sampah. Akan tetapi penanganan
tersebut masih mangalami hambatan karena adanya keterbatasan dalam pengadaan fasilitas pengelolaan
sampah baik jumlah mobil dan kualitasnya, terbatasnya TPS yang ada (kontainer dan bak sampah),
terbatasnya tenaga dan kemampuan pembiayaannya, serta belum semua wilayah kecamatan dan
kelurahan yang ada dapat di akses oleh mobil Dinas Kebersihan Kota. Kondisi ini akan menjadi kendala



dalam pengelolaan/ sampah dan mengatasi pencemaran lingkungan lainnya (pemukiman, pasar dan

perairan dan pantai).

Dilain pihak Pemko Padang telah pula membuka aksesibilitas baik di sepanjang bantaran sungai dalam
wilayah kota dan adanya realisasi pembukaan jalan sepanjang pantai menuju Bandara Ketaping.
Aksesibilitas ini diharapkan juga terus berdangsung ke wilayah kelurahan yang saat ini sulit dijangkau.
Adanya fasilitas jalan (aksebilitas) ini diharapkan pula dapat diiikuti penyediaan fasiitas pengelolaan
sampah dalam jumlah yang cukup sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar dari
seluruh wilayah yang ada di Kota Padang termasuk daerah pantai dan sempadan sungai ke TPA sampah.

Dilain pihak, kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang. Sebagian besar
masyarakat hanya terbatas pada pengelolaan sampah dilingkungan rumahnya sendiri, tanpa
memperdulikan lingkungan lainnya. Kurangnya kepedulian individu dalam mengatasi masalah sampah oleh
sebagian besar masyarakat, mungkin disebabkan kemampuan mereka untuk membayar retribusi sampah
dan pengetahuan tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, mereka lebih
mudah/gampang membuang sampah dari berbagai lingkungan yang ada termasuk ke sungai dan perairan

pantai.

Di samping itu, diperlukan adanya himbauan/sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya
masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa kepedulian
masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungannya termasuk juga lingkungan sungai dan perairan
pantai. Selain itu, perlu dibudayakan pembenan reward kepada individu dan kelompok masyarakat yang
peduli kebersihan lingkungannya. Untuk mendukung program pemerintah dan mempertahankan Kota
Padang sebagai Kota Terbersih yang mendapat Piagam Adipura, maka sosialisasi pengelolaan kebersihan

lingkungan dan pemberian reward ini perlu dikembangkan.

3.2.2. Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi sekunder d;m tertier yang relevan dengan konsep
perkotaan sesuai fungsi dan peran kota terhadap pembangunan daerah. Industri dipandazng sebagai
kegiatan ekonomi pendukung perdagangan atau sebagai €fek perdagangan dalam bentuk kegiatén
ekonomi pendukung perdagangan yang saling terkait dan membentuk kesatuan kegiatan dalam proses
produksi dan distribusi serta pengolahan dan manufaktur. Sektor industri dan perdagangan mampu
menyerap pertumbuhan tenaga kerja 2 atau 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian
apabila dikaitkan dengan jam kerja efektif. Selain itu mampu memberikan kepastian pendapatan dibanding
sektor pertanian karena ketergantungan kepada faktor alam. Sektor industri dan perdagangan seharusnya
meniadi unggulan di perkotaan didukung ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan teknologi
disamping pasaran untuk komoditi yang dibutuhkan untuk komunitas lokal. Idealnya serapan pasar lokal



untuk produk industri sedikitnya 30 % untuk kelangsungan perkembangannya. Selain itu sektor industri
merupakan sektor yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap laju
pertumbuhan ekonomi kota Padang. Dalam pengembangan sekior industri ini perlu ada upaya yang
strategis menyangkut pengembangan SDM pengelola maupun pembinaan industri dari pemerintah kota.

1). Kondisi Lingkungan

Usaha industri yang umumnya berkembang di Kota Padang ialah industri dengan skala kecil dan
menengah. Usaha industr dengan skala kecil dan menengah memperiihatkan trend yang terus meningkat
dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,8 % setiap tahunnya. Data sampai tahun 2001, jumlah industri
kecil dan menengah di Kota Padang tercatat sebanyak 1.988 unit usaha dengan 11.984 tenaga kerja dan
nilai investasi sebesar 17.947.522.000,- (Renstra Kota Padang 2001 — 2005). Sumbangan industri kecil dan
menengah cukup besar dalam perekonomian kota Padang. Peningkatan unit usaha ini diharapkah akan
mampu menyerap tenaga kerja yang semakin banyak. Industri skala besar (dengan investasi sebesar Rp. 1
Milyar, di luar tanah dan bangunan) seperti industri kayu olahan, kayu lapis, semen, karet dan CPO. Industri
besar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekspor melalui

Pelabuhan Teluk Bayur.

Sejumlah industn dan pabnk pada beberapa ruas sungai yang masih menjadi sumber pencemaran.
Pencemaran yang terjadi di sepanjang Sungai Batang Arau bersumber dan limbah pertambangan PT.
Semen Padang, pabrik karet dan jenis industri lainnya serta pembuangan olie bekas dan minyak oleh
industri yang beroperasi di sepanjang bantaran sungai. Disamping itu masih terbatasnya dan rendahnya
mutu bahan baku yang tersedia dan dibutuhkan sektor industri di Kota padang terutama bokar dan kayu
gelondongan. Teknologi yang digunakan umumnya masih belum merupakan teknologi ramah lingkungan.
Pabrik karet misalnya masih menggunakan kolam endapan sebagai bentuk pengeloahan limbah caimya
dan mengandatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang untuk mengangkut limbah padatnya.

2). Tekanan dan Dampak

Terdapatnya sejumlah industri dan pabrik pada beberapa ruas sungai yang masih menjadi sumber
pencemaran. Hal ini dapat terjadi karena intensitas pengawasan yang kurang oleh instansi pengawas,
rendahnya kualitas teknologi yang dimiliki oleh Perusahaan, lemahnya intemal audit yang dilakukan oleh
perusahaan, goodwill untuk menjaga kondisi lingkungandari pemilik perusahaan yang masih harus
dipertanyakan serta minimnya pos anggaran yang dipunyai perusahaan untuk mengelola limbahnya.
Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu air sungai yang mengairi kota Padang dengan dampak ikutan
berupa pendangkalan sungai dan pencemaran pantai di daerah muara sungai. Pendangkalan sungai akan
berakibat meningkatnya intensitas banjir di daerah hilir sungai terutama pada saat hujan lebat atau air laut



pasang naik. Akibat lainnya adalah hilangnya berbagai jenis flora dan fauna air akibat ketidak mampuan

beradaptasi dengan pencemaran lingkungan.

Terbatasnya bahan baku untuk pabrik karet, bokar yang digunakan sekitar 70 % berasal dari luar propinsi
Sumatera Barat seperti Jambi dan Bengkulu. Selain mesti didatangkan dari luar kota, persaingan diantara
perusahaan karet menyebabkan semakin terbatasnya bokar yang bisa diolah. Di lain pihak bokar yang
berasal dari luar kota dalam propinsi Sumatera Barat umumnya mempunyai kualitas yang rendah karena
dicampur dengan berbagai bahan. Rendahnya kualitas bokar ini menyebabkan semakin rendah kualitas
industri kayu. Bahan baku yang berupa kayu gelondongan didatangkan dari luar kota karena kota Padang
sendiri tidak mempunyai areal HPH. Teknologi yang digunakan masih befum berupa teknologi yang ramah

lingkungan
3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk masa mendatang Pemerintah Kota akan membebankan pajak kepada perusahaan yang membuang
limbah caimya ke badan air. Dengan adanya ketentuan ini maka semua perusahaan yang menjadikan
sungai sebagai outlet limbah caimya akan berusaha melakukan recycle dan reuse air limbahnya sehingga
tidak ada yang perlu dibuang ke badan air dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar pajak.
Selain itu pemerintaha kota akan melakukan peningkatan penataan lingkungan industri dan pemanfaatan
kawasan industri. Senafas dengan Agenda 21 Indonesia yang menyelaraskan pembangunan ekonomi dan
penjagaan kondisi lingkungan sesuai UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
PP Ni. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka Pemerintah Kota Padang
telah mengeluarkan Instruksi Walikota Padang No. 1 Tahun 2002, tentang Kewajiban Bagi Setiap
Usaha/Kegiatan untuk Dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa Amdal atau
UKL/UPL.

Sampai bulan Oktober 2005, dari 188 buah usaha/kegiatan yané wajib dilengkapi dengan dokumen
UKL/UPL, 49 buah diantaranya sudah dilengkapi dengan dokumen tersebut. 19 buah sedang dalam proses
penilaian dokumen, 15 buah sedang dalam proses pembuatan dokumen. Sedangkan usaha’kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL sebanyak 11 buah dan semuanya telah memiliki dokumen
tersebut. Meningkatnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kualitas lingkungan ditunjang oleh semakin
pekanya masyarakat tentang kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan lestari. Pemerintah kota mefalui
instansi teknis seringkali mendapat laporan dari masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan
yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Laporan ini sangat membantu pemerintah untuk mengetahui

kondisi pencemaran di sekitar industri yang berpotensi mencemari lingkungan.



Seiring dengan meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
sektor industri, dari pihak perusahaan sendiri hal ini menjadi cambuk untuk semakin meningkatkan
kinerjanya dalam mengelola lingkungan. Selain mewaspadai disinsentif yang akan dikenakan jika mereka
tak mampu mengelola linbahnya, hal ini juga disebabkan oleh prestise yang diharapkan jika mereka
mampu melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, seperti kinerja proper yang dihargai dengan
predikat emas sampai mendapatkan pengakuan ISO 14000 (sistem manajemen lingkungan).

Pengawasan dan pemantauan yang selama ini dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang terhadap berbagai
jenis usaha dan industri telah berimplikasi positif terhadap kemajuan dan mutu limbah yang dihasilkan oleh
berbagai jenis usaha dan kegiatan tersebut. Jika sébelumnya pabrik karet mendapat sorotan tajam tentang
limbah cair dan bau yang dihasilkannya, untuk tahun 2005 semua pabrikm karet yangada di Kota Padang
telah mengalami kemajuan dengan menggunakan sistem lumpur aktif sebagai pengolah limbah caimya.
Pada pemantauan yang telah dilakukan ditemukan bahwa kualitas limbah cair yang dihasilkan telah berada
dibawah baku mutu, tapi untuk bau yang ditimbulkan oleh aktifitas pabrik , sampai saat ini belum dapat

diatasi.

3.2.3. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Struktur perkembangan Kota Padang diarahkan pada kota yang mempunyai banyak pusat (multiple nuclei)
sehingga diharapkan perkembangan kota tidak terkonsenterasi pada kawasan pusat kota saja, tetapi
merata pada kawasan fain terutama pada kawasanyang telah ditetapkan sebagai sub-sub pusat
pengembangan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan. Salah satu fungsi utama/primer Kota
Padang untuk 10 tahun ke depan disamping pusét pemerintahan dan kegiatan pariwisata adalah sebagai
pusat perdagangan dan jasa (RTRW Kota Padang 2004 - 2013). Fungsi yang satu ini meliputi kegiatan
perdagangan dan jasa skala lokal, regional and intemasional. Dengan pengembangan ketiga fungsi utama
tersebut, maka diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor pembangunan di bidang lain seperti

transportasi, pendidikan , industri, perumahan dan pemukiman dan lain-ain.

1). Kondisi Lingkungan

Fasilitas perdagangan saat ini dilayani oleh satu pasar regional yaitu Pasar Raya dan ditunjang 8 pasar
wilayah dan 7 pasar lokasi. Keenam belas pasar tersebut menempati lahan seluas 156.496 m2 dengan luas
bangunan 81.220 m2. Secara kualitas dan kuantitas pasar-pasar tersebut masih harus ditingkatkan

sehingga lebih representatif dan nyaman untuk dikunjungi. Sampai Tahun 2013 kebutuhan lahan untuk

perdagangan di Kota Padang diperkirakan sekitar 167,45 Ha.

Pasar Raya sebagai pasar pusat sudah sangat padat dan tidak tertata dengan baik, dimana antara
pedagang grosir dan eceran bercampur tanpa ada zoning jenis komoditas serta kurangnya lahan untuk



fasilitas parkir sehingga menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. Saat ini sedang dibangun pusat
perbelanjaan di kawasan Pasar Raya yaitu Pusat Perbelanjaan Terpadu Plaza Andalas yang dibangun di
bekas Terminal Lintas Andalas Padang. Pusat perbelanjaan ini ini telah mulai beroperasi sejak 5 September
2005. Sedangkan Sentral Pasar Raya yang dibangun di bekas Terminal Goan Hoat dan diperkirakan
beroperasi mulai beroperasi pertengahan tahun 2006. Dengan adanya 2 fasilitas perbefanjaan ini
diharapkan Pasar Raya dapat tertata dengan baik dan kemacetan yang selalu timbul di Jalan Pemuda dan
M. Yamin dapat diatasi.

2). Tekanan dan Dampak -

Kedua pusat perbelanjaan ini sejak awal perencanaan diperkirakan b'erdampak negatif terhadap
meningkatnya kemacetan di ruas jalan Pemuda dan M. Yamin serta gangguan terhadap usaha pedagang
yang sebelumnya melakukan aktifitas perdagangan di kedua lokasi tersebut. Disamping itu kondisi fisik kota
yang belum tertata baik menunjukan kecenderungan pemusatan ke kawasan barat. Hampir semua arus
kendaraan terarah ke pusat kota di kawasan Pasar Raya sehingga menimbulkan kemacetan dan kesesakan
di kawasan ini. Keadaan ini menimbulkan kerugian langsung dan tidak langsung kepada komunitas lokal

maupun komunitas yang bergerak ke kawasan ini berupa biaya, resiko serta kéhilangan peluang.

Kemacetan di JIl. M. Yamin semakin bertambah sejak Terminal Goan Hoat ditutup untuk pembangunan
Pusat Perbelanjaan Sentra Pasar Raya. Apalagi fungsi terminal angkot yang selama ini ada di TGH hilang.
Angkot yang selam ini menunggu dan menaikan penumpang di dalam terminal dialihkan ke sepanjang jalan
M. Yamin. Jika Sentra Pasar Raya telah berfungsi diperkirakan kemacetan di sepanjang JI. M. Yamin akan
semakin parah. Disamping itu adanya penurunan pendapatan pengusaha yang selama berusaha di sekitar
eks TLA dan TGH. Ada beberapa jenis usaha yang diperkirakan tidak akan tertampung di kawasan pusat
perbelanjaan baru ini seperti tukang las, tukang kaca, tukang bubut, bengkel, bedagang besi dan lain-lain.

3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang M. Yamin, Pemkc; sejak dini seharusnya telah mulai
mengancang-ancang untuk membuat jalur dan tempat pengeteman baru angkot sehingga angkot yang
sekarang trayeknya melewati J! Pemuda dan M. Yamin dapat dibagi dan tidak bertumpuk di depan kawasan
eks TGH. Sejak awal rencana pembangunan Plaza Andalas dan Sentra Pasar Raya digulirkan oleh
pemerintah kota, berbagai keberatan akan rencana tersebut berkembang terutama oleh kelompok
masyarakat yang selama ini berusaha di kedua lokasi ini. Kelompok masyarakat ini keberatan karena takut
kehilangan tempat berusahanya. Selain itu juga keberatan juga berasal dari LSM dan masyarakat umum
yang merasa terganggu oleh kemacetan yang ditimbulkan oleh pembangunan kedua kegiatan tersebut.
Permeintah Kota Padang sejak mencanangkan pembangunan kedua pusat perbelanjaan ini telah

mengantisipasi dampak dengan mewajibkan kedua kegiatan pembangunan ini untuk dilengkapi dengan




dokumen AMDAL. Dengan adanya kajian AMDAL diharapkan dampak negatif yang mungkin timbul dapat

diminimalisasi.
3.2.4. Lokasi Pembuangan Akhir Sampah (LPAS) Kota Padang.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang belum tertangani dengan, khusunya di
negara dunia ketiga. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempengaruhi timbulan sampah rumah
tangga. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin banyak jumlah sampah per kapita
yang dibuang. Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam juga akan menghasilkan produk
sampingan seperti limbah/sampah dalam bentuk padat, cair, gas maupun kebisingan. Kualitas sampahnya
semakin banyak yang bersifat tidak mudah diuraikan oleh alam.

Pengelolaan lingkungan kota juga berkaitan dengan sampah padat rumah tangga yang memeriukan tempat
penampungan semeniara dan pengolahan air baik di proses secara tradisional maupun modem. Kegagalan
mengelola sampah rumah tangga dapat mendorong perkembangan penyakit yang bersumber dari sampah.
Untuk itu penanganan sampah rumah tangga diupayakan secara optimal dari penampungan sementara
dalam lingkungan pemukiman sampai pada pengolahan akhir. Penanganan sampah merupakan masalah
yang kompleks, karena itu harus memiperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan , perkembangan
daerah serta kesehatan masyarakat. Penanganan sampah juga mempunyai potensi yang besar dalam
mendukung pengembangan kota, terutama untuk menangani masalah kebersihan kota yang diakibatkan

oleh aktifitas perekonomian kota.
1). Kondisi Lingkungan

Kota Padang mempunyai suatu tempat pembuangan sampah akhir yang disebut juga Lokasi Pembuangan
Sampah Akhir (LPAS) yang berlokasi di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah. LPAS Air Dingin
yang dibangun sejak tahun 1987 ini befjarak 17 km dari pusat kota dengan ketinggian 100 m dari
permukaan laut serta memiliki luas 33 Ha. Topografi daerah ini sebagian besar dikelilingi oleh pegunungan
bukit barisan. Lebih kurang 3 km ke arah selatan LPAS mengalir sungai Batang Air Dingin dan di sebelah

barat mengalir pula Sungai Balik, Sungai Bangek dan Batang Kandis.

Pada awalnya sistem pembuangan sampah yang digunakan adalah open dumping yaitu sampah ditumpuk
tanpa aturan yang jelas. Namun sejak 1989 digunakan sistem pembuangan akhir permanen yang lebih
modem yang disebut sanitary landfill, yaitu suatu bertuk operasi dimana sampah tersebut dipadatkan lafu
ditimbun dengan tanah 15 cm. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Sampah kota yang dibuang ke LPAS
berupa sampah padat. Dengan adarya LPAS, permasalahan sampah kota diharapkan dapat diatasi karena
sampah yang masuk ke LPAS sekitar 350 ton per hari yang umumnya berasal dari sampah rumah tangga,



Bapedalda Kota Padang =]

pasar, rumah sakit dan pabrik. LPAS Air Dingin yang memiliki luas 33 Ha, baru 50 % yang dimanfaatkan .
Bagian lokasi yang dimanfaatkan dibagi atas Tahap I, It dan Ill. Saatini Tahap ! dan Il sudah penuh
sementara Tahap lll belum dimanfaatkan karena terbatasnya dana, sarana dan prasarana.

Hingga saat ini cakupan pelayanan sampah di Kota Padang baru mencapai sekitar 70 % dari total jumiah
penduduk, dengan daerah pelayanan 91.000 Ha, walaupun sudah mencakup semua kelurahan yang ada di
Kota Padang. Volume sampah yang terangkut baru mencapai 75 % dar sampah yang dihasilkan dari
berbagai sumber (1.500 m3hari). LPAS yang direncanakan , dibangun dan dikembangkan dengan sistem
sanitary landfill, temyata masih melaksanakan sistem open dumping. Sampah ditumpuk dan tidak ditimbun
sesuai ketentuan yang ada. Kolam tempat penampungan lindi tidak mempunyai konstruksi yang baik,
karena hanya berupa kolam biasa tanpa dinding beton sebagaimana perencanaan awal sehingga lumpur
dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Penyemprotan lalat jarang

dilakukan.

2). Tekanan dan Dampak

Keberadaan LPAS di Kelurahan Air Dingin memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat
Kelurahan Air Dingin. Sebagian sampah yang masuk ke LPAS menjadi sumber mata pencaharian baru bagi
masyarakat sekitar. Namun jika sampah yang berada di LPAS tidak dikeiola dengan baik akan memberikan
dampak negatif terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Secara geologi dan morfologi LPAS
Air Dingin terletak pada lembah perbukitan yang topografinya naik turun dengan ketinggian 60 — 100 m dari
permukaan laut. Daerah LPAS merupakan perpaduan antara lembah dan perbukitan serta hutan lindung
yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu 3000 - 5000 mmithn. Kondisi ini menyebabkan
banyaknya muncul sungai kecil. Sampah padat kota yang dibawa ke LPAS bila masuk ke lingkungan
perairan mengakibatkan terjadinya kepekatan air , perubahan wama air, terganggunya proses fotosintesa

serta berkurangnya oksigen dalam air yang akan berpenagruh terhadap kehidupan organisme dalam air.

Dampak lain yang mungkin timbul adalah :
a. Lumpur dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan

menurunkan kualitas air tanah dan air permukaan yang dikonsumsi masyarakat yang berada pada
lokasi yang lebih rendah dari LPAS.

b. Kemungkinan terjadinya kebakaran besar dan eksplosif di musim kemarau karena bertumpuknya
gas methane yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Hal ini dapat terjadi karena saluran gas
yang telah ada tidak difungsikan dengan baik.

. Anak usia sekolah termotivasi menjadi pemulung di LPAS dan mengabaikan sekolah.

~ d. Berkembangnya penyakit yang berkembang melalui media sampah seperti diare dan pes.



3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk memperluas jangkauan pelayanan persampahan, maka dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kota
Padang akan mengupayakan penambahan dana, sarana dan prasarana pengangkutan persampahan.

Pengelolaan lingkungan akan diupayakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
/

3.3  Sumberdaya Manusia.

3.3.1. Perkembangan Pola Usaha Yang Kurang Terarah.

1) Kondisi Perekonomian

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2004 PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku (ADHB)
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 9.367,78 juta
rupiah menjadi 10.340,76 juta rupiah pada tahun 2003. Artinya PDRB Kota Padang terjadi peningkatan
lebih kurang sebesar 10,38 % atau secara nominal sebesar 972,98 juta rupiah. Namun PDRB tersebut
sebenamya secara riil (ADHK) hanya mengalami peningkatan sebesar 133,61 juta rupiah yaitu dar
2.682,46 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 2.816,07 juta pada tahun 2004, atau terjadi peningkatan
sebesar 4,98 %.

Sementara PDRB per kapita atas dasar harga beriaku (ADHB} juga terjadi peningkatan dimana pada tahun
2002 berkisar Rp.12,605.628,83 meningkat menjadi Rp.13.722.346,91 pada tahun 2003 atau terjadi
peningkatan lebih kurang sebesar 10,38 % (Rp.1.116.718,08). Secara riil (ADHK), peningkatan perkapita
tersebut hanya sebesar 3,54 % atau sebesar Rp.1.277.724,- dimana pada tahun 2002 hanya sebesar
Rp.3.609.244,05 maka pada tahun 2003 menjadi Rp.3.736.968,05. Kontribusi terbesar dalam peningkatan
PDRB kota Padang tahun 2003 ini, seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya adatah di sektor
pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 3.230,97 juta rupiah atau sebesar 31,24 %, atau secara riilnya
hanya sebesar 584,93 juta rupiah atau sebedar 20,77 %. Kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel

dan restoran dan sektor industri pengolahan.

Besarnya peranan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tidak terlepas dari fungsi kota Padang sebagai
ibukota Propinsi yang memiliki sarana prasarana transportasi memadai dan menjadi daerah tujuan utama di
propinsi Sumatera Barat. Disamping itu, faktor tingginya tingkat mobilitas masyarakat Minangkabau ke
daerah-atau kota dalam propinsi dan ke daerah atau kota di luar propinsi Sumatera Barat, juga membuat
sektor pengangkutan ini akhimya memiliki kentribusi penting dalam PDRB kota Padang. Begitu juga dengan
sektor perdagangan dan restoran serta sektor industri pengolahan, dimana sektor ini disamping sektor
pengangkutan juga menjadi salah satu tradisi yang banyak dikembangkan dalam masyar‘akatnya, sehingga
menjadi wajar kalau akhimya memiliki kontribusi peting juga dalam PDRB kota Padang tersebut.



pasar, rumah sakit dan pabrik. LPAS Air Dingin yang memiliki luas 33 Ha, baru 50 % yang dimanfaatkan .
Bagian lokasi yang dimanfaatkan dibagi atas Tahap |, Il dan {ll. Saatini Tahap | dan Il sudah penuh
sementara Tahap [l belum dimanfaatkan karena terbatasnya dana, sarana dan prasarana.

Hingga saat ini cakupan pelayanan sampah di Kota Padang baru mencapai sekitar 70 % dari total jumlah
penduduk, dengan daerah pelayanan 91.000 Ha, walaupun sudah mencakup semua kelurahan yang ada di
Kota Padang. Volume sampah yarg terangkut baru mencapai 75 % dari sampah yang dihasilkan dari
berbagai sumber (1.500 m3hari). LPAS yang direncanakan , dibangun dan dikembangkan dengan sistem
sanitary landfill, tenyata masih melaksanakan sistem open dumping. Sampah ditumpuk dan tidak ditimbun
sesuai ketentuan yang ada. Kolam tempat penampungan lindi tidak mempunyai konstruksi yang baik,
karena hanya berupa kolam biasa tanpa dinding beton sebagaimana perencanaan awal sehingga lumpur
dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Penyemprotan lalat jarang

dilakukan.

2). Tekanan dan Dampak

Keberadaan LPAS di Kelurahan Air Dingin memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat
Kelurahan Air Dingin. Sebagian sampah yang masuk ke LPAS menjadi sumber mata pencaharian baru bagi
masyarakat sekitar. Namun jika sampah yang berada di LPAS tidak dikelola dengan baik akan memberikan
dampak negatif terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Secara geologi dan morfologi LPAS
Air Dingin terletak pada lembah perbukitan yang topografinya naik turun dengan ketinggian 60 — 100 m dari
permukaan laut. Daerah LPAS merupakan perpaduan antara lembah dan perbukitan serta hutan lindung
yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu 3000 — 5000 mm/thn. Kondisi ini menyebabkan
banyaknya muncul sungai kecil. Sampah padat kota yang dibawa ke LPAS bila masuk ke lingkungan
perairan mengakibatkan terjadinya kepekatan air , perubahan wamna air, terganggunya proses fotosintesa
serta berkurangnya oksigen dalam air yang akan berpenagruh terhadap kehidupan organisme dalam air.

Dampak lain yang mungkin timbul adalah :

a. Lumpur dan air lindi masuk ke sungai tanpa melalui bak pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan
menurunkan kualitas air tanah dan air permukaan yang dikonsumsi masyarakat yang berada pada
lokasi yang lebih rendah dari LPAS.

b. Kemungkinan terjadinya kebakaran besar dan eksplosif di musim kemarau karena bertumpuknya
gas methane yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Hal ini dapat terjadi karena saluran gas
yang telah ada tidak difungsikan dengan baik.

c. Anak usia sekolah termotivasi menjadi pemulung di LPAS dan mengabaikan sekolah.

“ d. Berkembangnya penyakit yang berkembang melalui media sampah seperti diare dan pes.



3). Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk memperiuas jangkauan pelayanan persampahan, maka dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kota
Padang akan mengupayakan penambahan dana, sarana dan prasarana pengangkutan persampahan.

Pengelolaan lingkungan akan diupayakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
)

3.3  Sumberdaya Manusia.

3.3.1. Perkembangan Pola Usaha Yang Kurang Terarah.

1) Kondisi Perekonomian

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2004 PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku (ADHB)
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 9.367,78 juta
rupiah menjadi 10.340,76 juta rupiah pada tahun 2003. Artinya PDRB Kota Padang terjadi peningkatan
lebih kurang sebesar 10,38 % atau secara nominal sebesar 972,98 juta rupiah. Namun PDRB tersebut
sebenamya secara ril (ADHK) hanya mengalami peningkatan sebesar 133,61 juta rupiah yaitu dari
2.682,46 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 2.816,07 juta pada tahun 2004, atau terjadi peningkatan

sebesar 4,98 %.

Sementara PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga terjadi peningkatan dimana pada tahun
2002 berkisar Rp.12,605.628,83 meningkat menjadi Rp.13.722.346,91 pada tahun 2003 atau terjadi
peningkatan lebih kurang sebesar 10,38 % (Rp.1.116.718,08). Secara riil (ADHK), peningkatan perkapita
tersebut hanya sebesar 3,54 % atau sebesar Rp.1.277.724,- dimana pada tahun 2002 hanya sebesar
Rp.3.609.244,05 maka pada tahun 2003 menjadi Rp.3.736.968,05. Kontribusi terbesar dalam peningkatan
PDRB kota Padang tahun 2003 ini, seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya adalah di sektor
pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 3.230,97 juta rupiah atau sebesar 31,24 %, atau secara riilnya
hanya sebesar 584,93 juta rupiah atau sebedar 20,77 %. Kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel

dan restoran dan sektor industri pengolahan.

Besamya peranan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tidak terlepas dari fungsi kota Padang sebagai
ibukota Propinsi yang memiliki sarana prasarana transportasi memadai dan menjadi daerah tujuan utama di
propinsi Sumatera Barat. Disamping itu, faktor tingginya tingkat mobilitas masyarakat Minangkabau ke
daerah-atau kota dalam propinsi dan ke daerah atau kota di luar propinsi Sumatera Barat, juga membuat
sektor pengangkutan ini akhimya memiliki kentribusi penting dalam PDRB kota Padang. Begitu juga dengan
sektor perdagangan dan restoran serta sektor industri pengolahan, dimana sektor ini disamping sektor
pengangkutan juga menjadi salah satu tradisi yang banyak dikembangkan dalam masya@katnya, sehingga
menjadi wajar kalau akhimya memiliki kontribusi pe:ting juga dalam PDRB kota Padang tersebut.



Walaupun demikian, pada Tabel SDB 9.1 dan Tabel SDB 9.2 terlihat ada kecenderungan untuk sektor
perdagangan, hotel dan restoran terjadi penurunan persentase walaupun dari besaran angka rupiah terjadi
kenaikan. Begitu juga untuk sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun terjadi penurunan persentase,
walaupun dari besaran angka rupiah terjadi peningkatan. Sementara itu untuk sektor lainnya seperto sektor
listrik, gas dan air bersih cenderung terjadi peningkatan dari tahun ke tahun baik persentase maupun
besaran rupiahnya. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya, baik dalam bentuk persentase maupun dalam
bentuk besaran rupiah terjadi kenaikan pada tahun 2004 ini dibandingkan tahun 2003 yang lalu, kecuali
sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa yang mengalami penurunan persentase walaupun

dalam besaran rupiah terjadi peningkatan.
2) Tekanan dan Dampak

Terjadinya penurunan persentase pada perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor
jasa, pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, sementara sekior-sektor ekonomi fainnya
cenderung menunjukkan peningkatan, disatu sisi dapat dilihat sebagai akibat semakin mulai bcragamnya
alternatif mata pencaharian yang coba digeluti oleh masyarakat Kota Padang. Namun disisi lain, hal ini juga
menunjukkan bahwa altematif sektor ekonomi yang digeluti cenderung mulai beralih pada sektor ekonomi
yang semakin riil yang mengandalkan sarana prasarana pendukung yang semakin jelas, tahan lama dan
bisa di pergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga akhimya tidak hanya mengandalkan modal dan

jasa (tenaga dan service) belaka.

Kecenderungan seperti ini akhimya berdampak pada ketenaga kerjaan, dimana para pecari kezja yang bisa
ditampung akhimya semakin terbatas. Data pada tahun 2003 menunjukkan bahwa semakin kecilnya
pencari kerja yang telah ditempatkan yaitu hanya 567 orang dibandingkan dengan jumlah pencari kerja itu
sendiri yang berjumlah 14.148 orang atau hanya sekitar 4,00 % yang bisa ditampung (Tabel SDM 2). Dari
angka-angka pencari kerja dan yang tertampung di lapangan kerja tersebut, persentase perempuan yang
tertampung relatif cukup besar yaitu sekitar 535 orang dari 8.400 orang pencari kerja atau sekitar 6,37%,
sementara laki-laki semakin kecil persentase yang bisa ditampung yaitu hanya sekitar 0,56% (32 orang

yang tertampung dari 5.748 orang pencari kerja).
3) Respons Pemerintah dan Masyarakat

Kota Padang sebagai |bukota Propinsi cenderung lebih mengandalkan sektor perdagangan dan pengolahan
khususnya makanan, serta sektor pengangkutan sebagai sektor penting dalam peningkatan pendapatan
daerahnya. Adanya kecenderungan perekonomian Kota Padang dimana terjadi perubahan (peningkatan
dan penurunan) pada sektor-sektor ekonomi tersebut cukup direspon oleh pemerintah Kota Padang dengan
.baik. Upaya pengembangan ekonomi khususnya sektor perdagangan terus dilakukan dengan adanya



upaya membangun beberapa swalayan dan pembenahan beberapa areal untuk pertokoan. Sementara itu
pembenahan Kota Padang juga dilakukan dalam upaya meningkatan sektor-sektor fainnya.

Pada tataran masyarakat umum di Kota Padang sebagaimana masyarakat Sumatera Barat pada umumnya,
sektor perdagangan juga dianggap. sebagai sektor penting dalam peningkatan ekonominya. Olch sebab itu
di tingkat masyarakat umum, upaya peningkatan ekonomi di sektor perdagangan dan pengolahan ini
cenderung terus dilakukan. Permasalahannya upaya peningkatan ekonomi melalui sektor perdagangan
tersebut khususnya sektor perdagangan kecil (kaki lima), cenderung sering mengalami benturan dengan
upaya pemerintah Kota Padang dalam menata kembali wilayahnya. Demonstrasi para pedagang kaki lima
dan usaha kecil mulai sering dilakukan sebagai respon dari upaya pemerintah melakukan penataan di

wilayah-wilayah tersebut.

Melihat kecenderungan perekoncmian kota Padang diatas, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan
oleh pemerintah Kota Padang adalah dengan mengembangkan sektor-sektor usaha kecil dan menengah
yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan. Sektor usaha perdagangan dan jasa
adaiah altenatif yang cukup baik untuk dikembangkan. Akan tetapi karena terbatasnya keterampilan dan
modal, maka usaha perdagangan seperti kaki lima dan kios-kios kecil terlihat lebih memungkinkan untuk
berkembang. Permmasalahannya karena usaha perdagangan kecit seperti ini dianggap mengganggu
ketertiban dan keindahan kota, maka penataan tempat-tempat usaha dan pelatihan pengembangan usaha
periu dilakukan di kemudian hari. Namun dalam upaya penataan tersebut pedu mempertimbangkan dampak
lanjutan terhadap para pedagang itu sendin, sehingga diharapkan penataan yang dilakukan sekaligus

mampu meningkatkan ekonomi para pedagangnya.

3.3.2. Tingginya Pertambahan Penduduk

1)  Kondisi Kependudukan

Berdasarkan sensus yang dilakukan untuk tahun 1998-2003, penduduk Kota Padang tahun 1998 berjumiah
696.036, sedangkan jumlah penduduk tahun 2003 berjumiah 765.450, berarti faju pertumbuhan Kota
Padang selama 5 tahun terakhir (1998-2003) adala.h sebesar 1,92%. Diproyeksikan pada tahun 2004 ini
jumlah penduduk menjadi 781.125 jiwa dan tahun 2005 menjadi 801.488 jiwa (Tabel SDM 1.1).

Dari temuan data yang ada, jumlah penduduk tahun 2003 terjadi pertambahan sebesar 4,22 % dari tahun
2002. Dimana pada tahun 2002 jumlah penduduk Kota Padang sebanyak 734.421 jiwa, sementara tahun
2003, berjumlah 765.450 jiwa. Pada tahun 2003 ini, jumlah penduduk terbanyak ada di‘daerah Kecamatan
Koto Tangah yaitu sebesar 141.638 jiwa sementara penduduk terkecil ada di daerah Kecamatan Bungus
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Teluk Kabung yaitu sebanyak 22.164 jiwa. Namun berbanding dengan luas daerah yang ada, maka
kepadatan penduduk di daerah Kecamatan Koto Tangah relatif kecil yaitu hanya 610 jiwa per km? justru
kepadatan tertinggi ada di daerah-daerah pusat Kota Padang Timur (9.744 jiwa per km?), Padang Barat
(8.140 jiwa per km?) dan Padang Utara (8.599 jiwa per km?). Sementara kepadatan penduduk Kota Padang
sendiri adalah sebesar 1.101 jiwa per km? (Tabel SDM 1.2).

Pertambahan ini terjadi di hampir semua daerah kecamatan kecuali di daerah Padang Barat, Padang Timur
dan Lubuk Kilangan yang mengalami pengurangan penduduk selama setahun terakhir ini. Di daerah
Padang Barat terjadi pengurangan, penduduk sebesar 4.713 atau terjadi pengurangan sebcsar 7,64 %
diikuti daerah Kecamatan Padang Timur sebesar 3.625 jiwa atau sebesar 4,37 % dan Kecamatan Lubuk
Kilangan sebesar 1.148 jiwa (2,88 %). Sementara pertambahan tertinggi terdapat didaerah Koto Tangah
yaitu 17.269 jiwa selama setahun terakhir (2002-2003) atau sebesar 13,91 %. Kemudian diikuti oleh daerah
di Kecamatan Kuranji sebesar 6.078 jiwa (6,12 %) dan daerah di kecamatan Pauh sebesar 5.768 (13,67 %)
(Tabel SDM 1.3).

2) Tekanan dan Dampak

Melihat data yang ada, berarti ada kecenderungan pertambahan penduduk semakin tinggi menuju ke
daerah pinggiran kota seperti di daerah Kecamatan Koto Tangah dan daerah Kuranji. Hal ini sangat terkait
dengan semakin tingginya tingkat hunian penduduk ke areal-areal pemukiman khususnya di berbagai
perumahan yang dikembangkan di kedua daerah tersebut. Artinya ada kecenderungan masyarakat mulai
semakin familiar untuk mencari dan menempati rumah-rumah yang ada di pinggiran kota, walaupun ada
kecendrungan penurunan jumiah penyediaan perumahan dibandingkan tahun 2002 yang laiu (Tabel SDM
3).

Kecenderungan semakin mengarahnya penduduk Kota Padang ke arah pinggiran kota ini, disatu sisi akan
berdampak pada semakin semakin menyempitnya lahan pertanian yang banyak tersebar di daerah-daerah
pinggiran kota tersebut. Namun sebagai sebuah kota yang cenderun:cj semakin berkembang, konsekuensi
ini memang harus dihadapi. Namun permasalahan lain yang cenderung akan mengiringinya adalah semakin
tingginya tekanan terhadap lingkungan alam akibat penumpukan fimbah sampah rumah tangga yang ada di-
daerah tersebut. Artinya semakin tingginya tingkat hunian di pinggiran kota kecenderungan juga akan
membuat pencemaran limbah juga akan semakin bertambah dan mengarah ke pinggiran kota. Sementara
daerah pinggiran kota tersebut adalah daerah perbukitan yang dipakai sebagai daerah serapan air Kota

Padang.

Tekanan terhadap fingkungan ini cenderung semakin tinggi, karena nilai-nilai dan perilaku dalam

membuang sampah masih mengandalkan cara penumpukan di sembarang tempat. Artinya nilai-nilai dan
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perilaku “membuang sampah pada tempatnya” refatif belum membudaya secara baik, sehingga tebaran
sampah yang ada akan semakin membuat lingkungan pinggiran kota yang menjadi bagian hulu dari sungai-

sungai yang ada di kota semakin tercemar.
3)  Respon Pemerintah dan Masyarakat.

Upaya pemerintah Kota Padang méngembangkan wilayahnya kearah pinggiran kota disatu sisi telah
direspon pemerintah kota dengan memberikan rekomendasi untuk pembangunan berbagai perumahan di
pinggiran kota. Untuk mendukung upaya tersebut, maka beberapa sarana prasarana pendukung juga telah
dikembangkan. Upaya pemerintah Kota Padang terus mengaktifkan keberadaan Terminal Regional
Bengkuang Air Pacah sebagai sentral pengembangan kota ke arah pinggiran kota terus dilakukan.

Di sisi lain, masyarakat Kota Padang juga mulai menempatkan daerah pinggiran Kota Padang bukan lagi
sebagai daerah yang jauh dan “terisolir’. Ada kecenderungan perubahan pola pikir inilah yang kemudian
menempatkan daerah pinggiran kota tersebut semakin dipadati oleh penduduk dan ditempatkan sebagai
daerah ideal untuk pemukiman. Permasalahannya masih terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti
transportasi, komunikasi dan sarana pendukung kota lainnya seperti tempat pembuangan sampah
sementara (TPS) masih relative terbatas. Khusus untuk tempat pembuangan sampah sementara, akibat
masih terbatasnya sarana prasarana pendukung akhimya berdampak pada aktifitas lainnya seperti
pendidikan, sehingga tekanan terhadap lingkungan akibat limbah rumah tangga tersebut relative masih
tinggi.

Adanya korelasi antara penyebaran dan kepadatan penduduk dengan semakin tingginya tingkat
penumpukan dan pencemaran limbah buangan rumah tangga di daerah pinggiran kota, perlu mendapat
perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah baik
dari jumlah maupun kontinuitasnya peru dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan kondisi

kependudukan yang di daerah-daerah pinggiran kota tersebut.

Kondisi kependudukan yang sebahagian besar adalah masyarakat Minangkabau cenderung masih
menempatkan ruang bagian belakang rumah sebagai daerah yang kotor. Artinya, berkaitan dengan pola
pembuangan sampah, persepsi anggota masyarakat tentang bagian depan rumah sebagai ruang bersih
dan bagian belakang rumah sebagai ruang kotor relatif masih kuat di tengah masyarakat. Oleh sebab itu,
maka ketika sungai dan saluran sekunder maupun tersier tersebut berada dibagian belakang rumah, maka
perilaku membuang sampah ke sungai ataupun ke saluran sekunder maupun tersier yang ada menjadi hal

yang wajar. Sementara apabila sungai atau saluran sekunder dan tersier tersebut berada di depan rumah,

maka upaya membuang sampah di tempat tersebut akan jarang ditemui.



Kasus adanya bak sampah di depan rumah di sepanjang jalan Tabing-Lubuk Minturun menjadi contoh
kasus yang menarik mengapa akhimya bak sampah tersebut tidak dipergunakan. Program pembuatan jalan
di sepanjang aliran banjir kanal yang akhimya membuat rumah-rumah di sepénjang sungai di hadapankan
ke ke jalan yang ada atau dihadapkan ke sungai menjadi kasus lain dimana masyarakat mulai enggan

untuk membuang sampah ke sungai.
3.3.3. Terbatasnya Fasilitas Kesehatan

1)  Kondisi Kesehatan .

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2004, kondisi kesehatan masyérakat kota Padang relatif semakin
membaik bila dibandingkan pada kondisi tahun 2003 sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dengan terjadinya
penurunan jumlah penderita beberapa penyakit yang ada dimana pada tahun 2002 tercatat sebanyak
362.302 orang, sementara pada tahun 2003 menurun menjadi 207.377 penderita atau terjadi penurunan
sebanyak 25,37%. Adapun jenis penyakit yang banyak diderita masih berkisar pada jenis penyakit Infeksi
Saluran Pemapasan Atas (ISPA) yang pada tahun 2003 menempati urutan teratas dengan penderita
sebanyak 41,35%. Kemudian diikuti dengan jenis penyakit remautik, jaringan bawah kulit dan jaringan gusi
(prodental) (Tabel SDM 5.1).

Dari sebahagian besar jenis penyakit yang ada, ada kecenderungan terjadi penurunan jumlah penderita.
Namun pada sisi lain jenis penyakit lainnya justru mengalami peningkatan. Misalnya jenis penyakit diare
yang umum tahun 2002 banyak diderita oleh masyarakat penduduk Kota Padang, pada tahun 2003 ini
mengalami penurunan, bahkan untuk jenis benyakit seperti jaringan gusi (prodental) pada tahun 2003 ini
mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sekitar 56,70% dari tahun 2002 sebelumnya, diikuti jenis
penyakit ISPA (50,08%) dan diare (47,52%). Sementara jenis penyakit alergi kulit mengalami peningkatan
jumiah penderita yang cukup tinggi yaitu sekitar 120,62%, diikuti jenis penyakit asma (9,77%) dan reumatik
(3,27%).. | '

Adanya kecenderungan penurunan secara umum penderita beberapa jenis penyakit ini lebih disebabkan
karena pada tahun 2003 ada kecenderungan semakin bertambahnya tenaga-tenaga kesehatan yang ada di
berbagai sarana kesehatan yang ada dibandingkan tahun 2002 ‘sebelumnya. Artinya dilihat dari data yang
ada dari segi sarana kesehatan justru tidak mengalami penambahan unit, namun karena terjadinya
pertambahan tenaga kesehatan ini membuat kondisi kesehatan masyarakat relatif menurun dari tahun
sebelumnya (Tabel SDM 5.2). Untuk tenaga dokter tercatat ada sekitar 700 tenaga dokter di kota Padang,
dimana 80 diantaranya tersebar di berbagai puskesmas utama dan puskesmas pembantu di kecamatan

yang ada yang ada Kota Padang.

2) Tekanan dan Dampak



Terjadinya penurunan secara umum jumiah penderita jenis penyakit yang ada, menunjukkan bahwa tingkat
kesehatan masyarakat mulai semakin membaik, walaupun berdasarkan jenis-jenis penyakit yang diderita,
untuk jenis penyakit tertentu mengalami penurunan jumlah penderita, sementara untuk jenis penyakit
lainnya justru mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini pada satu sisi bisa dilihat sebagai
dampak dari semakin bertambah dan tersebamya tenaga-tenaga kesehatan di berbagai daerah yang ada di
Kota Padang. Hal ini bisa dilihat dari semakin meratanya jumlah tenaga dokter umum dan dokfer gigi di
berbagai Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang di Kota Padang disamping tenaga bidan yang ada
sebagai implikasi dari program pengiriman dokter umum dan dokter gigi ke puskesmas-puskesmas yang
ada ( Tabel SDM 5.2).

Namun masih terbatasnya program pengiriman dokter-dokter spesialis selain dokter gigi ke berbagai
puskesmas yang ada di berbagai daerah kota Padang ini membuat jenis-jenis penyakit tertentu akhimya
belum mampu ditangai secara baik. Dengan demikian, penduduk yang menderita jenis penyakit yang relatif
membutuhkan penanganan serius seperti asma dan remautik harus berobat ke rumah sakit-rumah sakit
atau ke dokter-dokter spesialis yang kecenderungannya terkonsentrasi di pusat kota. Sementara faktor
ekonomi dan transportasi sebahagian masyarakat yang ada di pinggiran kota reiatif masih terbatas
sehingga ada kecenderungan untuk jenis-jenis tertentu akhimya didiamkan dan tidak dibawah ke dokter

spesialis yang ada di pusat-pusat kota.

3) Respon Pemerintah dan Masyarakat

Dari data yang ada menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untux hidup sehat cenderung semakin
tinggi, namun ini sening terkendala dengan faktor ekonomi masyarakat itu sendiri. Kecenderungan data
dimana terjadi peningkatan untuk jenis-jenis penyakit tertentu seperti alergi kulit, asma dan reumatik
diasumsikan lebih karena faktor ekonomi masyarakatnya. Artinya untuk jenis penyakit-penyakit tertentu
yang seharusnya dibawa ke dokter-dokter spesialis, namun karena masih terbatasnya ekonomi masyarakat

khususnya di pinggiran kota membuat jenis-jenis penyakit yang ada cenderung dibiarkan saja.

Kecenderungan peningkatan jenis-jenis penyakit yang membutuhkan penanganan serius dari dokter-dokter
spesialis ini juga belum direspon oleh pemerintah Kota Padang secara maksimal. Upaya dan rencana
pemerintah Kota Padang untuk membangun beberapa tempat kesehatan seperti rumah sakit milik
pemerintah dan swasta cenderung terhambat karena masalah teknis. Akan tetapi upaya pengiriman dan
penambahan dokter-dokter spesialis di berbagai puskesmas dan puskesmas pembantu cenderung masih

terbatas pada dokter-dokter umum dan dokter-dokter gigi.

Melihat gambaran bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Padang yang semakin membaik bukan berarti
membuat pihak-pihak terkait akhimya harus berhenti sedemikian rupa dalam meningkatkan kualitas



kesehatan masyarakat. Berangkat dari keberhasilan program pengiriman dan penempatan dokter gigi di
berbagai puskesmas di Kota Padang tersebut, maka pemerintah Kota Padang hendaknya dapat menindak
lanjuti dengan pengirman dan penyebaran dokter-dokter spesialis lainnya ke puskesmas-puskesmas
tersebut. Artinya program pengiriman dan penempatan dokter spesialis selain spesialis gigi tersebut, tetap
mempertimbangkan kecenderungan jumlah penderita penyebaran jenis penyakit di daerah-daerah tersebut,
sehingga penempatannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam penanganan pengurangan penderita

jenis penyakit tertentu.

Disamping itu, melihat kecende‘rungan mulai semakin meningkatnya jenis-jenis penyakit yang
membutuhkan penanganan dokter spesialis tersebut, maka pemerintah Kota Padang hendaknya juga mulai
menyiapkan sarana prasarana pendukung kesehatan secara merata dan tersebar di semua daerah Kota
Padang. Artinya pembangunan sarana prasarana kesehatan hendaknya tidak dikonsentrasikan lagi di pusat
kota, namun juga mulai mempertimbangkan penyebarannya ke pinggiran Kota Padang. Salah satu alternatif
yang memungkinkan adalah dengan menger:nbangkan puskesmas-puskesmas utama yang telah ada
sebagai pusat kesehatan dengan sarana prasarana pendukungnya, sehingga mampu tidak hanya
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tétapi sekaligus mampu penanganan jenis penyakit yang ada
di masyarakat tersebut tanpa perlu merujuk penderita (pasien) ke rumah sakit yang ada di pusat kota.

3.3.4. Masalah Sosial
1)  Kondisi Masalah Sosial

Keberadaan Kota Padang sebagai ibukota propinsi yang terus berkembang juga menunjukkan
kecenderungan mulai meningkatnya jumlah penduduk yang rawan sosial. Pada tahun 2005, ada
kecenderungan mulai terjadi peningkatan padé jumlah anak terlantar dan penyandang cacat dibandingkan
tahun 2004 yang lalu. Berdasarkan data temuan Dinas Sosial Kota Padang, pada tahun 2003 tercatat
jumiah anak-anak terantar sebanyak 114.893 orang, sementara penyandang cacat sebanyak 1.815 orang
(Tabel SDM 6.1). Khusus untuk anak-anak terlantar di satu sisi sangat berpotensi untuk menciptakan
kondisi gangguan sosial dan keamanan, karena sebahagian besar diantaranya memang tidak tertampung di |
lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan yang ada di Kota Padang. Menurut data yang ada dari 17
buah Panti Asuhan yang tersebar di Kota Padang, hanya mampu menampung 826 anak asuh (Tabel SDM

6.2).

Kondisi ini disatu sisi telah menjadi masalah sosial tersendiri di Kota Padang, dimana mulai banyak
ditemukan anak-anak terlantar yang cenderung bermain di jalanan atau di setiap persimpangan jalan di
Kota Padang atau yang sering disebut dengan istilah anak jalanan. Pada tahun 2004 ini, ada sekitar 4.575
anak jalanan yang bisa tercatat di Dinas Sosial Kota Padang dengan perincian 3.298 orang laki-laki dan



1.277 perempuan. Dari jumlah tersebut, 1.174 orang (25,66 %) diantaranya berstatus tidak lagi bersekolah,
walaupun hanya 605 orang (13,22 %) yang berstatus tidak tinggal bersama orangtuanya lagi (Tabel SOM
17). Artinya apabila menyimak data jumlah anak terantar yang ada, dibandingkan jumlah anak jalanan yang
tercatat, maka apabila tidak menjadi perhatian serius dikemudian hari, maka semakin bertambahnya jumiah

anak jalanan tersebut dikemudian hari akan sangat memungkinkan.

Dinas Sosial Kota Padang menetapkan kriteria anak jalanan lebih pada kelompok usia sekolah (6-18 tahun).
Artinya Mengikuti knteria Dinas Sosial dalam mendaia jumlah anak jalanan berdasarkan kelompok usia
sekolah (6-18 tahun), maka mengikuti kecenderungan data jumlah penduduk usia sekolah di Kotz Padang,
maka tercatat pada tahun 2003 kelompok usia sekolah berjumlah 181.430 orang, sementarasjumlah siswa
yang tercatat diberbagai jenjang pendidikan hanya sebesar 176.855 orang. Artinya ada selisih jumlah
sebesar 4.575 orang penduduk usia sekolah yang tidak lagi bersekolah. Ini berarti bahwa 4.575 orang anak
jalanan yang tercatat oleh Dinas Sosial Kota Padang, semuanya telah menjadi anak jalanan (Tabel SDM
4.1 dan bandingkan dengan Tabel SDM 6.1).

2) Tekanan dan Dampak

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak-anak terantar dan mulai menggejalan!ya fenomena
anak jalanan, disatu sisi ikut berdampak pada terjadinya masalah gangguan keamanan dan pelanggaran
ketertiban umum. Berdasarkan data Poitabes Padang, memang secara umum ada kecenderungan pada
tahun 2004 (periode Januari - Oktober 2004) terjadi penurunan jumlah kasus gangguan keamanan dan
pelanggaran ketertiban umum tersebut dibandingkan tahun 2003. Namun pada kasus-kasus tertentu justru
terjadi peningkatan seperti dalam kasus penganiayaan berat (anirat) dimana pada tahun 2003 hanya 127
kasus menjadi 168 kasus pada tahun 204. Begitu juga untuk kasus perjudian dan pemalsuan surat-surat,
bahkan mulai bertambahnya kasus pembunuhan. Sementara kasus lain yang pada tahun tahun
sebelumnya menggejala seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) cenderung menurun di tahun
2003 ini (Tabel SDM 7).

Dari data tersebut juga mengungkapkan bahwa kasus penganiyaan berat (anirat) pada tahun 2003
menduduki rangking ke-7 dari berbagai kasus yang ada, namun pada tahun 2004 tercatat sebagai kasus
dengan rangking ke-3 terbanyak. Artinya kasus penganiayaan berat (anirat) mulai menggejala di dalam
masyarakat kota Padang dimana kasus seperti ini cenderung berantai. Dengan demikian, maka terjadinya
peningkatan pada kasus kasus-kasus lain seperti pembunuhan, perjudian dan pemalsuan surat

berkemungkinan adalah mata rantai penyebab dan akibat dari kasus anirat tersebut.

3) Respon Pemerintah dan Masyarakat



Adanya kecenderungan peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat, disatu sisi cukup
direspon oleh masyarakat dengan baik. Ini terihat dari semakin gencamya upaya masyarakat untuk -
memberantas berbagai perilaku yang berkemungkinan berpotensi untuk menciptakan gangguan keamanan
dan ketertiban. Hal ini disebabkan karena beberapa fenomena gangguan keamanan dan ketertiban lebih
disebabkan karena faktor-faktor yang ditimbulkannya seperti minuman keras dan permasalahan pola

hubungan dalam masyarakat.

Respon masyarakat ini, disisi lain juga cukup direspon secara baik oleh pemerintahan Kota Padang,
rencana pemerintah Kota Padang mengucurkan dana untuk memberantas togel misalnya adalah salah satu
bentuk keperdulian pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berkembang
ditengah masyarakat yang diperkirakan berpotensi untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban.
Akan tetapi upaya pemerintah tersebut masih terbatas pada penanganan masalah-masalah yang telah
menjadi masalah. Upaya penanganan berbagai aktifitas yang cenderung berpotensi menjadi gangguan
keamanan dan ketertiban seperti semakin maraknya anak jalanan, bertambahnya gelandangan dan

pengemis (gepeng) cenderung belum diantisipasi secara maksimal.

Mt-::lihat kecenderungan data yang ada, maka periu menjadi perhatian bagi pemerintahan Kota Padang
dimana ada kecenderungan untuk tahun-tahun ke depan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang
rawan sosial khususnya anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan. Karena penduduk rawan sosial ini
befpotensi untuk menciptakan kondisi disharmoni atau gangguan keamanaan dan ketertiban, maka upaya
dalam menjaga keamaan dan ketertiban umum perlu menjadi perhatian serius. Ini terlihat dari mulai

meningkatnya jumlah kasus penganiayaan berat, bahkan pada kasus pembunuhan.



B8 7
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan berbagai perubahan
lingkungan selama tahun 2005, secara umum telah memberkan hasil yang cukup berarti dalam
mengendalikan perubahan kualitas lingkungan, agar tidak menuju ke arah yang tidak diinginkan. Namun
usaha yang telah ada masih perlu untuk dﬁingkatkan lagi, terutama dalam menerapkan berbagai peraturan
perundangan lingkungan hidup secara nyata terhadap setiap orang yang telah melakukan perubahan
lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, disamping itu tindak lanjut kedepan/diupayakan dengan
meningkatkan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan
daerah berkelanjutan, analisis isu pokok lingkungan serta evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan
dengan tekanan, status dan upaya penanégulangan yang akan dilakukan, maka dapat direkomendasikan

hal-hal sebagai berikut : ;

41.  Sumberdaya Alam

4.1.1. Gempa dan Tsunami

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pengamanan din agar terhindar
dari bencana yéng tidak diinginkan. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan
KOGAMI (Komunitas Siaga Tsunami) telah melakukan pendidikan bagi masyarakat yaitu melaksanakar
Workshop Sistem Evakuasi Gempa dan Tsunami. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
ketenteraman dan kedamaian bukan membuat cemas warga. Dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan
masyarakat dapat mengenali tingkat kerawanan lingkungannya, terbiasa membuat perencanaan strategi
evakuasi, memupuk rasa tanggung jawab masyarakét untuk menyelamatkan diri dan keluarga jika terjadi
bencana serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Berbagai kebijakan dan
aktifitas juga dilakukan Pemko Padang untuk menyelamatkan warga seperti upaya spritual (doa dan zikir),
penyuluhan dan pelathan evakuasi, pembenahan fisik jalur evakuasi serta pembentukan posko

pemantauan gempa dan tsunami.

Sistem peringatan dini secara menyeluruh sangat diperlukan karena Sumatera Barat merupakan daerah
rawan bencana gempa bumi, tsunami dan banijir. Begitu terjadi gempa, masyarakat tak perlu panik bahkan
perlu lebih tanggap dan paham apa yang periu dilakukan dalam menyikapi rawan bencana bila terjadi,
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informasi mengenai tanda-tanda gempa dan tsunami secara berkelanjutan, bahkan jika perlu dibudayakan
sebagai pedoman hidup. Peringatan ini diperlukan untuk kesiap siagaan, sehingga dapat menjaga
fingkungan di daerah rawan bencana. Siaga ini tidak harus melibatkan suatu institusi,bahkan masyarakat
pun wajib mengetahui sistem peringatan dini tersebut, sehingga tampak bahwa pemerintah dan masyarakat

mempunyai visi dan misi yang sama untuk waspada terhadap bencana.

Tragedi nasional di Aceh dan Sumatera Utara memberikan suatu pelajaran bahwa minimnya pengetahuan

masyarakat , lemahnya koordinasi dan belum adanya perencanaan dan kesiapan dalam menghadapi

bencana alam mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Semua usaha fersebut bisa

teflaksana dengan baik jika masyarakat dan pemerintah mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang -
‘ terpadu dan berkesinafnbungan. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah Kota Padang,

Kantor Meneg Ristek, LIPl, Bakornas Penanggulangan Bencana, LSM serla dukungan Lembaga

Internasional dalam pelaksanaan I5'r_ogram Contingency planning and Tsunami Early Warning System

(TEWS) serta communify preparedness dalam menghadapi kemungkinan terjadinya tsunami di Kota

Padang. ':

Perlu adanya tata ruang pesisir pantai k?arena rusaknya lingkungan akibat tsunami tidak berdiri sendiri. Ada
keterkaitan kerusakan lingkungan dan bencana alam tsunami . Gelombang tsunami merupakan aksi alam
yang tidak bisa diduga, namun dampak gempa dan tsunami bisa diminimalisasi bila lingkungan pesisir
pantai benar-benar dipelihara. Disamping itu alternatif jalan baru juga mesti dibuat yang mengarah ke arah
perbukitan. Semakin banyak jalan ke arah bukit proses mobiltas warga semakin ramai. Aktivitas ekonomi
juga akan terpengaruh ketika isolasi alamiah dibuka. Disamping itu Pembangunan yang dilaksanakan
harus mengacu kepada UU No. 28 Tahun 2002. tentang Bangunan Gedung. Ini bertujuan untuk
menghasilkan gedung dengan standar bangunan tahan gempa yang masuk ke dalam aspek keamanan
gedung. Struktur gedung harus kuat untuk menjaga keselamatan penghuni gedung dari bahaya gempa.

4.1.2. Pengendalian Banijir dan Tanah Longsor

Upaya pengendalian banijir (flood contfrol) dilihat secara komprehensif, baik secara rekayasa teknik sipil
maupun pendekatan sosial termasuk peningkatan peran serta masyarakat. Upaya penanganan masalah
banjir memang membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pembangunan fisik.
Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan skala prioritas dar selektif. Beberapa hal yang periu diperhatikan dalam upaya
pengendalian banjir di Kota Padang :



a.

41.2.

Pengendalian banjir luapan lebih mengedepankan aspek pembinaan sungai (perlindungan,
pengembangan, penggunaan dan pengendalian), serta penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS)

secara menyeluruh mulai dari hulu, tengah dan hilir.

Penanganan banjir genangan/lokal melalui sistim drainase. Khusus drainase wilayah kota perlu
adanya "master plan” drainasesecara jelas, sehingga dapat diketahui kebutuhan drainase dan

sistimnya.

Pengkajian peruntukan lahan, terutama pada wilayah kawasan rawan banjir melalui Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Peraturan Daerah (Perda), atau memperioritaskan kawasan

rawan banijir sebagai kajian utama dalam revisi RTRWK.

Pemberian izin untuk pembangunan kawasan, baik kawasan perumahan, industri dan lainnya, perfu
rekomendasi kelayakan lingkungan (Studi AMDAL atau UKL/UPL).

Harus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya
menanggulangi masalah sampah . Adanya pengaturan yang konsisten dalam pengambilan sampah
dari TPS ke TPA. Disamping itu adanya penyuluhan kepada masyarakat akan dampak sistem

pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Membuat daerah peresapan air hujan dan memperbanyak daya tampung air hujan oleh tanah di

daerah pengaliran sungai.

Melakukan monitoring perkembangan sungai.

Pemulihan Lahan Kritis

Upaya pemulihan dan perbaikan lahan kritis tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga

mengedepankan peran dan pemberdayaan masyarakal. Peran pemerintah Kota Padang terutama dalam

mengamankan kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis diantaranya adalah:

1.

Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatiakn aspek

lingkungan.

Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk

dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetpakan

peruntukannya terutama lahan untuk konservasi.



10.

1.

4.1.3.

Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan

produktif maupun lahan hutan.

Menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang

Pelestarian Tanah dan Larangan Pemanfaatan Lahan Produktif untuk keperluan lain.

Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi

jarang.
Perlindungan dan penataan kawasan lindung, terutama penataan tapal batas kawasan lindung.

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya

pelestarian sumberdaya lahan dan hutan.

Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada catchment area

terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat.

Pengawasan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait: serta penegakan hukum yang tegas bagi

pelaku ‘iflegal logging'. .
Melakukan rehabilitasi lahan vang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan.
Melibatkan peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Pengendalian Pencemaran Sungai

Pencemaran pada air sungai merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi, industri dan

pertambahan penduduk. Dari berbagai bentuk aklivitas seperti pemukiman, pasar, bengkel (workshop),

rumah sakit, perhotelan, industri (Pabrik), dan pertambangan galian C yang menghasilkan limbah tersebut

masuk ke sungai baik langsung, melalui saluran atau melalui drainasé kota. Menghadapi hal tersebut

beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan adalah sbb:

1) Pemerintah beserta masyarakat melakukan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan untuk

2)

3)

mengatasi pencemaran air.

Melakukan monitoring/pengawasan terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan

dari setiap kegiatan usaha baik pabrik, rumah sakit, dan kegiatan lainnya.

Melakukan monitoring/pengawasan dan peneguran terhadap usaha dalam hal pembuangan

limbah domestik ke sungaif badan air.



4) Memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat penambang sirtukil pada palung sungai yang
tidak memiliki izin.

5} Memperketat proses perizinan kepada setiap usahakegiatan yang diperkirakan akan
menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

6. Melakukan penegakan hukum lingkungan kepada siapapun yang melanggar (melakukan

pencemaran dan kerusakan) lingkungan.
7)  Melakukan pembersihan dan rehabilitasi sungai sungai yang telah mengalami pencemaran.

8) Melakukan renovasi dan penataan kawasan muara yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasarj

rekreasi, sehingga menjadi bersih dan indah.

9) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap Sumberdaya Alam dan
Lingkungan khususnya perairan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang

limbah ke sungai.

10)  Melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penanggulangan

pencemaran baik yang berasal dari industri maupun domestik.
41.4. Pengelolaan Pantai dan Pesisir

Pengelolaan daerah pesisir pantai sangat diperlukan untuk melindungi daerah Kota Padang dari bahaya
alam seperti badai, abrasi, gelombang pasang, pencemaran dan intrusi air laut. Ironisnya saat ini keadaan
sebagian besar daerah pantai di Kota Padang saat ini sudah mengalami pencemaran, kerusakan dan tidak
asri. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dirasa pérlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangar;
adalah ; :
1) Menjaga kualitas kawasan pantai/pesisir agar tetap baik, untuk itu perlu memberikan perhatian
yang lebih besar pada program-program pengendalian pembuangan limbanh di kawasan pantai

Ipesisir.

2) Melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan

usaha baik pabrik, dan kegiatan lainya yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil.

2) Melakukan pengaturan tata ruang wilayah [;esisir dan laut, melindungi wilayah tersebut dari bahan

pencemar, sampah dan bangunan liar.

4) Melakukan usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak, dengan

merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang sudah rusak, sehingga daerah

1



pantailpesisir tersebut dapat dikembangkan menjadi daerah wisata yang indah - = aman dan

nyaman.

5) Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan di wilayah pantailpesisir seperti
penambahan jumiah TPS dan memperlancar aksesibilitas pengangkutan sampah dari daerah

pantai ke TPA sampah.

6) Melakukan penegakkan hukum lingkungan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan

pelanggaran (pencemaran dan kerusakan) lingkungan di kawasan pantai pesisir Kota Padang.

6) Memberikan sanksiftindakan. legas pada siapapun yang tidak memiliki izin pembangunan di
sepanjang pantai serta keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau AMDAL pada kegialén

usaha yang memiliki dampak lingkungan.

8) Melaksanakan peningkatan himbauan atau sosialisasi, serta program pemerintah yang dapat
memberikan pendidikan lingkungan atau menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang érﬁ

penting kebersihan lingkungan Pantai/Pesisir berserta dengan perairannya.

41.5. Pengelolaan Pencemaran Udara

Hal terbesar yang mempengaruhi kualitas udara adalah penggunaan bahan bakar untuk keperluan
transportasi, industri maupun berbagai kegiatan domestik. Seiring dengan berkembangnya Kota Padang
tentu sejalan dengan ikut berkembangnya kawasan perekonomian, industri, perdagangan, transportasi dan
pertambahan penduduk. Hal ini jelas akan berdampak pada penurunan kualitas udara di Kota Padang.
Sejauh ini kualitas Udara Kota Padang pada banyak Iokasi sudah tercemar oleh debu dan gas CO, namun
di masa datang juga tidak tertutup pula kemungkinan oleh So,, NO, dan Pb, akibat dari pertumbuhan kota
dan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, beberapa langkah antisipasi perlu dilakukan deng:an
kebijakan sbb:

1) Melakukan dan memperketat izin kelaikan jalan kendaraan bermotor (meningkatkan pengawasan'

uji kendaraan bermotor), dan melakukan regulasi jalur dan peremajaan kendaraan tua bila periu.

2) Melakukan pengawasan /monitoring terhadap kondisi udara yang ada, memasang alat detektor
kualitas udara di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, industri-industri, jalan raya yang padat lalu

lintas, terminal dan lain-lain.

3) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pihak industri yang menceramari

lingkungan.



4) Melakukan pengkajian ulang/evaluasi terhadap dokumen UKL/UPL dan AMDAL yang telah ada
dengan memperhatikan kondisi rona lingkungan eksisting dan kemajuan teknologi pengelolaan
emisi, sehingga emisi yang dibuang ke lingkungan betul-betul aman dan tidak memperparah

pencemaran udara Kota-Padang.

5) Meningkatkan kegiatan penanaman pohon pelindung dan peneduh pada sebagian besar jalan
kota, pembentukan jalur hijau dengan penataan yang baik pada semua jalan yang ada dalam
wilayah Kota dan jalan menuju luar kota Padang.

6) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penghijauan kota.

7) Sosialisasi pengelolaan lingkungan pada masyarakat melalui community building oleh Pemerintah

Kota Padang, sehingga kepedulian lingkungan tertanam oleh setiap orang/warga kota.

8) Monitoring juga dapat dilakukan pada tempat tertentu /lokasi strategis dengan memasang alat

detektor otomatis dengan display yang dapat diketahui oleh masyarakat.

4.2, Sumberdaya Buatan

4.21. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman

Konsenterasi pertumbuhan kawasan pemukiman di Kota Padang tersebar pada pada daerah daerah seperti
kawasan Daerah Aliran Sungai (Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Kandis), caichment area, daerah
yang memiliki kelerengan tajam seperti Bukit Lantiak, Kelurahan Gates dan lain-lain, sepanjang garis pantai
tanpa memperhatikan aspek lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi rawan bencana berupa banjir,
longsor dan pencemaran. Dalam kondisi perkembangan dan psrtumbuhan serta dinamika kegiatan sosial
ekonomi yang berlangsung di Kota Padang, serta pertambahan jumlah penduduk kota akan mempengaruhi
pergeseran penggunaan lahan. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan
berkembanganriya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa
maupun industri. Dengan makin tingginya aktivitas tersebut akan sebanding pula dengan limbah yang akan
dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organic dan anorganik) dan limbah cair serta hasil
samping lainnnya. Hal tersebut jelas berdampak pada penurunan kualitas lingkungan apabila tidak terkelola
secara baik. Oleh karena itu, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan

lingkungan pemukiman yang layak di masa yang akan datang maka disarankan sebagai berikut:

1. Pengembangan pemukiman berskala besar merupakan pilihan kebijakan yang tepat karena
mengoptimalkan fungsi lahan secara vertikal maupun horizontal termasuk fyngsi uang dan

barang carta pelayanan publik termasuk pengelolaan jaringan utilitas seperti air bersih, listrik |,



telekomunikasi dan {ain-lain. Pemukiman skala kecil agar dapat dikembangkan menjadi berskala
sedang dan seterusnya pemukiman skala sedang dikembangkan menjadi berskala besar

sebagai kawasan strategis.

Pemerintah kota perlu menetapkan ketentuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk komplek

pemukiman secara jelas dan pengawasan pembangunan perumahan secara intensif.

Pemerintah kota perlu merangsang tumbuh dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Bagi kelompok
masyarakat yang secara sukarela melakukan swadaya dan swadana untuk penyediaan fasilitas
umum di komplek bemukimannya. maka diharapkan pemerintah diharapkan dapal memberikan
insentif baik penghargaan berupa benda atau uang maupun pengurangan pajak yang
ditanggung oleh kelompok masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk merangsang
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas

umum di komplek perumahan mereka masing-masing.

Pemerintah perlu melakukan rehabilitasi pemukiman kampung dalam radius 3 - 5 Km dari pusat
kota dengan pengaturan tata letak serta penyediaan sarana dan prasarana publik. Rehabilitasi
ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan sesuai norma kota modern sehingga seluruh

ruang wilayah kota memiliki standar yang sama.

Pembangunan pefumahan pada kawasan resapan air perlu dibatasi seperti pada kawasan

pesisir pantai Kota Padang (Kec. Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung dan Padang Selatan).

Menghindari pengémbangan kawasan pemukiman di daerah rawan longsor, banjir dan bencana
lainnya. Pemukiman yang berada pada daerah rawan longsor supaya dipindahkan ke tempat

yang aman.

Pemerintah perlu memprogramkan peningkatan dan perbaikan lingkungan pemukiman yang
kurang layak huni serta bantuan sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk membangun sarana
dan prasarana lingkungan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke

bawah.

Pengembangan kawasan pemukiman ke arah pinggiran kota perlu dilakukan secara terintegrasi
satu sama lain, sehingga tidak terpencar pencar serta memudahkan dalam penyediaan sarana

dan prasarana lingkungan.

Meningkatkan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dalam jumlah yang cukup, baik jumlah

TPS, mobil dan kualitasnya sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar



dari seluruh wilayah yang ada di Kota Padang termasuk daerah pantai dan sempadan sungai ke
TPA sampah.

10. Meningkatkan kepedufian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat
tidak lagi membuang sampah ke sembarang tempat.

11. Melakukan himbauan atau sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya
masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa
kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungannya termasuk juga lingkungan

sungai dan perairan pantai.

12. Menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah/flimbah rumah tangga dalam skala

kecil di fingkungan pemukiman maupun skala besar di TPA sampah.

13. Melakukan patroli kebersihan pada tempat tempat strategis untuk pengontrolan sampah dan

menindak tegas bagi siapapun yang melahggar peraturan tentang pembuangan sampah.

14. Sosialisasi Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (iMB) sehingga pembangunan lingkungan

pemukiman masyarakat sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

15. Relokasi perumahan nelayan harus memperhatikan jaraknya dengan laut karena nelayan pada

dasarnya tidak dapat tinggal jauh dari {aut.

4.2.2. Industri dan Dunia Usaha

Pemerintah Kota Padang perlu mengendalikan dam;)ak lingkungan melalui penegakan aturan pemanfaatan
lingkungan dan pengawasan pembangunan serta pembinaan kesadaran lingkungan kepada masyarakat .
Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi pemerinta serta
kerjasama antara pemerintah kota dengan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Untuk

menuju usaha dan industri yang ramah lingkungan di masa yang akan datang , maka disarankan :

1. Pembangunan industri dan tempat usaha agar dikembangkan ke arah kawasan yang memang
direncanakan sebagai pusat pelayanan industri seperti PIP (Padang Industrial Park) di bagian
Utara, Bandar Buat/Indarung di bagian Timur dan Bungus Teluk Kabung di bagian Selatan.
Dengan memfokuskan pembangunan kawasan industri di daerah tersebut diharapkan kerusakan

lingkungan dan paparan polutan terhadap warga kota dapat diminimalisasi.

2. Sektor industri di Kota Padng belum berkembang sebagai primadona karena keterbatasan input
dan pasar bagi industri pengolahan dan manufaktur. Beberapa industri berbasiskan pertanian

umumnya belum menghasilkan produk akhir untuk konsumen lokal seperti industri CPO.



telekomunikasi dan lain-lain. Pemukiman skala kecil agar dapat dikembangkan menjadi berskala
sedang dan seterusnya pemukiman skala sedang dikembangkan menjadi berskala besar

sebagai kawasan strategis.

Pemerintah kota perlu menetapkan ketentuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk kemplek

pemukiman secara jelas dan pengawasan pembangunan perumahan secara intensif.

Pemerintah kota perlu merangsang tumbuh dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Bagi kelompok
masyarakat yang secara sukarela melakukan swadaya dan swadana untuk penyediaan fasilitas
umum di komplek pemukimannya, maka diharapkan pemerintah diharapkan dapal memberikan
insentif bak penghargaan berupa benda atau uang maupun pengurangan pajak yang
ditanggung oleh kelompok masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk merangsang
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas

umum di komplek perumahan mereka masing-masing.

Pemerintah perlu melakukan rehabilitasi pemukiman kampung dalam radius 3 ~ 5 Km dari pusat
kota dengan pengaturan tata letak serta penyediaan sarana dan prasarana publik. Rehabilitasi
ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan sesuai norma kota modern sehingga seluruh

ruang wilayah kota memiliki standar yang sama.

Pembangunan pefumahan pada kawasan resapan air periu dibatasi seperti pada kawasan

pesisir pantai Kota Padang (Kec. Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung dan Padang Selatan).

Menghindari pengémbangan kawasan pemukiman di daerah rawan longsor, banjir dan bencana
fainnya. Pemukiman yang berada pada daerah rawan longsor supaya dipindahkan ke tempat

yang aman.

Pemerintah perlu memprogramkan peningkatan dan perbaiké'ﬁ lingkungan pemukiman yang
kurang layak huni serta bantuan sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk membangun sarana
dan prasarana lingkungan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke

bawah.

Pengembangan kawasan pemukiman ke arah pinggiran kota perlu dilakukan secara terintegrasi
satu sama lain, sehingga tidak terpencar pencar serta memudahkan dalam penyediaan sarana

dan prasarana lingkungan.

Meningkatkan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dalam jumlah yang cukup, baik jumlah

TPS, mobil dan kualitasnya sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar
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dari seluruh wilayah yang ada di Kota Padang termasuk daerah pantai dan sempadan sungai ke
TPA sampah.

10. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat
tidak lagi membuang sampah ke sembarang tempat.

11. Melakukan himbauan atau sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya
masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa
kepedulian masyarakat fentang arti penting kebersihan lingkungannya termasuk juga lingkungan

sungai dan perairan pantai.

12. Menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah/iimbah rumah tangga dalam skala

kecil di lingkungan pemukiman maupun skala besar di TPA sampah.

13. Melakukan patrofi kebersihan pada tempat tempat strategis untuk pengontrolan sampah dan

menindak tegas bagi siapapun yang melahggar peraturan tentang pembuangan sampah.

14. Sosialisasi Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pembangunan lingkungan

pemukiman masyarakat sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

15. Relokasi perumahan nelayan harus memperhatikan jaraknya dengan laut karena nelayan pada

dasarnya tidak dapat tinggal jauh dari {aut.

4.2.2. Industri dan Dunia Usaha

Pemerintah Kota Padang perlu mengendalikan damipak lingkungan melalui penegakan aturan pemanfaatan
lingkungan dan pengawasan pembangunan serta pembinaan kesadaran lingkungan kepada masyarakat .
Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi pemerinta serta
kerjasama antara pemerintah kota dengan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Untuk

menuju usaha dan industri yang ramah lingkungan di masa yang akan datang , maka disarankan :

1. Pembangunan industri dan tempat usaha agar dikembangkan ke arah kawasan yang memang
direncanakan sebagai pusat pelayanan industri seperti PIP (Padang Industrial Park) di bagian
Utara, Bandar Buat/Indarung di bagian Timur dan Bungus Teluk Kabung di bagian Selatan.
Dengan memfokuskan pembangunan kawasan industri di daerah tersebut diharapkan kerusakan

lingkungan dan paparan polutan terhadap warga kota dapat diminimalisasi.

2. Sektor industri di Kota Padng belum berkembang sebagai primadona karena keterbatasan input
dan pasar bagi industri pengolahan dan manufaktur. Beberapa industri berbasiskan pertanian

umumnya belum menghasilkan produk akhir untuk konsumen lokal seperti industri CPO.



Keterbatasan ini akan dapat diatasi jika input dan pasar dapat ditingkatkan melalui jaringan

transportasi darat dan laut.

3. Pembuangan olie bekas dan minyak oleh bengkel, perusahaan dan industri yang beroperasi di

bantaran sungai dan pantai serta limbah rumah sakit harus mendapatkan perhatian yang serius.

4. Menegur usaha atau industri yang belum mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan serta

menutup usaha yang mencemari iingkungan.

5. Pemko Padang agar mempunyai SOP penyelesaian sengketa lingkungan dan penutupan

usaha/kegiatan serta mensosialisasikan kepada pemilik usaha/kegiatan.
6. Mengaitkan antara pengeluaran izin usaha dengan ketersediaan dokumen kelayakan lingkungan.
7. Tidak memberikan izin bagi usaha/kegiatan yang melanggar tata ruang.

8. Pemko Padang agar melakukan pemantauan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pihak

perusahaan agar sesuai dengan dokumen yang dimilikinya.

4.2.3. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Sarana perdagangan yang dimilki Kota Padang saat ini adalah 1 pasar induk yaitu Pasar Raya dan 15
pasar pembantu yang tersebar di seluruh wilayah kota. Disamping itu terdapat 4 buah swalayan besar di
Kota Padang. Jika dilihat dari segi skala usaha, maka pelaku usaha di sektor ini mulai dari yang berskala
kecil , menengah sampai besar. Pengelolaanya dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk badan

usaha/perusahaan atau koperasi.

Terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan Pemko Padang terhadap pengembangan pasar dan pusat

perbelanjaan maka disarankan :

1. Peningkatan status pasar pembantu atau pasar satelit menj_a’Qi pasar kawasan atau lokal.
Kebijakan tersebut harus didukung oleh pengembangan kawasan pemukiman berskala besar dan

pengaturan aliran kendaraan sesuai jenis dan kapasitas baik intra maupun antar kawasan.

2. Kawasan bisnis yang sudah tumbuh, namun belum optimal perkembangannya agar ditetapkan
sebagai kawasan stralegis untuk memacu pertumbuhannya sehingga dapat memberi manfaat
yang maksimal. Beberapa kawasan pasar pembantu perlu penataan ulang bahkan dibangun
kembali sesuai konsep pasar modern yang menyediakan ruang usaha bagi semua strata bisnis

termasuk pedagang kaki lima.

3. Pembangunan dan pengembangan pasar serta pusat perbelanjaan agar disesuaikan dengan
*RTRW Kota Padang.

aporan SLHD Kota Padang Q'ﬁ 2055




4. Kegiatan pasar modern (mall, plaza, supermarket) dapat saja dikembangkan pada titik-titik

tertentu, sejauh tidak mengganggu kegiatan perdagangan tradisional.

5. Untuk mendukung fungsi kota Padang sebagai pusat perdagangan regional perlu dikembangkan
perdagangan regional selain yang sudah ada saat ini . Salah satunnya dengan pengembangan
kawasan perdagangan di Kawasan Air Pacah yang ferintegrasi dengan Terminal Regional

Bingkuang (TRB) dan Pengembangan pasar induk di Kawasan Anak Air.

6. Pemko agar mengawasi pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasar dan
pusat perbelanjaan di Kota Padang untuk mencegah implikasi negatif. Plaza Andalas dalam
dokumen pengelolaan lingkungannya menyatakan bahwa akan membuat jalan tembus ke
belakang untuk membuka akses bagi para pedagang yang di sekiatr eks terminal. Tapi ternyata
jalan tembus tersebut tidak dibuat sehingga tidak ada akses bagi pedagang dan pembeli ke eks

Terminal Goan Hoat dari Jalan Pemuda.

7. Pembangunan swalayan agar diawasi untuk membatasi praktek monopoli.

424 Lokasi Pembuangan Akhir {LPA) Sampah Kota Padang.

Kota Padang memiliki banyak kebutuhan pelayanan kota, LPAS merupakan salah satu pelayanan yang
dikelola Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya terjaminnya
kebersihan, ketertiban dan keindahan kota Padang. Dengan adanya lokasi pembanungan akhir sampah di
Kelurahan Air Dingin merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi sampah.
Metode sanitary landfil yang dipilih juga sudah merupakan metode terbaik dan termodern saat ini di
Indonesia. Namun keterbatasan dana yang juga mempengaruhi terbatasnya sarana dan prasarana teleh
menysbabkan DPK Kota Padang belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Namun
demikian keadaan kesehatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan akibat kurang sempurnanya pengelolaan
LPAS perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Untuk pengelolaan LPAS Air Dingin di masa yang

akan datang, maka disarankan :

1. Pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan mulai dari sumber sampah, sehingga dapat dipisahkan
sampah organik dan anorganik, sampah yang dapat didaur ulang serta kemungkinan adanya
perubahan bentuk sampah. Untuk terwujudnya kaeadaan ideal sebagaimana tercantum dalam
Agenda 21 tentu perlu adanya upaya pemerintah kota untuk memulai langkah ini dengan
mensosialisasikan kepada masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan pengelolaan
sampah dengan membayar restribusi dan menganggap permasalahan sampah dati RT sampai ke

LPA buizan lagi tanggung jawab yang mereka pikirkan.
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Untuk memperpanjang umur teknis sanitary landfill perlu juga dukungan pemerintah kepada
industri agar memproduksi kemasan yang dapat dipakai berulang disamping sosialisasi proses

daur ulang sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pengelolaan persampahan di masa yang akan datang harus didukung dengan teknologi
pengolahan sampah menjadi kompos (composting) untuk mendukung pengelolaan pertamanan
kota serta pengembangan teknologi pengeolahan bahan berupa kertas, plastik dan logam untuk

kebutuhan industri rumah tangga.

Perlu adanya perhatian pemerintah kota terhadap gangguan kesehatan yang disebabkan dekatnya
lokasi penumpukan di LPAS dengan pemukiman penduduk. Hal ini perlu menjadi pertimbangan

dalam pembangunan LPAS Tahap |Il.

Pengelolaan persampahan harus didukung produk hukum daerah untuk meningkatkan kepedulian
komunitas kota terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pemberian sanksi

pelanggaran.

Perlu adanya koordinasi antar dinas instansi pada pemerinta Kota Padang seperti Dinas Sosial,
Dinas Pendidikan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mengatasi gejala sosial
yang terjadi pada masyarakat LPAS sehingga tidak terdapat lagi anak usia sekolah yang tidak

bersekolah atau putus sekoiah.

Kebutuhan luas lahan tempat pembangan sampah akhir hingga tahun 2013 diperkirakan 27 Ha.
Untuk itu LPAS Air Dingin diperlukan penambahan lahan seluas 10 Ha.

Sumberdaya Manusia

Perekonomian

Perkembangan Kota Padang di segala bidang mengakibatkan semakin tinggi tingkat persaingan

masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kesulitan ekonomi

akibat terbatasnya lapangan usaha bermodal kecil dengan keterampilan terbatas dan bersifat mandiri.

Sehingga lapangan usaha/pekerjaan masyarakat menjadi beralih ke lapangan usaha baru. Hal ini juga

berdampak pada peningkatan permasalahan sosial di masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, untuk

dapat mengambil langkah langkah yang dapat melindungi lingkungan sosial adalah dengan beberapa

langkah antisipasi seperti yang direkomendasi dibawah ini:

1)

Mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengembangan sektor-sektor usaha kecil dan

menengah yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan.



2) Melakukan penataan tempat-tempat usaha agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta

ramah lingkungan.

3) Melakukan sosialisasi dan memperbanyak bentuk-bentuk pelatihan pengembangan usaha bagi

masyarakat ekonomi lemah.

4) Memberikan bantuan dana pengembangan usaha befupa kredit lunak tanpa agunan dan

pemberian dana bergulir bagi pengusaha ekonomi lemah.

4.3.2. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan

Pertambahan penduduk di Kota Padang akan menyebabkan meningkatinya kepadatan penduduk. Hal ini
berkorelasi dengan permasalahan kemiskinan dan kesehatan masyarakat, di daerah pinggiran Kota Padang
perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Padang. Kondisi pemukiman yang tidak layak huni
serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan akan berpengaruh terhadap rendahnya kondisi
kesehatan lingkungan. Antisipasi Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi permasalahan penduduk

tersebut adalah :

1) Meningkatkan pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah baik dari jumlah maupun
kontinuitasnya perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan kondisi kependudukan yang

berada di daerah-daerah pinggiran kota.

2) Menciptakan lingkungan pemukiman yang layak huni dan layak kesehatan, dengan membangun /

menambah tempat pembuangan sampah, dan saluran drainase.

3) Melakukan rehabilitasi pemukiman kumuh dengan mempertimbangkan tata ruang pemukiman

sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

4) Melakukan sosialisasi dan penyulﬁhan tentang kesehatan lingkungan, kebersihan serta bahaya

penyakit dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.
4.3.3. Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Sehubungan dengan permasalahan perekonomian, masih terdapatnya kondisi pemukiman yang tidak layak
huni serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan akan berpengaruh terhadap rendahnya
kondisi kesehatan lingkungan, hal ini mengakibatkan banyaknya sumber penyakit. Disamping itu masih
terbelitnya masyarakat dalam kondisi kemiskinan ini, menjadikan belum mampunya masyarakat untuk

berobat ke RSU atau swasta apalagi sarana kesehatan yang ada jauh dari pemukiman mereka. Antisipasi
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Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi permasalahan kesehatan penduduk tersebut adalah sebagai
berikut:

1) Menindak lanjuti program pengiriman dan penyebaran dokter-dokter spesialis dengan berbagai
bidang lainnya ke puskesmas-puskesmas pada kawasan pinggiran kota.

2) Meningkatkan sarana prasarana pendukung kesehatan secara merata dan tersebar di semua

wilayah Kota Padang.

2) Meningkatkan mutu kesehatan dengan mengembangkan puskesmas-puskesmas utama yang
telah ada sebagai pusat rujukan kesehatan sehingga mampu tidak hanya meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat tetapi sekaligus mampu penanganan jenis penyakit yang ada di
masyarakat tersebut tanpa perlu merujuk penderita (pasien) ke rumah sakit yang ada di pusat

kota.

4.3.5. Penertiban Masalah Sosial

Kecenderungan semakin meningkatnya jumiah anak-anak terlantar dan mulai menggejalanya fenomena
anak jalanan, disatu sisi ikut berdampak pada terjadinya masalah gangguan keamanan dan pelanggaran
ketertiban umum. Hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk
mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa langkah penertiban agar masalah ini tidak semakin

berkembang. Antisipasi untuk mengatasi permasalahan penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan program-program pemberantasan terhadap segala bentuk maksiat yang terjadi di

masyarakat.

2) Meningkatkan upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar tercipta kondisi yang

aman dan tertib.
2) Melakukan antisipasi terhadap permasalahan anak jalanan agar tid&k semakin bertambah.

4) Menyediakan kemudahan kemudahan dalam bentuk bantuan dalam kemudahan pekerjaan dan

kesempatan berusaha kepada masyarakat yang berekonomi lemah.

4.3.6. Pendidikan

Memperhatikan potensi dan permasalahan pendidikan di Kota Padang, maka dirasa perlu diberikan

rekomendasi kebijakan untuk dijadikan bahwan pertimbangan antara lain :
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Meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dengan merealisir pelaksanaan

kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.

Meningkatkan SDM anak-anak putus sekolah, anak yang kurang mampu dan anak yang rawan
sosial melalui program pendidikan luar sekolah (SKB, Paket A, B dan C).

Menanamkan semangat peduli lingkungan kepada anak usia sekolah secara dini melalui program

ekstrakurikuler peduli lingkungan.

Berkoordinasi dan bersinergi dengan LSM dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian

lingkungan hidup.

Rekomendasi manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan hidup di

Kota Padang yang perlu dilakukan antara lain :

1.

Pengembangan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara

berbagai sektor dan fintas Kabupaten/Kota.

Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang

berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeianjutan dengan pola kemitraan.

Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan
maupun pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengembangan sistem informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terpadu .

Pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan dengan memberi kesempatan
dan peran aklif masyarakat serta perluasan akses dan hak kontrol masyarakat/lL.SM terhadap

permasalahan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sempadan

" sungai/DAS.

Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperiukan pendekatan meneyluruh mulai dari hulu

(upper stream) dan hilir (down stream) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).

Mengingat sebagian besar wilayah Kota Padang terdiri dari kawasan !indung, maka langkah
pengembangan kawasan budidaya seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung

untuk memberikan jasa lingkungan.

Dalam pengembangan kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan

kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan kita kembangkan.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove diperlukan kebijakan yang menyeluruh
dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan
menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah penyangga di kawasan .

pesisir pantai.

Sudah saatnya dilakukan program penghijauan pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau
reboisasi pesisir pantai dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan,

Perguruan Tinggi, LSM/OLH dan masyarakat setempat.

Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat
aturan/perangkat hukum berupa peraturan daerah (Perda) sehingga pemanfaatan terumbu karang

tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Pemanfaatan rawa dan kawasan resapan air untuk lokasi pemukiman dan kawasan terbangun

harus memperhatikan prinsip hidrogeologi.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan periu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan

peran serta masyarakat sekitar kawasan,

Visi dan Misi, Renstra serta program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan di Kota
Padang harus senantiasa dipertajam, disempurnakan dan ditingkatkan guna mengantisipasi

berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.
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